Penetapan Status Darurat Bencana dalam Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Darurat by Humaira, Sajida
 
 
PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA DALAM PENANGGULANGAN 
DAMPAK PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM 
TATA NEGARA DARURAT 
 
SKRIPSI 
 Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar 

















Judul Skripsi : PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA DALAM 
PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA 
DARURAT 
Identitas Penulis   : 
a. Nama   : Sajida Humaira 
b. NIM   : 165010107111093 
Konsentrasi    : Hukum Tata Negara 
Jangka waktu penelitian : 7 Bulan 
 















Muhammad Dahlan, SH., MH. 
NIP 198009062008121002 
Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum 
 






PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA DALAM PENANGGULANGAN 
DAMPAK PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM 





Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 
























Muhammad Dahlan, SH., MH. 
NIP 198009062008121002 
Ketua Jurusan Ilmu Hukum 
 
Dr. Sukarmi, SH., MHum. 
NIP 196705031991032002 
Dekan Fakultas Hukum 
 





SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 
Nama : Sajida Humaira 
NIM : 165010107111093 
Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah 
asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga 
bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan 
tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar Pustaka. 
Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini 
merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka 





















Puji Tuhan, terimakasih saya ucapkan atas bantuan Tuhan yang telah 
mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, hingga akhirnya terselesaikan. 
Seluruh berkat limpahan karunia-Nya hingga saat ini, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi tentang “PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA DALAM 
PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF 
HUKUM TATA NEGARA DARURAT”, dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 
gelar sarjana hukum. Tak lupa juga saya sebagai penulis mengucapkan rasa terima 
kasih seluruh rekan dan pihak yang telah mendukung serta membantu penulisan 
skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan 
hati, penulis ucapkan pula terima kasih kepada:  
1. Dr. Muchamad Ali Safa’at, SH., MH dan Muhammad Dahlan, SH., MH selaku 
dosen pembimbing saya hormati. 
2. Orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
3. Rekan dan sahabat yang telah memberikan semangat, ide, dan motivasinya 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik 
 
Pandemi COVID-19 memunculkan banyak persoalan yang di dalamnya termasuk 
persoalan hukum. Sudut pandang yang dapat diambil dalam melihat persoalan 
hukum dai timbulnya COVID-19, salah satunya adalah melihatnya dalam sudut 
pandang hukum tata negara darurat. Skripsi ini mencoba menjelaskan apakah  
status darurat yang ditetapkan dalam rangka penanggulangan COVID-19 dapat 
dikatakan sebagai keadaan bahaya menurut Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 dan 
bagaimana akibat hukumnya. 
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Merespon pandemi COVID-19 pemerintah menetapkan status darurat bencana 
berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan status kedaruratan 
kesehatan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. 
Selain itu, pemerintah mengeluarkan seperangkat kebijakan yang didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang telah ada ditambah dengan dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. 
Setidaknya dapat dirangkum 3 (tiga) landasan dalam penulisan skripsi ini. Pertama, 
adanya kemungkinan pertentangan pertentangan norma antara Pasal 51 ayat (2) 
UU Penanggulangan Bencana dengan Pasal 12 UUD NRI 1945. Kedua, penggunaan 
dasar hukum yang kurang tepat dalam penanganan awal COVID-19.  Ketiga, 
adanya potensi persoalan hukum yang timbul dari peraturan perundang-undangan 
dalam rangka penanggulangan COVID-19. 
 
Berdasarkan hal di atas, karya tulis ini mengangkat persoalan sebagai berikut: (1) 
Apakah Status Bencana Nasional berdasarkan UU Penanggulangan Bencana dan 
Status Darurat Kesehatan berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan merupakan 
bentuk keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 UUD NRI 1945? (2) Apa saja 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadaan darurat yang 
dikeluarkan dalam penanggulangan dampak Penyebaran COVID-19 di Indonesia? 
dan (3) Bagaimana implikasi yuridis penetapan Darurat Bencana Nasional dalam 
penanggulangan dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia? 
 
Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
pendekatan analisis (analytical approach), pendekatan perundang-undangan 
(statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil 
analisa berdasarkan metode tersebut diperoleh jawaban atas persoalan penelitian 
bahwa status darurat bencana maupun status kedaruratan kesehatan masyarakat 
merupakan keadaan bahaya dilihat dari konsep keadaan bahaya maupun latar 
vi 
 
belakang historis lahirnya Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 yang mana keadaan 
bahaya merupakan suatu keadaan pengecualian dan menimbulkan situasi darurat 
baik berasal dari luar maupun dalam suatu wilayah disebabkan oleh berbagai 
macam faktor, salah satunya bencana. Dalam rangka pandemi COVID-19 beberapa 
peraturan perundang-undangan digunakan diantaranya terdiri 4 undang-undang, 
1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 1 peraturan pemerintah, dan 
berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implikasi yuridis yang timul dari adanya 
penetapan kedua status tersebut berimbas kepada berbagai sektor hukum, 
diantaranya hukum perjanijan, hukum pidana, hukum kebencanaan, dan hukum 
kesehatan. Selain itu dikaitkan dengan hukum tata negara darurat, status bencana 
dan status kedaruratan kesehatan masyarakat tidak merubah rezim hukum normal 
menjadi darurat, karena landasan konstitusional penetapan yang digunakan tidak 
menggunakan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Akibatnya segala aturan yang lahir 
pada masa pandemi COVID-19 akan berlaku terus menerus meskipun status 
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PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN 
A. LATAR BELAKANG 
Presiden RI Joko Widodo telah menetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat  
pada 31 Maret 2020 dan Darurat Bencana Nasional pada 13 April 2020  sebagai 
respon terhadap pandemi COVID-19. Tercatat pada tanggal 3 Mei 2021 jumlahnya 
telah mencapai 1.682.004 dengan angka kesembuhan 1.535.491 dan kematian 
45.949 yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia.1 Kasus pertama diumumkan 
oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020.2 Sebelumnya pada 28 
Januari 2020 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan 
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 
2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah 
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang menyatakan status keadaan 
tertentu darurat bencana berlaku selama 32 hari setelah keputusan tersebut 
ditetapkan. Dikeluarkannya keputusan tersebut sebagai tindakan antisipasi 
sebelum virus corona terdeteksi di Indonesia.  
Masing-masing penetapan memiliki konsekuensi yang berbeda. Darurat 
Kesehatan..Masyarakat ditetapkan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. UU Kekarantinaan 
Kesehatan mengatur mengenai berbagai jenis karantina dalam menghadapi faktor 
yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, sehingga segala tindakan yang 
diambil dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat merupakan hal-hal yang 
berhubungan erat dengan public health. Sedangkan berdasarkan Pasal 51 UU 
Penanggulangan Bencana, Status Darurat Bencana ditetapkan dengan skema 
skala bencana, dalam tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden dan tingkat 
daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing tingkat.3 Penetapan Status 
Keadaan Darurat Bencana dilakukan ketika keadaan mengancam dan 
mengganggu kehidupan sekelompok orang atau masyarakat atas rekomendasi 
                                                                
1  Informasi diakses di Website resmi Gugus Tugas Percepatan Penganan COVID-19 
(https://covid19.go.id/peta-sebaran) pada 4 Mei 2021. 
2  Kompas, 3 Maret 2020, Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia (online),  
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-
corona-di-indonesia?page=all pada (5 September 2020) 
3 Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 




Badan Nasional Penanggulangan Bencana.4 Dalam UU Penanggulangan Bencana 
secara umum mengatur mengenai penanggulangan dan pencegahan bencana, 
sehingga akan menyentuh berbagai aspek dalam pencegahan dan 
penanggulangan dampak bencana. 
Keterkaitan status darurat bencana dan status darurat kesehatan 
masyarakat terletak pada Pasal 1 angka 3 UU Penanggulangan Bencana yang 
mengatur jenis bencana Non-Alam yang salah satu penyebabnya adalah wabah 
penyakit. Kedua status darurat tersebut memeiliki kesamaan, yaitu adanya unsur 
darurat (melanggar kelaziman atau tidak berada dalam situasi normal. Meskipun 
demikian keduanya haruslah dilihat dalam ranah yang berbeda, utamanya dalam 
pelaksanaan kedua kebijakan. Status Kedaruratan Kesehatan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Kesehatan berfokus pada hal-hal mengenai 
tindakan kekarantinaan di antaranya isolasi, rujukan, disinfeksi, dekontaminasi, 
hingga vaksinasi.5 Sedangkan Darurat Bencana berfokus pada pengendalian risiko 
bencana; pengerahan logistik, peralatan, dan sumber daya manusia; pemenuhan 
kebutuhan dasar sampai pada pemulihan bencana termasuk di dalamnya 
pembangunan kembali infrastruktur. Sekalipun terdapat perbedaan di antara 
kedua aturan tersebut, sangat dimungkinakn adanya irisan kebijakan mengingat 
keduanya dipraktikan terhadap masyarakat yang sama.6 Dalam pelaksanaannya 
pun keduanya bisa dilakukan secara bersamaan, karena muatan kedua undang-
undang melengkapi satu sama lain. Jika terjadi bencana non-alam yang 
disebabkan wabah penyakit penanganannya bisa dengan pendekatan yang lebih 
komprehensif dan menyeluruh. Sebagai dasar, hukum UU Kekarantinaan 
Kesehatan menjadi lex specialis UU Penanggulangan Bencana dalam 
penanggulangan aspek kesehatan. Sedangkan aspek yang lain dapat tetap 
mengacu pada UU Penanggulangan Bencana. 
Undang-Undang Penanggulangan Bencana sendiri lahir untuk menjawab 
persoalan yang timbul dari keadaan bencana. Dengan mempertimbangkan kondisi 
geografis indonesia yang rawan terjadi bencana, maka adanya UU 
                                                                
4 Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66 
5 Peter Jeremiah, 2020,  Implikasi Keppres COVID-19: dari Darurat Kesehatan hingga Darurat 
Bencana (online),http://hukum.ubaya.ac.id/implikasi-keppres-covid-19-dari-kedaruratan-





Penanggulangan Bencana menjadi suatu keharusan. Kebutuhan akan pengaturan 
terkait penanggulangan bencana semakin terlihat setelah terjadinya bencana alam 
tsunami di Aceh. Dampak dari tsunami di Aceh berpengaruh pada semua aspek 
kehidupan masyarakat di Aceh, termasuk di dalamnya aspek kesehatan, ekonomi, 
infrastruktur, adminsitrasi pemerintahan, hukum, dll. Sehingga perlu adanya 
aturan hukum yang secara khusus menangani penanggulangan bencana di Aceh. 
Dalam kondisi ini sebenarnya Aceh sudah masuk dalam kondisi darurat.  Namun, 
kondisi tersebut merupakan keadaan darurat de facto dan tidak termasuk de jure, 
karena tidak adanya pernyataan atau deklarasi yang menyatakan keadaan bahaya. 
Sehingga segala aturan yang dibentuk dalam penanggulangan bencana Aceh 
dilaksanakan sesuai dengan tata cara keadaan hukum normal bukan keadaan 
hukum darurat. 
Adapun konsep tentang hukum tata negara darurat atau dalam keadaan 
bahaya menurut Herman Sihombing ialah, “Serangkaian pranata dan wewenang 
negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, ke 
dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum 
dan biasa.” 7  Dalam bukunya Hukum Tata Negara Darurat Prof. Dr. Jimly 
Asshiddiqie memberikan ketentuan konstitusional keadaan darurat yang di 
dalamnya memuat ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang 
Keadaan Bahaya, dan Undang-Undang tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. 
Muatan dari undang-undang yang disebutkan di atas sama-sama mengandung 
semangat tanggung jawab dan upaya negara dalam melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam menghadapi keadaan 
bahaya, yang tidak hanya dalam keadaan berkaitan dengan angkatan bersenjata, 
namun juga keadaan bencana. 
 Negara dalam menghadapi persoalan di masyarakat saat keadaan darurat 
dimungkinkan untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia. Dalam situasi 
demikian tidak semua hak asasi manusia dapat dipenuhi oleh negara dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan untuk menentukan hak-hak mana 
                                                                
7 Jazim Hamidi, Mustafa Luthfi, Ketentuan Konstutisional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam 
Suatu Negara (Model Perbandingan Konstitusi antara Negara Indonesia dengan Amerika Serikat 





yang harus didahulukan dan kepda siapa itu diprioritaskan. Konsep derogable  
dan non derogable dalam hak asas manusia menjadi salah satu pertimbangan 
penting, bahwa pemerintah harus tetap memenuhi pemenuhan hak non-
derogabele rights. Mengenai hal ini Osgar berpendapat, 
“Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan 
telah dideklarasikan oleh presiden, tidak semua HAM dapat dipenuhi 
pemberlakuannya, HAM yang tergolong dalam jenis derogable rights (Hak-
hak yang boleh dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat) yang 
terdiri dari, hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk bergerak, hak 
untuk berkumpul, dan hak untuk berbicara. Jaminan pemenuhan terhadap 
HAM yang dikategorikan derogable rights dapat dibatasi ataupun ditunda 
pemenuhannya, namun tindakan-tindakan pembatasan terhadap HAM, 
bagaimanapun harus ditentukan batas-batasannya yang jelas beserta 
ukuran-ukuran yang tidak membuka peluang terjadinya penyalahgunaan 
dengan merugikan kepentingan kemanusiaan yang lebih luas.”8  
 
Dalam menentukan keadaan darurat terdapat 3 (tiga) unsur penting yang 
harus dipenuhi, yaitu: 
1) Adanya kebutuhan hukum yang masuk akal (reasonable necessity) 
2) Karena faktor bahaya yang mengancam (dangerous threat) 
3) Dalam waktu atau kesempatan yang terbukti sangat terbatas (limited 
time) 9 
Terdapat 2 (dua) istilah yang dipakai UUD NRI 1945 terkait keadaan darurat, yaitu 
keadaan bahaya dan hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Keduanya memiliki 
persamaan, yaitu bahwa keduanya merupakan keadaan yang dikecualikan dari 
sifat normal (the state of exception).10 Namun keadaan keduanya tidak bisa 
dianggap sama.  Keadaan bahaya merujuk pada ancaman bahaya dalam arti 
sempit dan arti luas. Dalam arti sempit ancaman yang dimaksud tertuju pada 
keselamatan umum, integritas wilayah, dan ancaman terhadap kedaulatan. Dalam 
arti yang lebih luas ancaman bahaya tertuju pada keselamatan jiwa, keselamatan 
harta benda, atau keselamatan lingkungan hidup.11 Dalam Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya 
keadaan darurat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu darurat sipil, darurat militer, dan 
                                                                
8 Osgar S. Matompo, Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat, 
Jurnal Media Hukum, Volume 21 Nomor 1, Fakultas Hukum UMY, Juni 2014, hlm 61. 
9 Jimly Asshiddiqie, op cit, Hukum Tata Negara Darurat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, 
hlm 58. 
10 Ibid, hlm 66. 




darurat perang. Sedangkan hal ikhwal kegentingan yang memaksa merujuk pada 
ancaman keselamatan kepada suatu ide, prinsip-prinsip, atau nilai-nilai luhur, 
sehingga penyelesaiannya diperlukan pengeluaran PERPPU.12 Putusan MK No. 
138/PUU-VII/2009 menetapkan tiga kategori kegentingan yang memaksa, yaitu  
adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat 
berdasarkan undang-undang, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum 
ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak 
memadai. 13  Dengan demikian, keadaan darurat yang merujuk hal ihwal 
kegentingan yang memaksa tidak masuk sebagai keadaan bahaya dalam arti 
yuridis.14  
Berkaitan dengan penanganan dan penanggulangan dampak COVID-19 di 
Indonesia, peraturan yang dikeluarkan terpisah menjadi dua paradigma. Mulanya 
pemerintah pusat melihat bencana non-alam pandemi COVID-19 bukan sebagai 
keadaan bahaya dalam arti yuridis, sehingga tidak dinyatakan deklarasi keadaan 
bahaya. Deklarasi Keadaan Bahaya tersebut dinyatakan belakangan melalui 
Kepres Nomor 12 Tahun 2020 pada 13 April 2020 yang menetapkan Pandemi 
COVID-19 sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan UU Penanggulangan 
Bencana. Melalui deklarasi tersebut Indonesia berada dalam status darurat 
bencana nasional, tanpa dibarengi dengan status darurat sipil sebagaimana diatur 
dalam PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.  
Sebagai respon awal pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemik COVID-19, Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 
dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19) berdasarkan UU 
Kekarantinaan Kesehatan yang bersamaan dikeluarkan pada 31 Maret 2020. 
Dikeluarkannya ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan 
beberapa persoalan dalam hal penyelenggaraan negara.  
                                                                
12 Ibid, hlm. 67 
13 Hukum Online, 10 Agustus 2017, Tafsir ‘Kegentingan yang Memaksa’ Masih Bisa Berubah (online), 
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598c17fce43f8/tafsir-kegentingan-yang-memaksa-
masih-bisa-berubah/ (7 September 2020) 




Pertama, adanya pembatasan hak asasi manusia. Konsekuensi hukum 
ditetapkannya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah pemerintah pusat harus 
segera melakukan karantina. 15  Tidak terdapat ukuran yang jelas mengenai 
pemilihan jenis karantina dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, namun pemerintah 
pusat menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan mekanisme 
karantina yang tepat untuk merespon persebaran COVID-19 di berbagai daerah. 
Pemilihan mekanisme tersebut berakibat pada adanya pembatasan hak yang 
dirasakan diantaranya hak untuk kebebasan bergerak, hak untuk bekerja,  hak 
atas pendidikan, dan hak untuk beribadat menurut agama masing-masing. 
Adanya pembatasan hak ini tidak disertai dengan kompensasi dari pemerintah, 
utamanya terhadap kelompok masyarakat rentan. Pembatasan Sosial Berskala 
Besar tidak mengatur secara jelas bentuk tanggung jawab pemerintah pusat 
dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat di Pasal 
4 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 
sebagai berikut: 
“Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar 
penduduk.”16 
Frasa memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam PP tersebut berbeda 
dengan pengaturan karantina wilayah jenis lain dalam UU Kekarantinaan 
Kesehatan yang secara jelas menyatakan kebutuhan dasar selama masa karantina 
merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Sehingga, masyarakat tidak 
mendapat jaminan perlindungan yang pasti secara hukum. 
Kedua, tidak adanya prinsip check and balances dalam penyusunan 
Rancangan Anggaran Belanja Nasional dalam masa penanganan dan 
penanggulangan COVID 19. Dalam kritik PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 oleh 
PSHTN FH UI menyebutkan bahwa: 
“PERPPU ini berpotensi mengembalikan absolute power dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh 
Presiden. Pasal 12 PERPPU No. 1/2020 telah memberikan ruang kepada 
Presiden untuk dapat mengeluarkan APBN hanya berdasar Perpres.”17 
                                                                
15 Lihat Pasal 4 dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 128 
16 Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 
Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Lembaran Negara 
RI Tahun 2020 Nomor 91 
17 Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 12 May 2020, Kritik PSHTN FH UI tentang PERPPU 1/220 




Pasal 12 PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 memberikan keleluasaan dalam mengubah 
postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya melalui Peraturan 
Presiden menghilangakan kewenangan DPR dalam pengawasan anggaran.18Pasal 
12 ayat (2) PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 berbunyi, sebagai berikut: 
“Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara 
dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 
11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.”19 
Pasal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa pembahasan rancangan APBN dibahas bersama oleh Presiden 
dan DPR. Hal ini memiliki potensi hilangnya aspek pengawasan dalam pengelolaan 
anggaran, karena meskipun PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 telah disetujui DPR 
menjadi undang-undang perubahan postur APBN tetap tidak melibatkan DPR 
dalam pembahasannya.20 
Ketiga, berpotensi disalahgunakan. Dikeluarkannya PERPPU tersebut 
merupakan jalan keluar dari kekosongan hukum dalam hal sistem keuangan 
negara selama masa COVID-19. Lebih lagi PERPPU tersebut juga dimaksudkan 
untuk mengatasi segala bentuk ancaman yang mengancam sistem perekonomian 
nasional. Namun, dalam Pasal 1 PERPPU tersebut yang mengatur mengenai 
ketentuan umum tidak ada definisi dan batasan yang jelas dengan apa yang 
disebut sebagai “ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional”. 
Frasa tersebut berpotensi untuk digunakan Pemerintah Pusat pada situasi yang 
tidak terukur tingkat ancamannya. 
Dalam pembuatannya PERPPU tersebut merupakan implementasi diskresi 
konstitusional yang dimiliki presiden melalui amanat Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 
1945.21 PERPPU Nomor 1 tahun 2020 lahir karena perspektif kegentingan yang 
memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Dengan menggunakan 
perspektif tersebut, maka konsideran mengingat PERPPU ini, tidak menyebut 
                                                                
18 Ahmad Gelora Mahardika, Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, IUS QUIA IUSTUM, Volume 27 Nomor 2, 
Fakultas Hukum UII, Agustus 2020, hlm. 271 
19 Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan StabilitasSistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan  
20 Ahmad Gelora Mahardika, Loc.Cit 
21 Henny Juliani, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 
Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Administrative Law 




sama sekali Pasal 12 UUD 1945. Artinya, PERPPU ini lahir dalam kerangka hukum 
normal dan bukan kerangka hukum tata negara darurat berdasarkan pasal 12 
UUD NRI Tahun 1945. Maka, apabila PERPPU tersebut kemudian disahkan 
menjadi undang-undang pemberlakuannya menjadi terus menerus selama tidak 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berlakunya PERPPU tersebut tidak akan 
bergantung pada hilangnya ancaman bahaya, dalam hal ini pandemi COVID-19. 
Berbeda dengan perspektif keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 yang mana 
peraturan perundang-undang berlaku berada dalam rezim hukum tata negara 
darurat yang masa berlakunya berakhir sampai hapusnya ancaman bahaya dan 
dicabutnya status darurat. 
Prof. Jimly dalam Kuliah Umum berjudul “Perkembangan Hukum Tata 
Negara Darurat di Indonesia” yang dilansir situs Hukumonline menyatakan bahwa 
pemerintah terlalu berhati-hati mengambil langkah untuk memasukkan Pasal 12 
UUD NRI 1945. 
“Dia menjelaskan pemerintah terlalu takut dan trauma 
menggunakan Pasal 12 UUD Tahun 1945 karena Pasal 12 kerap digunakan 
pada zaman Orde Lama dan Orde Baru saat Presiden hendak mengeluarkan 
PERPPU dan menetapkan darurat sipil. “Padahal, saat ini zamannya sudah 
berbeda, pemerintah tidak perlu takut lagi menerapkan Pasal 12 UUD 1945 
(dalam menerbitkan PERPPU, red),” kata Guru Besar Hukum Tata Negara 
FHUI ini.” 22 
Ketakutan pemerintah dapat dilihat dari lambatnya deklarasi keadaan bahaya 
Bencana Non-Alam ditetapkan. Dalam respon awal tidak ada keselarasan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terjadi tumpang tindih wewenang 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 51 ayat (2) UU 
Penanggulangan Bencana memberikan dasar bagi beberapa daerah di Indonesia 
mengambil kebijakan dalam penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing 
sebelum Pemerintah Pusat mengeluarkan Keputusan Presiden terkait Darurat 
Kesehatan Masyarakat maupun Darurat Bencana Nasional pada 31 Maret 2020.23 
Pemerintah Daerah Bali bahkan telah mengeluarkan Keputusan Bersama 
Gubernur Bali dan Majelis Adat Provinsi Bali Nomor: 472/ 1571/PPDA/DPMA 
Nomor: 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas 
                                                                
22 Hukum Online, 4 Mei 2020, Pandangan Jimly Terkait PERPPU Penanganan COVID-19 (online),  
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaf518c0f3c3/pandangan-jimly-terkait-PERPPU-
penanganan-covid-19 (28 Agustus 2020). 
23  Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
ditetapkan tanggal 31 Maret 2020 , sedangkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 




Gotong Royong Pencegahan COVID-19 berbasis Desa Adat Bali pada 28 Maret 
2020 sebagai landasan hukum dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 
di Provinsi Bali. 
Dalam paragraf pembuka penulis telah menyebutkan bahwa dalam Pasal 
51 ayat (1) dan (2) UU Penanggulangan Bencana penetapan Darurat Bencana 
dilakukan melalui mekanisme skala yang memberikan Kepala Pemerintah Daerah 
wewenang menetapkan Status Darurat skala lokal. Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU 
Penanggulangan Bencana menyatakan sebagai berikut:   
“(1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh 
pemerintah sesuai dengan skala bencana. (2) Penetapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala 
provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh 
bupati/walikota.”24 
Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 12 UUD NRI yang hanya memberikan 
kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan situasi darurat. Pasal 12 UUD 
NRI 1945 menyatakan: 
“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan 
akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”25  
Pasal 51 ayat (2) seolah memberi legitimasi pemerintah daerah dalam 
penanganan penanggulangan COVID-19 di daerahnya masing-masing. Hal ini 
menimbulkan pertanyaan apakah memang status darurat bencana dapat 
disamakan dengan keadaan bahaya.  
Setidaknya dapat dirangkum 3 (tiga) landasan dalam penulisan proposal 
skripsi ini. Pertama, adanya kemungkinan pertentangan pertentangan norma 
antara Pasal 51 ayat (2) UU Penanggulangan Bencana dengan Pasal 12 UUD NRI 
1945. Kedua, penggunaan dasar hukum yang kurang tepat dalam penanganan 
awal COVID-19 .  Ketiga, adanya potensi persoalan hukum yang timbul dari 
peraturan perundang-undangan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Dari 
poin-poin tersebut penulis bermaksud membuat penelitian yang diberi Judul 
“Penetapan Status Darurat Bencana dalam Penanggulangan Dampak Pandemi 
COVID-19  Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Darurat.” 
B. ORISINALITAS PENELITIAN 
                                                                
24 Pasal 51 (ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 66 




Dalam melaksanakan penelitian ini kebaharuan dan orisinalitas penelitian 
adalah sebagai berikut: 
No. Identitas 
Penulis 
Judul  Rumusan Masalah Keterangan 
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Sumber: Berbagai sumber, diolah penulis, 2020 
C. RUMUSAN MASALAH 
Melalui latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah Status Bencana Nasional berdasarkan UU Penanggulangan Bencana 
dan Status Darurat Kesehatan berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan 
merupakan bentuk keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 UUD NRI 1945? 
2. Apa saja peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadaan 
darurat yang dikeluarkan dalam penanggulangan dampak Penyebaran 
COVID-19 di Indonesia? 
3. Bagaimana implikasi yuridis penetapan Darurat Bencana Nasional dalam 
penanggulangan dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia? 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Melalui penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui status darurat yang merupakan bentuk keadaan bahaya 




2. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan berkaitan dengan 
keadaan darurat yang dikeluarkan dalam penanggulangan dampak 
penyebaran COVID-19 di Indonesia.  
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implikasi yuridis penetapan 
Darurat Bencana Nasional dalam penanganan dampak penyebaran COVID-
19 di Indonesia  
E. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini dapat dapat secara umum dapat memperkaya diskursus 
Hukum Tata Negara, khususnya dalam Hukum Tata Negara Darurat. Selain 
itu secara khusus juga memberikan perspektif penanggulangan bencana 
melalui kerangka Hukum Tata Negara Darurat.  
2. Manfaat praktis 
a. Pemerintah Pusat 
Memberikan masukan bagi pemerintah dalam bidang hukum terkait 
penanganan dampak penyebaran COVID-19 di Indonesia agar dapat 
dijadikan kerangka dalam penanganan keadaan darurat lainnya di masa 
yang akan datang. 
b. Dewan Perwakilan Rakyat 
Memberikan perspektif mengenai keadaan bahaya, sehingga dapat 
menyusun peraturan perundang-undangan yang lebih futuristik. 
c. Masyarakat 
Memberikan pandangan terkait penanganan dampak tersebarnya COVID-
19 di Indonesia, sehingga masyarakat lebih mengetahui hak-haknya 
meskipun dalam keadaan darurat. 
F. METODE PENELITIAN 
Di dalam memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa setiap bahan 
hukum maupun informasi yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar karya tulis 
mempunyai susunan yang sistematis dan konsisten.  
a) Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah 




menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 
normatifnya. 26  Penelitian ini melihat penetapan darurat bencana yang 
normanya tertuang dalam Pasal 51 UU Penanggulangan Bencana dan berupa 
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 terkait penetapan status darurat 
bencana COVID-19, kemudian menganalisisnya dari perspektif Hukum Tata 
Negara Darurat. 
b) Pendekatan Penelitian  
Metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini 
adalah dengan metode pendekatan analisis (analytical approach), statute 
approach, Conceptual approach, dan Case approach. Analytical approach 
yaitu pendekatan analisis untuk menelah asas-asas hukum. Statute approach 
adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu suatu pendekatan yang 
memandang hukum yaitu sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat, 
komprehensif, inklusif, dan sistematis.27  Conceptual approach merupakan 
pendekatan yang menggunakan konsep-konsep dalam keilmuan hukum. 
Dalam hal ini pandangan-pandangan ahli terkait Hukum Tata Negara 
diperlukan dalam analisis penelitian. Terakhir, case approach yang 
menggunakan pendekatan kasuistik dalam penelitian. Pandemi COVID-19 
penulis jadikan sebagai sebagai kasus dalam penelitian ini dan menelaah 
aspek hukumnya dalam kasus tersebut. 
c) Jenis dan Sumber Bahan Hukum  
Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan 
menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data yang terdiri atas 
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  
a. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya 
mengikat.28 Bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum utama 
yang digunakan dalam penelitian normatif  
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
                                                                
26 Rusli Hardijan, Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?, Jurnal Law Review Vol V 
Nomor 3, FH UPH, 2006, hal 40 
27 Ibid, hlm 50 




2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1959 tentang Keadaan Bahaya 
3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular Lembaran Negara Nomor 1984/20 
4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Undang-Undang 
Penanggulangan Bencana Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 
66 
5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
Lembaran Negara Nomor 144 
6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 128 
7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 
8) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan 
Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan  
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
9) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-
19)  
10) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) 
Sebagai Bencana Nasional 
b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang mampu untuk 
menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum hukum 
sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku dan jurnal hukum 
yang terkait Hukum Tata Negara Darurat dan Perkembangan Penyebaran 
COVID-19 di Indonesia. 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang 




bahan hukum sekunder. Dalam hal ini penulis menggunakan kamus 
hukum dan kamus bahasa inggris sebagai penunjang bahan hukum.  
d) Teknik Penelusuran Bahan Hukum  
Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi 
peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan 
hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. 
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, 
dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan erat dengan 
penetapan status darurat bencana dalam penanggulangan dampak pandemi 
COVID-19 ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara darurat. 
e) Teknik Analisis Bahan Hukum  
Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh dan telah terkumpul 
yang selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan 
ke dalam tahap-tahap tertentu untuk diolah sehingga mendapatkan 
kesimpulan. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan 
metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.29Penulis 
akan menelusuri peraturan perundang-undangan dan konsep-koensep 
hukum yang berkaitan dengan isu hukum, kemudian menganalisa hubungan 
antar peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep tersebut untuk 
dapat menjawab isu hukum yang kemudian menghasilkan solusi. 
f) Definisi Konseptual 
PENETAPAN STATUS DARURAT BENCANA DALAM PENANGGULANGAN 
DAMPAK PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA 
NEGARA DARURAT mengandung muatan definisi konseptual sebagai berikut: 
1. Status Darurat Bencana, adalah suatu keadaan yang ditetapkan 
Pemerintah atas rekomendasi Badan yang diberi tugas menanggulangi 
bencana yang menandakan tahap tanggap darurat bencana dalam upaya 
penanggulangan bencana. Status yang dimaksud memiliki batasan bahwa 
status yang dimaksud adalah status yang menetapkan pandemi COVID-19 
                                                                





sebagai bencana nasional nonalam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 
Tahun 2020 
2. Dalam Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19, adalah 
serangkaian upaya terpadu yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi 
akibat-akibat kebencanaan. Dalam hal ini fokus penelitian ada pada 
bencana nonalam pandemi COVID-19 yang merupakan penyakit menular 
yang disebabkan oleh coronavirus. 
3. Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara Darurat, artinya penulis 
membatasi analisa penelitian dalam sistem dan konteks Hukum Tata 
Negara Darurat. Hukum Tata Negara Darurat sendiri merupakan 
serangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan 
istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat 








Dalam tinjauan pustaka penulis akan menggunakan teori-teori sebagai 
landasan konseptual dan pisau analisis dalam menjawab persoalan dalam 
rumusan masalah. Penulis membagi tiga teori menjadi grand theory, middle 
theory, dan applied theory. Teori negara hukum kesejahteraan (welfare state 
theory) sebagai grand theory yang secara umum menjadi teori pengikat dalam 
analisis di pembahasan. Asas-asas dasar tentang hukum tata negara darurat dan 
konsep keadaan bahaya sebagai middle theory yang menghubungkan teori yang 
sifatnya lebih umum ke dalam persoalan penelitian. Status kedaruratan berdasar 
undang-undang sebagai applied theory yang secara praktis dapat menjelaskan 
persoalan dalam rumusan masalah penelitian.  
 
A. Tinjauan tentang Teori Negara Hukum  
Negara hukum merupakan suatu konsep penyelenggaraan negara yang 
dilandasi dan dilaksanakan berdasarkan hukum. Pendapat Aristoteles yang dikutip 
dalam buku Hukum Tata Negara Indonesia oleh Moh. Kusnardi dinyatakan bahwa 
negara hukum berdiri di atas hukum demi tercapainya keadilan bagi masyarakat 
sebagai salah satu syarat penyelenggaraan negara. 
“Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri 
di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. 
Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk 
warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu 
diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga 
negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya 
hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi 
pergaulan hidup antar warga negaranya.”30 
 
Secara historis diskusi mengenai konsep negara hukum dapat dibedakan 
menjadi 2 (dua) konsep besar, yaitu Rule of Law dan Rechtstaat. Istilah The Rule 
of Law yang berangkat dari tradisi Anglo-Saxon dipelopori oleh ahli hukum tata 
negara berkebangsaan Inggris A.V Dicey yang berpandangan mengenai unsur-
unsur dari The Rule of Law sebagai berikut: 
a. Supremacy of Law 
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b. Equality before The Law 
c. Constitution based on Human Rights.31 
Sedangkan, Rechtstaat lahir dari tradisi Eropa Kontinental yang memiliki 
unsur yang tidak jauh berbeda dari konsep The Rule of Law. Menurut Friedrick 
Julius Stahl terdapat 4 (empat) unsur penting dari negara hukum, yaitu: 
a. Hak Asasi Manusia 
b. Pemisahan/pembagian Kekuasaan 
c. Tindakan pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang telah ada 
d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. 
Mengenai perbedaan dan persamaan kedua konsep, Teguh Prasetyo 
mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan 
dengan Rechtsstaat ataupun Rule of Law, karena ketiga istilah ini memiliki arah 
dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan 
mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan 
hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya 
terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang 
suatu bangsa. Layaknya ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant 
dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah rechtsstaat sedangkan ahli-ahli 
Anglo-Saxon seperti Dicey memakai istilah Rule of Law.32 
Sekalipun berbagai teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga 
pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya di bawah kendali 
hukum, namun sejarah telah mencatat bahwa batas-batas kekuasaan dan fungsi 
negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut. Pada umumnya negara yang 
berideologi hukum formal (klasik) mengenal tipe negara liberal individualis 
kapitalistik, sehingga dalam perwujudannya, negara yang bertipe semacam ini 
semata-mata bertindak sebagai penjaga malam (nachtwaschterstaat, 
Nachwachter).33  
Dalam perkembangannya penerapan konsep negara hukum menjadi 
berbeda-beda di tiap negara bergantung dari latar belakang ideologi, politis, 
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historis maupun faktor lainnya. Salah satu dari pengembangan konsep ini adalah 
adanya ide negara kesejahteraan (welfare state) yang menjadi jawaban dari 
persoalan yang timbul dari pelaksanaan konsep negara hukum di negara-negara 
liberal kapitalis. Ideologi negara kesejahteraan (welfare state) menjadi landasan 
kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuurfunctie) oleh negara-negara modern. 
Konsep negara kesejahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan 
pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya 
eksekutif yang pada pasca monarki absolut telah terbukti banyak melakukan 
penyalahgunaan kesalahan.34 
1. Negara Hukum Kesejahteraan 
Teori negara hukum kesejahteraan menjadi penting dalam 
pembahasan terkait pelaksanaan penyelenggaraan negara baik dalam 
keadaan normal, maupun dalam keadaan tidak normal di mana negara tidak 
dapat menjalankan fungsi-fungsi negara sebagaimana mestinya. Hal ini 
yang akan menjadi landasan bentuk pertanggungjawaban negara kepada 
warga negaranya agar tetap menjamin berlangsungnya kehidupan warga 
negaranya dalam situasi dan kondisi apapun. Bahwa dalam pelaksanaannya, 
meskipun keluar dari  aturan-aturan yang telah berlaku dan ditetapkan 
tujuan negara tetap terpenuhi. 
Dalam teori ilmu negara kita mengenal beberapa teori tentang tujuan 
negara. Diantaranya teori teokratis, teori kekuasaan dan teori 
kemakmuran 35 . Berkaitan dengan hal tersebut teori kemakmuran 
merupakan teori yang paling relevan penyelenggaraan negara di luar 
keadaan normal, karena memiliki keterkaitan dengan negara hukum yang 
di dalamnya mencakup tujuan kemakmuran yang berdasarkan hukum. Teori 
kemakmuran selanjutnya terbagi lagi menjadi 3 (tiga), yaitu kemakmuran 
negara, kemakmuran individu, dan kemakmuran rakyat. 
Teori kemakmuran mengalami perkembangan yang dimulai dari teori 
kemakmuran negara di mana tujuannya kemakmuran rakyat dengan negara 
sebagai pelaksana absolut. Dalam perkembangannya muncul teori tujuan 
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kemakmuran individu. Tujuan kemakmuran negara ternyata mendapat 
reaksi dari golongan pengusaha borjuis yang tidak dilibatkan dalam 
kegiatan mencari kemakmuran. Kelompok pengusaha ini merupakan 
penganut liberalisme, dan mereka kemudian mengajak rakyat untuk 
menuntut raja dan kaum bangsawan (penguasa) untuk tidak turut campur 
dalam kegiatan mencari kemakmuran. Mereka juga menuntut agar 
rakyat/setiap warga diberi kebebasan secara penuh dalam mencari 
kemakmuran sendiri-sendiri, dan dijamin/dilindungi oleh hukum.36 
Tujuan kemakmuran yang terakhir adalah kemakmuran rakyat, yang 
menimbulkan bentuk negara hukum material. Pada tahap ini tidak lagi 
penting bentuk formal dari suatu ketentuan hukum, karena yang lebih 
utama adalah isi/materi dari ketentuan hukum harus untuk kemakmuran 
rakyat. Jadi tugas dan tujuan utama negara (dalam hal ini pemerintah) 
adalah kemakmuran rakyat (welfare state).37 Tujuan negara indonesia yang 
terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa 
Indonesia merupakan welfare state. Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 
tugas Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut; (1) Melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) 
Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) 
Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.38  
Tujuan negara dalam melindungi segenap bangsanya yang menjadi 
dasar filosofis dalam pertahanan dan keamanan negara akan sangat 
berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam melindungi warga 
negaranya dari keadaan yang mengancam warga negaranya. Tujuan 
tersebut haruslah tetap dipenuhi meskipun negara berada dalam situasi di 
luar keadaan normal. Hal ini sesuai dengan adagium “keselamatan rakyat 
adalah hukum yang tertinggi” (Solus populi supreme lex).39 
B. Tinjauan tentang Hukum Tata Negara Darurat 
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara Darurat 
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Keadaan darurat maupun keadaan bahaya merupakan istilah yang 
keduanya sama-sama mengacu pada situasi di luar keadaan normal, sehingga 
penyebutan keduanya dapat dipersamakan. 40  Dalam praktik, di samping 
negara dalam keadaan biasa (ordinary condition) atau normal (normal 
condition), kadang-kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal. 
Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa atau tidak 
normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-
fungsi negara dapat terus bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak 
normal itu. 41  Dalam keadaan demikian, tentu tidak ada waktu dan 
relevansinya sama sekali untuk melakukan pembahasan atau perdebatan 
mengenai kebijakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden 
selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.42 Sehingga perlu disediakan 
berbagai perangkat hukum positif yang sejak semula mengantisipasi berbagai 
kemungkinan keadaan yang bersifat tidak biasa tersebut. Untuk itu perlu 
dipahami bahwa dalam kondisi yang tidak biasa atau tidak normal, harus 
berlaku norma-norma yang bersifat khusus dan juga perlu diatur tersendiri. 
Adapun mengenai syarat-syarat dan tata cara pemberlakuannya, syarat-
syarat dan tata cara mengakhirinya, serta hal-hal yang dapat dan tidak dapat 
dilakukan dalam keadaan darurat perlu diatur dengan jelas agar tidak 
memberi kesempatan timbulnya penyalahgunaan yang bertentangan dengan 
undang-undang dasar.43 
Dalam kerangka hukum di berbagai negara memiliki definisi yang 
berbeda terkait apa yang disebut dengan keadaan darurat. Meskipun begitu 
dalam menghadapi situasi tersebut sudah sepatutnya dapat diselesaikan 
dengan instrumen-instrumen hukum yang ada demi menjamin berjalannya 
fungsi kekuasaan. Terdapat variasi dalam penyebutan istilah hukum tata 
negara darurat di berbagai negara, misalnya dalam tradisi Anglo Amerika 
disebut “Martial Law” dan di belanda dikenal dengan “staatnoodrecht”.  
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Hukum tata negara darurat setidaknya memiliki 4 (empat) unsur sebagai 
berikut: 
a) Adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa. 
Corak bahaya ditentukan berdasarkan undang-undang yang berkaitan 
dengan keadaan bahaya. 
b) Upaya Biasa, pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk 
digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada. Bak 
wewenang, hak penguasa, peraturan bahaya diberikan oleh undang-
undang yang berkaitan dengan keadaan bahaya agar bahaya dapat 
dihadapi dan dihapuskan. 
c) Kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada 
Pemerintah Negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat 
tersebut, kembali kepada kehidupan normal. Pranata umum yang 
biasa untuk dapat dihadapkan menanggulangi bahaya dimaksudkan 
untuk meningkatkan ketahanan negara dalam menghadapi bahaya 
d) Wewenang luar biasa itu dan HTN Darurat itu adalah untuk sementara 
waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak 
membahayakan lagi.44 
Hukum Tata Negara Darurat menurut corak, bentuk, dan sumbernya dapat 
dibagi ke dalam: 
a) HTN Darurat Subjektif, merupakan kewenangan kekuasaan 
pemerintahan dan/atau negara untuk menyatakan keadaan bahaya 
meskipun belum adanya aturan tertulis.45 
b) HTN Darurat Objektif, merupakan aturan dalam bentuk tertulis yang 
mengatur mengenai adanya bahaya, akibat, syarat-syarat, dan 
aparatur pelaksana bahaya yang adanya bahaya tersebut ada dalam 
arti objektif.46 Menurut W.F Prins istilah hukum tata negara darurat 
tertulis bisa disebut dengan noodstaatrecht  dengan staatrcht 
sebagai subjek utamanya.47 
                                                                
44 Herman Sihombing, op cit,  Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, Penerbit Djambatan, 
Jakarta, 1996, Hlm 1. 
45 Ibid, Hlm 46. 
46 Ibid, Hlm 47. 




2. Asas-Asas Hukum Tata Negara Darurat 
Hukum tata negara darurat tentunya, seperti hukum dalam keadaan 
normal dilaksanakan berdasarkan asas-asas. Meskipun dalam praktiknya tiap 
negara memiliki kerangka hukum positif yang berbeda dalam menanggulangi 
situasi darurat, namun secara umum terdapat prinsip-prinsip yang dipatuhi 
oleh masyarakat internasional. Berikut beberapa asas dasar yang dirangkum 
oleh Prof. Jimly dalam bukunya Hukum Tata Negara Darurat: 
a. Asas Proklamasi 
Asas proklomasi mengharuskan dalam keadaan darurat harus 
dinyatakan secara resmi dan terbuka agar diketahui oleh semua 
orang. 48 Selain itu adanya asas itu juga dimaksudkan sebagai 
momentum penanda perubahan status dari keadaan hukum normal 
menjadi hukum darurat, sehingga segala tindakan yang dilakukan 
dalam keadaan darurat tanpa adanya pemberitahuan secara resmi 
dan terbuka menjadikan segala tindakan tersebut dinilai berdasarkan 
hukum normal.49 
b. Asas Legalitas 
Asas legalitas berarti bahwa tindakan yang dilakukan dalam 
keadaan darurat tidak boleh extra legal.50 Dalam hal ini tindakan 
yang diambil dalam keadaan darurat haruslah selaras dengan hukum 
internasional. 51  Asas ini berangkat dari kritik atas pendekatan 
kedaulatan dengan kerangka pemikiran self preservation sebagai 
dasar dari tindakan dalam state of emergency. 
c. Asas Komunikasi 
Asas komunikasi mengharuskan negara untuk 
menginformasikan state of emergency tidak hanya kepada seluruh 
warga negara, namun juga masyarakat internasional. Pemberitahuan 
dilakukan melalui perwakilan tiap-tiap negara melalui Pelapor Khusus 
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pengaturannya terdapat di “The 
1503 Procedure” dalam resolusi ECOSOC. 52  Ketentuan ini 
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merupakan satu mekanisme keberatan yang memberikan mandat 
kepada komisi yang terdiri dari negara-negara perwakilan di 
Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawasi adanya pelanggaran 
HAM berat yang dilakukan suatu negara dalam kondisi state of 
emergency.53 
d. Asas Kesementaraan 
Asas kesementaraan mengharuskan adanya batasan waktu 
keadaan darurat dimulai dari kapan dimulainya keadaan darurat 
sampai pada selesainya keadaan darurat. Asas ini ada untuk 
menghindari penyalahgunaan kekuasaan selama penanganan 
kondisi darurat di suatu negara.54 
e. Asas Keistimewaan Ancaman 
Asas keistimewaan ancaman mengharuskan bahwa kondisi 
darurat yang terjadi merupakan sesuatu ancaman yang nyata atau 
bahaya yang memiliki potensi untuk mengancam eksistensi 
negara. 55 Hal ini tentunya agar membatasi penyalahgunaan 
kekuasaan dalam menghadapi persoalan kenegaraan. 
f. Asas proporsionalitas 
Asas proporsionalitas mengacu ada tindakan yang diambil dalam 
penanganan situasi krisis. Tindakan yang diambil haruslah sesuai 
dengan kebutuhan dalam menghilangkan bahaya atau ancaman 
bahaya, sehingga jangan sampai tindakan melampaui kebutuhan 
dalam penanganan situasi darurat.56 
g. Asas intangibility 
Asas intangibility merupakan asas yang menjadi dilindungi hak 
asas manusia selama berlakunya keadaan darurat. Dalam hal ini Prof. 
Jimly mengaitkannya dengan keberadaan lembaga perwakilan yang 
memiliki fungsi pengawasan agar tidak dapat dibubarkan, meskipun 
dalam kondisi darurat sekalipun. Menurutnya,  
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“Secara khusus penting bahwa lembaga perwakilan rakyat 
sebagai penjaga hak asasi manusia, tidak boleh menjadi korban 
pertama dari deklarasi keadaan darurat, atau sebagai akiat 
pembubaran langsung atau pembekuan, atau suatu 
pengurangan yang drastis dalam kekuasaan legislatifnya dan 
kekuasaannya untuk mengawasi eksekutif.”57 
h. Asas Pengawasan 
Asas pengawasan menekankan pentingnya fungsi pengawasan 
oleh lembaga perwakilan rakyat dalam kondisi darurat. Hal ini selaras 
dengan pendekatan rule of law yang mana dalam situasi darurat 
sekalipun kekuasaan, dalam hal ini khususnya cabang kekuasaan 
eksekutif harus tetap dapat dikendalikan. Hal ini juga menjadi 
penting dalam pelaksanaan prinsip “check and balances” antar 
cabang kekuasaan dalam keadaan darurat. Dalam hal ini Prof. Jimly 
menyatakan bahwa: 
“Oleh karena itu, semua negara modern menentukan bahwa 
parlemen harus terlibat aktif manakala pemegang kekuasaan 
eksekutif hendak memproklamasikan suatu keadaan darurat 
atau pun dalam meratifikasi keadaan darurat yang diberlakukan 
oleh pihak eksekutif tersebut.”58 
3. Kekuasaan dalam Hukum Tata Negara Darurat 
Sebagai Kepala Negara, Presiden memiliki kekuasaan untuk menyatakan 
keadaan bahaya. Kekuasaan ini berarti bahwa dalam hal seluruh atau 
sebagian wilayah negara akan dinyatakan dalam keadaan darurat sipil, 
keadaan darurat militer, atau keadaan perang, sepenuhnya merupakan 
wewenang Presiden tanpa persetujuan jabatan lain. Tanpa adanya 
persetujuan lain bukan berarti presiden bisa sewenang-wenang, melainkan  
harus mengacu pada undang-undang dalam hal melaksanakan kekuasaan 
menyatakan keadaan bahaya. Diaturnya syarat-syarat dan akibat bahaya 
dalam undang-undang bertujuan agar ketika presiden menyatakan keadaan 
bahaya, maka telah terdapat tolak ukur yang jelas akan keadaan tersebut 
sehingga tidak menimbulkan kerugian atas penetapan yang dilakukan. 
Pada pokoknya, kewenangan untuk menanggulangi, mengatasi, dan 
mengelola keadaan darurat terletak di tangan kepala negara. Pemegang 
kekuasaan eksekutif dapat disebut sebagai “The Sovereign Executive” yang 
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dianggap mempunyai hak-hak yang bersifat prerogatif apabila negara berada 
dalam keadaan darurat. “The Sovereign Executive” inilah yang sebenarnya 
merupakan pemegang kekuasaan untuk mengecualikan berlakunya hukum 
yang biasa (ordinary laws). Dalam Hukum Tata Negara Darurat, yang penting 
dilakukan adalah menentukan siapa yang seharusnya diberi kewenangan 
untuk mengambil keputusan guna mengatasi keadaan jika negara tiba-tiba 
terperosok dalam kondisi kritis.59 
Dalam konsepsi negara kesatuan, badan hukum negara bersifat tunggal  
sehingga ‘the sovereign head of state ‘ hanya ada satu. Pasal 4 ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa pemegang kekuasaan tersebut 
adalah presiden. Kepala pemerintah daerah tidak memiliki kedudukan yang 
bersifat otonom, melainkan mengelola sistem pemerintahan dengan 
menganut asas desentralisasi. Maka, pemerintah daerah tidak memiliki 
kewenangan otonom dalam menyatakan berlakunya keadaan bahaya. Akibat 
hukum yang timbul dari keadaan bahaya adanya pembenaran terhadap 
tindakan penyimpangan terhadap hukum dan yang berhak atas kewenangan 
tersebut adalah ‘the sovereign power’, sehingga pemerintah daerah tidak bisa 
bertindak sebagai ‘sovereign’ melainkan hanya menjadi operator saja.60 
Pasal 12 menentukan bahwa, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. 
Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-
undang.” Dalam rumusan Pasal tersebut dapat dibedakan pengatur 
konstitusional dan pengaturan pelaksana. Ketentuan lebih lanjut rumusan 
Pasal ini berisi 2 (dua) norma, yaitu adanya deklarasi presiden terkait keadaan 
bahaya dan hal yang berhubungan mengenai keadaan bahaya diatur lebih 
lanjut dalam undang-undang.61 Dengan dicabutnya UU Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang secara 
tegas mengatur Peraturan Presiden sebagai bentuk deklarasi keadaan bahaya, 
maka penafsiran diperlukan untuk menentukan bentuk deklarasi yang pasti. 
Namun, alternatif yang paling rasional adalah dengan dikeluarkannya 
Keputusan Presiden yang menetapkan dimulainya keadaan bahaya di suatu 
wilayah dan dalam waktu tertentu. 
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C. Tinjauan tentang Status Kedaruratan Berdasar Undang-Undang  
Dalam kerangka hukum positif di Indonesia aturan mengenai kedaruratan 
tersebar di beberapa undang-undang yang saling tumpang tindih, sehingga belum 
ada konsep yang baku dan harmonis mengenai apa yang disebut sebagai keadaan 
bahaya.62Aturan paling pokok yang langsung mengacu pada Pasal 12 adalah 
PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 yang memberikan 5 (lima) kategori keadaan yang 
dapat menimbulkan status darurat, di antaranya pemberontakan, bencana alam, 
dan perang. Pasca amandemen beberapa keadaan yang masuk ke dalam keadaan 
bahaya tersebut dipisahkan menjadi undang-undang tersendiri, misalnya undang-
undang penanggulangan bencana yang memisahkan bencana alam dari PERPPU 
tersebut.63 
Keberadaan UU Penanggulangan bencana sepertinya memang sengaja untuk 
memisahkan darurat akibat bencana alam yang dimaksud dalam PERPPU Nomor 
23 Tahun 1959.64 Namun, meskipun adanya pemisahan seolah mengisyaratkan 
bahwa bencana alam tidak tergolong keadaan bahaya, istilah darurat baru dikenal 
dalam UU Penanggulangan Bencana, yaitu darurat bencana. Adanya pemisahan 
ini membuat aturan kedaruratan, khususnya dalam hal kebencanaan menjadi 
tidak terarah.  
Paradigma kedaruratan mengisi beberapa ruang di peraturan perundang-
undangan, selain yang sudah diatur dalam PERPPU Nomor 23 Tahun 1959. Berikut 
sejumlah undang-undang yang mengatur mengenai status kedaruratan di 
Indonesia, di antaranya: 
1. Status Darurat dalam PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan 
Bahaya 
Status Darurat dalam PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 dibagi menjadi 
tiga tingkatan, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang. 
Penetapan status darurat bergantung pada kondisi yang sebelumnya telah 
ditetapkan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang membaginya ke dalam tiga 
kategori keadaan darurat, yaitu pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, 
timbul perang atau bahaya perang, dan keadaan yang membahayakan 
                                                                
62 Agus Adhari, Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 
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hidup negara. Di dalam PERPPU tersebut tidak diatur mengenai kriteria 
khusus yang harus dipenuhi untuk suatu keadaan dapat dikategorikan atau 
jatuh pada tingkatan darurat yang mana, pilihan tersebut ada di tangan 
presiden.65 
Dalam keadaan darurat tertentu terdapat susunan yang berbeda 
terkait penguasaan keadaan darurat, selanjutnya dapat dilihat di tabel 
berikut: 
Tabel 2. Status Kedaruratan berdasarkan PERPPU Nomor 23 Tahun 








keadaan darurat  



















1. Berhak mengadakan 
peraturan (Pasal 10 ayat 
(1)) 
2. Berhak membatasi 
pertunjukan, 
percetakan, penerbitan, 
dll (Pasal 13) 
3. Berhak menggeledah 
tempat tanpa kehendak 
pemilik (Pasal 14 ayat 
(1)) 
4. Berhak memeriksa 
dan menyita barang 
(Pasal 15 ayat (1)) 
5. Berhak memakai 
barang dinas umum 
(Pasal 16) 
6.  Berhak membatasi 
dan melarang 
                                                                








7. Berhak mengadakan 
perizinan untuk agenda 
pertemuan (Pasal 18) 
8. Berhak membatasi 
orang di luar rumah 
(Pasal 19) 
9. Memeriksa badan dan 
pakaian tiap orang yang 













1. Kepala Daerah 





1. Semua ketentuan di 
darurat sipil dibaca 
menjadi darurat militer 
2. Membatasi dan 
melarang senjata api, 
bahan peledak, dll (Pasal 
25 ayat (1) 




4. Berhak menangkap 
dan menahan orang 
paling lama 20 hari 
(Pasal 32 ayat (1)) 
5. Berhak membuat 
aturan yang setara 
dengan undang-undang 





4. Kepala Daerah 
5. Kepala Polisi 
1. Semua ketentuan di 
















menjadi keadaan perang 
2. Berhak memanggil 
warga negara bukan 
militer untuk bekerja 
pada angkatan perang 
(Pasal 41) 
3. Berhak menyimpangi 
peraturan perundang-
undangan Pasal 44 ayat 
(1)   
 
Sumber: “ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, diolah, 2021 
2. Status Darurat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana 
Tingkatan darurat bencana ditetapkan dari skala bencana yang 
terjadi, yaitu bencana nasional, bencana provinsi, dan bencana 
kabupaten/kota. 66  Berbeda dengan PERPPU no. 23 /1959 penetapan 
status bencana ditetapkan sesuai skala bencana. Skala nasional 
ditetapkan oleh Presiden, skala provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan 
skala kabupaten/kota ditetapkan oleh walikota/bupati. 
Berbeda dengan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 yang keseluruhan 
normanya berada dalam rezim darurat, UU Penanggulangan Bencana 
mengenal tiga tahap, yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca 
bencana.67 Tahapan penanggulangan bencana dapat dilihat dari sebelum 
adanya bencana sampai pada berakhirnya bencana. Kegiatan yang 
dilakukan dalam tahap pra bencana meliputi hal-hal yang berkenaan 
dengan upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana dalam 
sebelum adanya bencana atau saat adanya risiko terjadinya bencana.  
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Saat tanggap darurat penyelenggaraan penanggulangan bencana  
difokuskan pada pengurangan dampak bencana. Dalam tahapan inilah 
ditentukan status darurat bencana berdasarkan indikator yang telah 
ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (2). Status Darurat merupakan, “suatu 
keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu 
atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi 
bencana.”68 Adanya penetapan status darurat memberikan kemudahan 
akses badan yang bertugas untuk kelancaran penanggulangan bencana. 
Kemudahan akses tersebut secara khusus diatur di Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana. Berikut adalah kemudahan akses BNPB dan 
BPBD saat tanggap darurat, yaitu: 
a. Pengerahan sumber daya manusia; 
Dalam situasi tanggap darurat kepala BNPB dan/atau BPBD 
berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan 
logistik dari instansi/lembaga 69  dan masyarakat dan instansi 
yang diminta wajib mengerahkan sumber dayanya untuk 
kepentingan penanggulangan darurat.70 
b. Pengerahan peralatan; 
c. Pengerahan logistik; 
d. imigrasi, cukai, dan karantina; 
Bantuan yang masuk dari luar negeri diberikan kemudahan 
akses pada proses imigrasi, cukai, atau karantina.71 Kemudahan 
tersebut berupa proses dan pelayanan visa, izin masuk, izin 
tinggal terbatas, dan izin keluar,72 pembebasan dari pengenaan 
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72 Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Lembaran 




bea masuk beserta pajak masuk lainnya, 73  dan kemudahan 
akses berupa tindakan karantina.74 
e. Perizinan; 
Kemudahan perizinan selain keimigrasian dan kepabeanan 
terkait masuknya personil asing.75  
f. Pengadaan barang/jasa; 
Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara khusus76 
menggunakan dana siap pakai.77 
g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; 
h. Penyelamatan; dan 
i. Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga. 
Kemudahan akses berupa komando terhadap 
instansi/lembaga yang turut serta dalam penanggulangan 
bencana.78 
Status keadaan darurat ditetapkan Pemerintah berdasarkan skala 
bencana atas rekomendasi sebuah badan. Pembentukan badan tersebut 
dilakukan oleh pemerintah pusat dalam tingkat nasional, yaitu Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah oleh pemerintah daerah untuk tingkat daerah provinsi 
dan kabupaten/kota. Badan inilah yang akan melakukan penilaian status 
darurat berdasarkan 5 (lima) indikator, yaitu jumlah korban, kerugian 
harta benda, kerusakan sarana prasarana, cakupan luas wilayah yang 
terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. 
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Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Lembaran 
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76 Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Lembaran 
Negara RI Tahun 2020 Nomor 91 
77 Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Lembaran 
Negara RI Tahun 2020 Nomor 91 
78 Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Lembaran 




Selain dari tiga tahapan penanggulangan bencana (prabencana, 
tanggap darurat, dan pascabencana) dikenal juga istilah Keadaan 
Tertentu dalam mekanisme penanggulangan bencana. Keadaan Tertentu 
diatur dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu. Keadaan tertentu 
adalah suatu keadaan di mana status Keadaan Darurat Bencana belum 
ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau 
tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan 
guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.79 Keadaan 
Tertentu tersebut diselenggarakan dalam kondisi potensi bencana 
maksimum dan telah terjadi dampak sosial ekonomi yang luas.80 Dalam 
keadaan ini kemudahan akses dalam tahap tanggap darurat tetap dapat 
diperoleh meskipun tidak ada penetapan status darurat.81 
Keadaan Tertentu berada sebelum bencana terjadi atau bencana 
telah selesai, namun dampak atau risiko bencana yang dirasakan begitu 
luas, sehingga diperlukan mekanisme tersendiri. Adanya ketentuan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu 
menunjukan adanya kemendesakan pada beberapa bencana yang belum 
pernah terduga, sehingga tanpa deklarasi darurat sekalipun, 
kekhususan82 yang diberikan UU Penanggulangan Bencana tetap dapat 
dilaksanakan. 
3. Status Darurat dalam Hukum Kesehatan 
Sejumlah istilah kedaruratan dapat ditemukan dalam peraturan 
perundang-undangan di bidang kesehatan, di antaranya Kejadian Luar 
Biasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan, Wabah dapat ditemukan di Undang Undang Nomor 
4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. 
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82 Mengacu pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 




Kejadian Luar Biasa dapat dikenal dengan istilah “Disease Outbreaks” 
dalam bahasa inggris. World Health Organization memberikan pengertian 
dari disease outbreaks sebagai berikut: 
“A disease outbreaks is the occurrence of disease cases in 
excess of normal expectancy. The number of cases varies 
according to the disease-causing agent, and the size and type of 
previous and existing exposure to the agent.”83 
Disease outbreaks ditandai dengan kemunculan suatu penyakit 
dalam jumlah yang melampaui batas normal. Jumlahnya dapat bervariasi 
bergantung pada sumber timbulnya penyakit, dan ukuran dan tipe 
penyakit yang timbul dari penyebab yang sama. 
Definisi dari Kejadian Luar Biasa juga dapat ditemukan di Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah 
Penyakit Menular sebagai berikut: 
“Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau 
meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna 
secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu 
tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada 
terjadinya wabah.” 84 
Dari definisi di atas terdapat perbedaan antara Kejadian Luar Biasa dan 
Wabah, yang mana wabah merupakan keadaan lanjutan dari Kejadian 
Luar Biasa. Wabah dapat dilihat pengertiannya di UU Wabah Penyakit 
Menular, yaitu: 
“Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit 
menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya 
meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim 
pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan 
malapetaka.”85 
Penentuan suatu kejadian dapat dikatakan wabah ataupun Kejadian Luar 
Biasa harus melalui hasil penelitian yang akurat dan diakui.86 
Penanggulangan wabah diatur di UU Wabah Penyakit Menular dan 
UU Kesehatan. UU Wabah Penyakit Menular secara khusus mengatur 
upaya penanggulangan dari adanya wabah penyakit menular. Sedangkan 
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UU Kesehatan mengatur secara umum hal yang berkenaan dengan 
bidang kesehatan, khusus mengenai penanggulangan wabah penyakit 
menular diatur dalam Bab X undang-undang tersebut. 
UU Wabah Penyakit Menular mengatur mengenai definisi-definisi, 
jenis penyakit yang menimbulkan wabah, upaya penanggulangan, hak 
dan kewajiban, serta ketentuan pidana. Penentuan penyakit dapat 
menimbulkan wabah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.87 Tidak hanya 
menetapkan penyakit yang dapat menimbulkan wabah, menteri 
kesehatan juga berperan sebagai penanggung jawab pelaksana teknis 
dalam penanggulangan wabah penyakit menular. Penanggung jawab 
operasional dilakukan Bupati/Wali Kota,88 sedangkan penanggung jawab 
teknis dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Kesehatan pada daerah 
tingkat II.89 Upaya penanggulangan penyakit menular dapat dilakukan 
dengan kegiatan sebagai berikut: 
a. Penyelidikan epidemiologis; 
Penyelidikan Epidemiologis adalah penyelidikan 
terhadap seluruh penduduk dan makhluk hidup lainnya, 
benda dan lingkungan yang diduga ada kaitannya dengan 
terjadinya wabah. 90  Tindakannya berupa pengumpulan 
data kesakitan dan kematian penduduk; Pemeriksaan klinis, 
fisik, laboratorium dan penegakan diagnosis; Pengamatan 
terhadap penduduk pemeriksaan terhadap makhluk hidup 
lain dan benda-benda yang ada di suatu wilayah yang 
diduga mengandung penyebab penyakit wabah.91 
b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi 
penderita, termasuk tindakan karantina;  
c. pencegahan dan pengebalan;  
d. pemusnahan penyebab penyakit;  
e. penanganan jenazah akibat wabah; 
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Penanganan jenazah akibat wabah dilakukan secara 
khusus dengan tetap memperhatikan norma agama, 
kepercayaan, dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
f. penyuluhan kepada masyarakat;  
Penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya 
penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan 
dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga 
swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka 
masyarakat.92 
g. upaya penanggulangan lainnya.  
Upaya penanggulangan lainnya dapat ditentukan 
selanjutnya melalui peraturan menteri selama tidak 
bertentangan peraturan perundang-undangan. 
Penyakit menular diatur secara khusus di dalam Bab X UU Kesehatan 
dimulai dari Pasal 152 sampai dengan Pasal 157. Penanggung jawab 
dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit 
menular serta akibatnya berada di tangan pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. 93  Upaya pencegahan, pengendalian, 
penanganan penyakit menular dilakukan dengan kegiatan pelayanan 
kesehatan yang diatur dalam undang-undang tersebut. 94  Pelayanan 
kesehatan merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan dalam 
bidang kesehatan yang dibagi ke dalam 5 (lima) jenis, yaitu promotif 
(promosi kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (kegiatan 
pengobatan), rehabilitatif (mengembailkan bekas penderita ke 
masyarakat), dan tradisional (pengobatan secara turun temurun). Namun, 
dalam penyakit menular pelayanan kesehatan yang diatur adalah 
promotif, preventif, kratif, dan rehabilitatif. 
Dalam UU Kesehatan juga menyebut istilah keadaan darurat dalam 
beberapa Pasal, meskipun tidak ada rujukan langsung yang dimaksud 
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dengan keadaan darurat tersebut. Ketentuan keadaan darurat dalam 
beberapa Pasal tersebut memberikan beberapa kekhususan aturan, yaitu: 
a. Pasal 32 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan 
kesehatan dan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang 
muka. 
b. Pasal 36 ayat (2) 
Kebijakan khusus dalam pengadaan obat 
c. Pasal 40 ayat (4) dan (5) 
Kebijakan khusus pengadaan perbekalan kesehatan dengan 
pengecualian atas bahan dan/atau peralatan yang telah 
dikenakan hak paten. 
d. Pasal 58 ayat (2) 
Tidak bisa dituntut dan ganti rugi dalam upaya 
penyelamatan nyawa. 
e. Pasal 85 ayat (1) 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pelayanan 
kesehatan dan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang 
muka pada saat bencana. 
f. Pasal 142 ayat (3) 
Pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin menjadi 
tanggung jawab pemerintah 
Selain itu dalam UU Kesehatan juga mengatur secara khusus terkait 
pelayan kesehatan pada saat bencana, khusus pada tahap tanggap 
darurat dan pascabencana. Selama bencana pemerintah memberikan 
perlindungan hukum bagi setiap orang yang melakukan pelayanan 
kesehatan. 95  Selain itu pemerintah pusat menjamin pembiayaan 
pelayanan kesehatan selama masa bencana yang diperoleh dari APBN, 
APBD, dan dana bantuan dari masyarakat.96 
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Istilah kedaruratan yang dapat dilihat dalam UU Kekarantinaan 
Kesehatan adalah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kedaruratan 
Kesehatan masyarakat adalah, 
“Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa 
dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau 
kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran 
biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang 
menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas 
wilayah atau lintas negara.”97 
Definisi dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat lebih luas 
dibandingkan wabah, karena Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
mencakup beberapa kondisi lainnya yang sama-sama dapat 
menimbulkan bahaya kesehatan yang melintasi batas wilayah.  
Penetapan status Kedaruratan Masyarakat dilakukan oleh 
pemerintah pusat dengan sebelumnya ditetapkan jenis penyakit dan 
risikonya. 98 Dalam keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
penanggung jawab berada di tangan pemerintah pusat dan dapat 
bekerjasama dengan dunia internasional. 99 Merespon Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan 
karantina, baik karantina wilayah maupun pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB). Namun, dalam upaya penanggulangan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat sampai saat ini belum disusun aturan 
pelaksananya, sehingga belum ada landasan hukum dalam 
penanggulangan kondisi Kedaruratan Masyarakat. 
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99 Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 




BAB III PEMBAHASAN 
A. Keadaan Bahaya Berdasarkan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 
1. Keadaan Bahaya secara Teoritis 
Konsep dari keadaan bahaya atau keadaan darurat berakar dari sifat 
pengecualian, sebagaimana Rossiter, seorang sejarawan amerika serikat, 
berpendapat bahwa dalam keadaan krisis negara harus diubah sampai pada 
tahapan tertentu sepanjang dibutuhkan untuk kembali pada keadaan 
normal.100 Dalam bukunya Constitutional Dictatorship, Rossiter menjelaskan 
bahwa pemerintahan yang demokratis didesain untuk berfungsi dalam 
keadaan normal dan sering kali tidak setara dengan keberadaan ancaman 
krisis nasional, sehingga pemerintah perlu diberikan kekuasaan yang lebih  
dan kekuasaan tersebut perlu diberikan landasan konstitusional.101 
Pemikiran terkait legalitas keadaan darurat setidaknya dapat dilihat dari 
2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan kedaulatan (Sovereignty approach)  
dan pendekatan legalitas (rule of law  approach). 102  Pemikir dalam 
kelompok pertama melihat keadaan bahaya sebagai sesuatu yang tidak dapat 
diprediksi waktu dan tempat terjadinya, sehingga akan sulit untuk merespon 
situasi darurat tersebut. Carl Schmitt dalam bukunya Political Theology: Four 
Chapters on The Concept menyatakan, 
“The precise details of an emergency can not be anticipated, 
nor can one spell out what may take place in such a case, especially 
when it is truly a matter of an extreme emergency and of how it is 
to be eliminated.”103   
Pendapat tersebut juga diikuti dengan keraguan atas daya jangkau 
hukum dalam menghadapi situasi darurat, bahwa dalam menghilangkan 
ancaman bahaya bukan lagi masuk dalam ranah hukum, “But whether 
exception the extreme exception can be banished from the world is not a 
juristic question.” 104Bahkan lebih jauh lagi menurut Carl Schmitt eksistensi 
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sebuah negara lebih superior dibanding dengan validitas hukum, “The 
existence of the state is undoubted proff of its superiority over the validity of 
the legal norm.105”Dalam hal ini menurutnya negara dapat memberhentikan 
pemberlakuan hukum secara sementara atas dasar prinsip Self-preservation. 
Namun, dalam perkembangannya pendekatan kedaulatan tersebut 
kurang dapat diterima, hukum harus tetap tegak dalam situasi krisis sekalipun 
menjadi pendapat yang lebih dominan. Hal ini tercermin dari preambul 
Universal Declaration of Human Rights bahwa, “Whereas it is essential, if man 
is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against 
tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of 
law…”. Sebagaimana pendapat Agamben yang dikutip oleh Scoot P. Sheeran 
bahwa state of exception merupakan satu kesatuan integral dari hukum 
positif, karena ancaman bahaya secara otomatis menjadi salah satu sumber 
hukum.106  
Pendekatan rule of law berkaitan erat dengan prinsip self-defense  
sebagai antitesis dari prinsip self-preservation. Menurut Dinstein yang dikutip 
dalam buku Hukum Tata Negara Darurat oleh Prof Jimly, self-defense 
merupakan perangkat yang sah yang ditentukan oleh hukum internasional. 
Selain prinsip  self-defense, keadaan darurat harus berdasar pada prinsip 
proporsionalitas. 107  Prinsip ini memberikan alasan pembenar dalam 
bertindak di keadaan darurat agar tindakan yang diambil setimpal dengan 
kebutuhan menangani situasi darurat. 
Keadaan darurat seringkali dipahami secara umum dan sangat abstrak 
sehingga apa yang sesungguhnya dimaksud dengan keadaan darurat (state 
of emergency) itu sendiri menjadi kabur. Terdapat istilah emergency de facto 
dan emergency de jure. Emergency de facto  terjadi pada saat aturan dan 
tindakan pemerintahan dilakukan bertentangan dengan aturan dalam 
keadaan normal, namun keadaan darurat tidak dideklarasikan. Sementara itu 
dengan skala yang lebih rendah ada pula yang disebut ‘ambigous or potential 
de facto emergencies’ yang terkait dengan situasi di mana kondisi nyata di 
lapangan justru tidak sesuai dengan apa yang dideklarasikan, atau di mana 
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tidak ada deklarasi yang bersifat resmi, tetapi nyatanya pemerintah 
melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan 
menggunakan hukum tentang keamanan khusus yang secara permanen 
biasanya diberlakukan. 108 
Ketentuan konstitusional terkait keadaan darurat dapat dilihat dari Pasal 
12 dan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Terdapat 2 (dua) 
istilah yang dipakai UUD NRI 1945 terkait keadaan darurat, yaitu keadaan 
bahaya dan hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dalam sub bab latar 
belakang telah terdapat penjelasan mengenai persamaan keduanya yang 
berada dalam kondisi negara di luar normal, namun perbedaan keduanya 
menjadi tegas mengenai ada atau tidaknya unsur bahaya. Hal ikwal 
kegentingan memaksa dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 tidak harus 
mengandung unsur bahaya. Penafsiran mengenai hal ihwal kegentingan yang 
memaksa telah diberikan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 
138/PUU-VII/2009 yang menyatakan: 
“...dengan demikian pengertian kegentingan yang memaksa 
tidak dimaknai sebatas hanya adanya keadaan bahaya sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945. Memang benar bahwa keadaan 
bahaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 12 UUD 1945 dapat 
menyebabkan proses pembentukan Undang-Undang secara biasa 
atau normal tidak dapat dilaksanakan, namun keadaan bahaya 
bukanlah satu-satunya keadaan yang menyebabkan timbulnya 
kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) 
UUD 1945.” 109 
Dalam hal demikian PERPPU yang dikeluarkan dalam rangka 
menyelesaikan persoalan hukum dengan perspektif hal ikhwal kegentingan 
memaksa, apabila disetujui oleh DPR dalam sidang selanjutnya, maka dapat 
berlaku umum dan terus menerus. Berbeda dengan peraturan yang 
dikeluarkan dalam keadaan bahaya, maka peraturan tersebut haruslah 
dilaksanakan hanya selama masa keadaan bahaya, apabila keadaan bahaya 
berakhir hukum kembali pada keadaan normal. 
Keadaan bahaya dapat terjadi dalam berbagai variasi dan tingkatan, 
maka keadaan bahaya merupakan pengertian umum yang mencakup 
keadaan darurat, meskipun tidak semua keadaan darurat mengandung 
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bahaya. Jika dirinci terdapat beberapa variasi ancaman keadaan bahaya 
sebagai berikut: 
a) Keadaan bahaya karena ancaman perang. 
b) Keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar 
negeri. 
c) Keadaan bahaya karena peperangan yang terjadi di dalam negeri. 
d) Keadaan bahaya karena kerusuhan sosial. 
e) Keadaan bahaya karena terjadinya bencana alam atau kecelakaan 
dahsyat yang menimbulkan kepanikan. 
f) Keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu. 
g) Keadaan bahaya karena keuangan negara yang tidak memungkinkan 
dilaksanakannya tugas-tugas pemerintahan. 
h) Keadaan-keadaan lain di mana fungsi-fungsi kekuasaan konstitusional 
yang sah tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.110 
2. Latar Belakang Historis Pengaturan Keadaan Bahaya di 
Indonesia 
Pengaturan keadaan bahaya dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia 
dapat ditarik dari Rancangan Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh 
Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada 13 Agustus 1945 di 
rapat Panita Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. 
Soekarno. 111 Dalam naskah rancangan tersebut istilah yang digunakan 
bukanlah keadaan bahaya, melainkan Staat van beleg yang diatur di Pasal 
10 dalam BAB I mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Istilah Staat van 
Beleg mengacu pada Regelin Staat van Oorlog en van Beleg Hindia Belanda 
dalam Stb. 1939 No. 582 (selanjutnya disebut Regeling SOB). 
Regeling SOB membagi keadaan bahaya menjadi tingkatan darurat 
(Staat an Beleg) dan tingkatan perang (Staat van Oorlog). Tingkatan perang 
dalam Regeling SOB ini melihat dari adanya perang dan bahaya perang yang 
mana ancamannya timbul dari luar wilayah Indonesia, sedangkan tingkatan 
darurat berkaitan dengan ancaman bahaya terhadap keamanan negara yang 
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tidak mampu ditangani oleh perangkat biasa. 112 Bagaimana tindakan-
tindakan yang diambil dalam menangani bahaya yang dihadapi selanjutnya 
diatur dalam keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.113 
Konsep penanggulangan bahaya dalam regeling SOB tidak melihat 
keadaan bahaya sebagai persoalan pertahanan dan keamanan yang sifatnya 
umum. Seperti yang dikatakan Herman Sihombing sebagai berikut: 
“Sejauh mana bahaya yang dihadapi itu dan upaya yang mana akan 
digunakan menghadapinya, akan diatur dalam keputusan tersendiri 
oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang sangat berlainan 
dengan keputusan dalam undang-undang oleh Pasal 12 UUD 1945. 
Sesungguhnya HTN Darurat itu masuk ke dalam sistem pertahanan 
dan ketertiban umum…”114  
Pernyataan Herman Sihombing menunjukan bahwa meskipun konsep 
keadaan bahaya dalam UUD 1945 diambil dari sistem di dalam Regeling SOB, 
namun kerangka yang digunakan adalah bahwa keadaan bahaya merupakan 
persoalan nasional dan Presiden sebagai kepala negaralah yang berhak 
melakukan deklarasi dan mengupayakan hilangnya ancaman bahaya. 
 Naskah final Undang-Undang Dasar tidak lagi menggunakan istilah Staat 
van Beleg, melainkan “Keadaan Bahaya” sebagai terjemahan dari istilah 
belandanya. Bunyi Pasal 12 UUD 1945 menjadi, “Presiden menyatakan 
keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan 
dengan undang-undang.” Penggunaan istilah keadaan bahaya dalam hal ini 
mencakup tingkatan darurat (Staat van Beleg) dan tingkatan perang (Staat 
van Oorlog) sebagaimana dimaksud Regeling SOB.  Sampai setelah 
amandemen undang-undang dasar pasal ini tidak diubah. 
 Pembahasan Pasal 12 bukanlah prioritas utama dilakukannya 
amandemen. Dibandingkan dengan ketentuan lainnya dalam konstitusi, 
pengaturan keadaan bahaya memakan waktu yang cukup singkat. Dalam 
perdebatan yang timbul mengenai Pasal 12 hanyalah berkenaan dengan 
keterlibatan DPR dalam pernyataan keadaan bahaya oleh Presiden. Tentunya 
memang hal tersebut masuk dalam agenda untuk menerapkan prinsip check 
and balances dalam menyeimbangkan kekuasaan presiden. Hal yang 
disayangkan adalah konsep mengenai penanganan keadaan bahaya, 
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termasuk upaya untuk melakukan perbaikan undang-undang keadaan 
bahaya tidak dibahas lebih lanjut. 
Terdapat wacana perluasan definisi “Keadaan Bahaya” yang diusulkan 
oleh Sri Adiningsih dari Tim Ahli Ekonomi dalam Rapat PAH I BP MPR ke-29 
pada 9 Maret 2000.115Dalam pidatonya mengenai perspektif ekonomi yang 
dibutuhkan dalam melihat pasal-pasal dalam undang-undang dasar termasuk 
Pasal 12, menyatakan, 
“Keadaan bahaya itu kita hanya seolah berpikir kalau perang, 
apakah kalau krisis ekonomi merupakan bahaya. Dampaknya juga 
tidak kalah besarnya dengan perang. Seperti ini, jadi kita tidak harus 
melihat krisis ekonomi early warning system kalau kita sudah 
memiliki, ini juga tentunya salah satu hal yang perlu kita cermati juga 
artinya ada implikasi ekonominya jangan dilihat aspek keamanan 
ataupun juga politik.”116 
Pendapat mengenai hal ini sayangnya tidak direspon dan dibahas lebih lanjut 
dalam rapat tersebut, sehingga wacana mengenai perluasan definisi keadaan 
bahaya tidak terlaksana. 
 Corak keadaan bahaya dilihat dari beberapa praktik di berbagai negara 
meiliki variasi yang lebih luas dibanding yang ada Indonesia, bahkan 
beberapa ketentuan mengenai corak tersebut langsung diatur di konstitusi. 
Misalnya, dalam konstitusi Jerman dikenal dua istilah state of emergency, 
yaitu State of Defence dan State of Tension. Pasal 115a ayat (1) The Basic 
Law for The Federal Republic of Germany mengatur bahwa state of defence 
dapat ditetapkan dalam 2 (dua) keadaan, “Any determination that the federal 
territory is under attack by armed force or imminently threatened with such 
an attack state of defence shall be made…”117State of Tension tidak diberikan 
batasan langsung oleh konstitusi, namun dalam penetapannya harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Bundestag bahwa telah terdapat state of 
tension. 118 Selain itu juga dikenal variasi keadaan darurat lainnya, yaitu 
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domestic challenges to state authority119 dapat mengurangi pelaksanaan 
pemenuhan Freedom of Movement yang untuk menghadapi bahaya epidemi 
ataupun bencana. Apabila dibandingkan dengan Indonesia ketentuan 
mengenai keadaan bahaya tidak diatur secara komprehensif di konstitusi, 
melainkan diatur lebih lanjut di undang-undang.  
Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya sebagaimana perintah Pasal 
12 UUD NRI Tahun 1945 sempat disinggung dalam Rapat PAH I BP MPR ke-
30 pada 5 April 2000 saat agenda Dengar Pendapat dengan PGI, KWI, MUI, 
NU, dan Muhammadiyah, Pendeta Patisiana dari Persatuan Gereja Indonesia 
(PGI) yang menegaskan bahwa undang-undang yang mengatur mengenai 
keadaan bahaya haruslah berisi tentang syarat-syarat dan akibat yang 
ditimbulkan dari keadaan bahaya, bukan mengenai kewenangan presiden 
dalam keadaan bahaya tersebut. Penilaian tersebut dilakukan atas dasar 
rancangan undang-undang mengenai keadaan bahaya yang diusulkan pada 
masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. 
Sampai saat ini tidak ada lagi wacana revisi undang-undang mengenai 
keadaan bahaya tidak pernah terdengar lagi, pasca rancangan yang diajukan 
pemerintah pada masa Presiden B.J. Habibie. Konsep mengenai 
penanggulangan keadaan bahaya masih tidak jauh berbeda dengan yang 
berlaku pada masa Hindia Belanda. Perkembangan mengenai kategori 
keadaan bahaya dan juga ancaman dapat dilihat dari undang-undang 
mengenai keadaan bahaya yang akan dibahas lebih lanjut pada poin 
selanjutnya. 
3. Perkembangan Definisi Keadaan Bahaya Ditinjau dari Undang-
Undang tentang Keadaan Bahaya 
Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Presiden menyatakan 
keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan 
dengan undang-undang.” merupakan salah satu aturan induk dalam hukum 
tata negara darurat. Berbeda dengan Pasal 22 yang mana penentuan state 
of emergency -nya merupakan subjektifitas Presiden (dengan batasan yang 
ditentukan oleh Putusan MK), keadaan bahaya dalam Pasal 12 dibatasi 
dengan lebih ketat melalui undang-undang. Sehingga, keadaan-keadaan apa 
                                                                




saja yang dapat dikatakan keadaan bahaya sudah secara sistematis diberikan 
oleh undang-undang tersebut. 
Undang-undang yang disahkan berdasarkan perintah Pasal 12 sudah 
beberapa kali mengalami perubahan, sehingga keadaan-keadaan yang dapat 
dikatakan keadaan bahayapun mengalami perkembangan. Modifikasi yang 
paling penting dari undang-undang tentang keadaan bahaya adalah 
bagaimana tiap undang-undang mendefiniskan apa yang disebut dengan 
bahaya. Perbedaan dapat dilihat dari ada atau tidaknya tingkatan bahaya 
dan apa saja kondisi atau keadaan yang dapat dikategorikan sebagai sebab 
dari timbulnya keadaan bahaya. Beberapa perbedaan dan persamaan dapat 
dilihat dari tabel di bawah ini: 
TABEL 3.1 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KEADAAN BAHAYA 
Undang-
Undang Nomor 





Nomor 160 Tahun 
1957 tentang 
Pencabutan 
Regeling op de 
Staat van Oorlog en 






Undang Nomor 23 
Tahun 1959 tentang 
Keadaan Bahaya 
Pasal 12 UUD 
1945 (naskah 
asli) 
Pasal 89 dan 129 
UUDS 1950 








a) Darurat Sipil 
b) Darurat Militer 






d) Bencana alam 
a) Pemberontakan, 
kerusuhan atau akibat 
bencana alam 











c) Hidup negara dalam 
keadaan bahaya 
atau dari keadaan 
khusus ternyata ada 





Sumber: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, diolah, 2021  
Undang-Undang Keadaan Bahaya pertama kali dibentuk satu tahun 
setelah kemerdekaan, yaitu Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 6 Tahun 
1946. Dalam UU No. 6/1946 keadaan bahaya dikategorikan berdasarkan 
sebab munculnya bahaya, yaitu serangan, bahaya serangan, pemberontakan 
atau perusuhan, dan bencana alam. Kondisi-kondisi tersebut tidak secara 
eksplisit dikategorikan menjadi tingkat bahaya yang berbeda, namun Pasal 21 
ayat (1) sampai (3) UU tersebut seolah-olah memberikan adanya perbedaan 
level keadaan bahaya. Menurut Herman Sihombing, Pasal 21 ayat (1) sampai 
(3) dapat dijadikan pedoman adanya tiga tingkatan keadaan bahaya, yaitu 
yang bersumber bahaya serangan, karena pemberontakan atau kerusuhan, 
dan karena bencana alam.  
Saat berlakunya UUDS 1950 aturan keadaan bahaya yang berlaku 
sebelumnya (UU N0.6/1946 dan Regeling SOB ) dicabut dengan Undang-
Undang Nomor 160 Tahun 1957. Tetapi, kehadiran UU tersebut sebetulnya 
tidak membawa corak baru dari aturan yang lama. Keadaan bahaya dibagi 
menjadi 2 (dua) tingkatan, yaitu keadaan darurat dan keadaan perang. 
Pembagian tingkatan tersebut sebenarnya merupakan terjemahan dari 
Regeling SOB yang membedakan “Staat van Oorlog”  dan “Staat van Beleg” . 
Dalam bukunya Hukum Tata Negara Darurat, Jimly Asshdiqie menjelaskan 
bahwa: 
“Semula UU Nomor 74 Tahun 1957 dan dalam peraturan-
peraturan sebelumnya, keadaan darurat dibedakan dengan 




dalam peraturan di zaman Hindia Belanda, yaitu dalam Regering 
op de Staat van Oorlog en van Beleg tahun 1939, perkataan 
keadaan darurat dan keadaan bahaya dibedakan satu sama lain. 
“Staat van oorlog”  diterjemahkan menjadi “keadaan perang”, 
sedangkan :Staat van beleg” diterjemahkan sebagai “keadaan 
bahaya”. Dengan demikian, perkataan ‘keadaan bahaya’ tidak 
mencakup pengertian ‘keadaan perang’ ataupun sebaliknya.” 120 
Kondisi yang menyebabkan berlakunya tingkatan bahaya yang disebutkan di 
atas ditentukan menjadi 2 (dua), yaitu kondisi yang timbul akibat 
pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam dan timbul perang atau 
bahaya perang. 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 
tentang Keadaan Bahaya yang menjadi sumber hukum darurat yang masih 
berlaku sampai sekarang. Seperti yang telah banyak disinggung dalam bab-
bab sebelumnya, keadaan bahaya dalam PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 
dibagi menjadi 3 (tiga) kategori tingkatan, yaitu darurat sipil, darurat militer 
dan keadaan perang. Keadaan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan 
bahaya dibagi pula menjadi 3 (tiga), yaitu pemberontakan, kerusuhan, atau 
akibat bencana alam; timbul perang atau bahaya perang; dan ancaman 
terhadap hidup negara atau adanya keadaan khusus yang membahayakan 
hidup negara. Berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya PERPPU Nomor 23 
Tahun 1959 memberikan kategori baru yang dapat dikatakan sebagai keadaan 
bahaya, yaitu pada poin terakhir yang berkaitan dengan keadaan yang 
mengancam hidup negara. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai 
keadaan khusus apa yang dimaksud, namun menurut hemat penulis adanya 
tambahan kategori tersebut membuka penafsiran yang lebih luas mengenai 
syarat materiil penetapan keadaan bahaya. 
Di Indonesia meskipun bencana alam masuk dalam variasi ancaman 
bahaya, namun sepanjang sejarah penetapan status darurat berdasarkan 
PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 belum pernah ada yang ditetapkan dengan 
dasar adanya bencana alam. Berikut beberapa daerah yang pernah 
ditetapkan dalam status keadaan bahaya, yaitu: 
TABEL 3.2 PENETAPAN STATUS KEADAAN BAHAYA BERDASARKAN 
PASAL 12 UUD NRI TAHUN 1945 DI INDONESIA 
                                                                




Tahun Tempat Keadaan Tingkatan 
Bahaya 




1999 Timor-Timur Pemberontakan Darurat 
Militer 
2000 Maluku Konflik Darurat Sipil 
2002 Aceh Konflik Darurat Sipil 
2003 Aceh Pemberontakan Darurat 
Militer 
Sumber: Adhari, 2019, hlm 44. 
Secara historis penetapan status darurat di Indonesia kebanyakan 
berkenaan dengan konflik dan pemberontakan. Hal demikian maklum 
dilakukan jika kita menilai norma yang terdapat dalam PERPPU Nomor 23 
Tahun 1959 sebagai landasan hukum penanganan situasi darurat. 
Penanggulangan keadaan bahaya baik dalam status darurat sipil, darurat 
militer, dan keadaan perang tidak memiliki perspektif ham dan kebebasan 
sipil. Misalnya, dalam Pasal 20 terdapat ketentuan bahwa penguasa darurat 
sipil dapat melakukan pemeriksaan badan dan pakaian pada orang yang 
dicurigai tanpa adanya surat pemeriksaan. Sementara tidak ada definisi yang 
jelas mengenai kriteria orang yang dapat dicurigai. 
Ketentuan lainnya pada Pasal 17 yang memberikan hak kepada penguasa 
darurat sipil untuk, “mengetahui semua berita-berita serta percakapan-
percakapan…” 121 Adanya ketentuan seperti ini menjadi kurang relevan 
terhadap penanganan darurat dalam kondisi tertentu, misalnya bencana alam. 
Apabila di suatu daerah terjadi gempa bumi dahsyat yang mengakibatkan 
banyaknya korban luka, yang dibutuhkan saat itu adalah pemeriksaan medis 
bukan pemeriksaan badan dan pakaian. Meskipun memang penguasa darurat 
sipil juga diberikan hak untuk mengeluarkan peraturan yang diperlukan dalam 
penanganan darurat sesuai kebutuhannya, 122 namun adanya hak untuk 
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membatasi pergerakan sipil tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan 
dalam situasi darurat. Tanpa adanya mekanisme pengawasan rentan 
terjadinya penyalahgunaan hak dan wewenang, utamanya dalam situasi 
darurat. 
Seharusnya pembatasan hak-hak dan kemerdekaan sipil dilakukan 
seperlunya dan dalam situasi yang khusus.123Sehingga penggunaan hak oleh 
penguasa darurat dapat dilakukan dengan proporsional dan terukur. Pada 
situasi darurat tertentu harusnya berlaku penanganan yang khusus pula. Agar 
dalam upaya penghapusan keadaan bahaya dapat tepat sasaran. 
Sebagaimana tujuan dari adanya hukum tata negara darurat adalah untuk 
menghilangkan dan menanggulangi unsur bahaya, maka semakin penting 
untuk membuat suatu aturan yang dapat mengisi kebutuhan tersebut. 
Keadaan bencana maupun kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat 
menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi yang rentan utamanya dalam 
pengurangan hak asasi manusia. Meskipun pengurangan hak asasi manusia 
dimungkinkan dalam kondisi-kondisi tersebut, namun haruslah dengan alasan 
yang jelas. Sayangnya dalam penetapan status darurat kesehatan masyarakat 
yang dapat menimbulkan adanya pembatasan ruang gerak dan pengurangan 
hak, misalnya dalam hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
layak, tidak memiliki ukuran penetapan yang jelas. Hal ini didasarkan pada 
alasan bahwa peraturan pelaksana yang mengatur mengenai penetapan 
status kedaruratan kesehatan masyarakat belum dibentuk, sehingga 
penetapan status darurat saat ini sepenuhnya berada pada penilaian 
pemerintah pusat yang menetapkannya.  
Berkenaan dengan penanggulangan bencana, PERPPU Nomor 23 Tahun 
1959 masih belum bisa mengisi kebutuhan penanganan bencana, meskipun 
bencana merupakan salah satu dasar adanya penetapan status darurat. 
Pasal-pasal yang mengatur mengenai keadaan status darurat sipil, status 
darurat militer, maupun keadaan perang tidak memiliki perspektif 
penanganan bencana, misalnya tidak adanya aturan mengenai mitigasi 
bencana. Seiring dengan berubahnya paradigma penanganan kebencanaan 
dan kebutuhan hukum akan pengaturan mengenai kebencanaan yang 
                                                                




komprehensif, maka lahirlah UU Penanggulangan Bencana.  Lahirnya UU 
Penanggulangan Bencana dapat dilihat sebagai upaya pemisahan status 
bencana alam dari keadaan bahaya dalam aturan khusus tersendiri. 
Setidaknya dapat dilihat dari peristiwa tsunami di Aceh pada Desember 2004 
sebagai latar belakang lahirnya undang-undang ini. Sebelum terjadinya 
tsunami Presiden Megawati telah menetapkan status darurat sipil dengan 
Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004, namun berselang satu tahun 
setelah penetapan darurat sipil dan lima bulan setelah terjadinya bencana, 
status darurat sipil justru dihapuskan.124 Padahal saat itu tsunami di Aceh 
mengalami dampak yang parah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup 
lama untuk pemulihan pasca bencana.  
Penghapusan status darurat sipil di Aceh pada saat penanggulangan 
bencana dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk melepaskan 
bencana alam dari keadaan bahaya.125Hal ini sebetulnya dapat dipahami, 
mengingat pembentukan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 dan UU 
Penanggulangan Bencana lahir pada era yang berbeda. UU Penanggulangan 
Bencana lahir dalam semangat reformasi yang menghindari segala bentuk 
tindakan otoriter, utamanya dalam penanganan bencana.126Namun demikian 
lahirnya UU Penanggulangan Bencana tidak serta merta menghapuskan 
bencana dari syarat materiil keadaan bahaya. Perlu ada penyelarasan antara 
UU Penanggulangan Bencana dan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 karena 
keduanya sama-sama memiliki sumber hukum materiil yang sama, yaitu 
bencana alam. Hal ini menjadi penting untuk mencegah persoalan yang 
timbul dari pertentangan norma antara keduanya. Setidaknya 2 (dua) 
persoalan telah timbul dari kedua aturan tersebut. 
Pertama, terdapat jenis status yang berbeda dari timbulnya bencana, yaitu 
status darurat sipil dan status darurat bencana. PERPPU Nomor 23 Tahun 
1959 dan UU Penanggulangan Bencana sampai saat ini masih berlaku dan 
memiliki status kedaruratan yang berbeda antara satu sama lain. Jika 
memang dalam PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 telah secara tegas 
menyatakan bahwa bencana masuk dalam keadaan bahaya, maka 
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seharusnya tidak diperlukan dua status yang berbeda dari syarat yang 
sama.lebih baik bicara terkait kepastian hukumnya saja. Kedua, status darurat 
bencana tidak memiliki lama masa berlaku. Berbeda dengan status darurat 
sipil yang ditentukan masa berlakunya paling lama adalah enam 
bulan.127Dalam keadaan darurat adanya kepastian masa berlaku menjadi 
status darurat menjadi salah satu syarat penting untuk dapat membatasi 
kewenangan ekstra yang diberikan kepada pejabat negara yang menangani 
situasi darurat.  
Status kedaruratan lainnya yang masih berkaitan erat dengan bencana 
adalah status kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan 
masyarakat merupakan suatu kejadian luar biasa yang penetapannya 
didahului oleh penyebaran penyakit menular dan/atau adanya bahaya 
kesehatan yang ditimbulkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, 
kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan. Kondisi pendahulu kedaruratan 
kesehatan masyarakat (penyebaran penyakit menular dan bahaya kesehatan 
akibat bahan tertentu) dapat tergolong pada bencana nonalam yang terdapat 
dalam UU Penanggulangan Bencana, yaitu “…bencana yang diakibatkan oleh 
persitiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal 
teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”128 Sehingga 
bahaya kesehatan, wabah, maupun epidemi tidak dapat dilepaskan dari 
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Sumber: Berbagai peraturan perundang-undangan, diolah, 2021 
 
PERPPU Nomor 23 tahun 1959 tidak memberikan definisi dari bencana 
alam sebagai salah satu syarat materiil penetapan bencana. Dalam 
perkembangannya untuk mengurangi kesenjangan definisi bencana pada 
masa PERPPU tersebut dibuat dengan kebutuhan masa kini, bencana alam 
dalam PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 dapat diperluas artinya yang mencakup 
bencana non-alam, maupun bencana sosial berdasarkan UU Penanggulangan 
Bencana. Bencana pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari keadaan 
bahaya. Dyah Rahmawati, dkk berpendapat bahwa, “Suatu kondisi bencana 
merupakan suatu proses yang muncul akibat adanya potensi bahaya yang 
bertemu dengan elemen rentan, sehingga kerugian, kehilangan, dan 
kerusakan tidak mungkin dihindarkan lagi.” 129Bencana tidak akan terjadi 
tanpa adanya ancaman bahaya. 
Relevansi bencana sebagai ancaman bahaya tentunya menuntut adanya 
pembaharuan dalam hukum kebencanaan. Dalam perkembangannya suatu 
bencana bersinggungan dengan kondisi bencana lainnya, sehingga 
menimbulkan persoalan yang kompleks. Maka, kepastian hukum dalam 
                                                                
129  Dyah Rahmawati, dkk, Keterikatan Aspek Sosial Ekonomi terhadap Kepedulian Lingkungan 
Rawan Bencana dalam buku Modal Sosial dalam Manajemen Bencana, Gadjah Mada University Press, 





















keadaan bencana menjadi kebutuhan yang harus segera diselesaikan. 
Beberapa persoalan yang terdapat dalam aturan yang dikemukakan di atas 
menuntut adanya harmonisasi aturan yang berkaitan dengan kedaruratan dan 
kebencanaan. 
Apabila ditinjau konsep keadaan bahaya, latar belakang historis 
pengaturan keadaan bahaya, dan syarat materil keadaan bahaya berdasarkan 
undang-undang keadaan bahaya, maka status bencana dan status 
kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dikatakan sebagai salah bentuk 
keadaan bahaya. Hanya saja ada kecendrungan pelepasan bencana dari 
keadaan bahaya, namun sayangnya upaya pemisahan itu masih setengah-
setengah dan terkesan dibiarkan. Hal ini dapat terlihat dari dibentuknya UU 
Penanggulangan Bencana, namun tidak ada upaya untuk melakukan revisi 
Perpu Nomor 23 Tahun 1959. Eksistensi kedua aturan tersebut menimbulkan 
persoalan kepastian hukum yang timbul dari pertentangan norma antara 
kedua aturan tersebut Selain itu, yang penting menjadi perhatian adalah 
kedua aturan tersebut sebenarnya memiliki karakteristik yang mirip dilihat 
dari semangat kedaruratan, sehingga akan semakin apabila kedua aturan 
tersebut digunakan dalam satu keadaan bencana. 
 
4. Noodstaatrecht (Hukum Darurat) di Indonesia 
Pandemi COVID-19 menunjukan bahwa tumpang tindih norma dalam UU 
Penanggulangan Bencana, UU Kekarantinaan Kesehatan, dan PERPPU Nomor 
23 Tahun 1959 menjadi persoalan hukum yang perlu didiskusikan saat ini. 
Dimensi pandemi COVID-19 yang dapat dikatakan sebagai bencana dalam 
bidang kesehatan membuat penanganannya harus diselesaikan dengan 
perspektif yang multi sektor. Undang-undang sektor yang terkait harusnya 
secara terpadu dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan 
bencana dengan mengurangi dampak bencana dan mencegah persoalan baru 
timbul dalam penanggulangan bencana. 
Harmonisasi antar aturan berkaitan dengan kedaruratan tidak hanya 
dapat membantu pelaksanaan teknis penanggulangan bahaya, namun juga 
dapat mempersiapkan tata hukum darurat di Indonesia. Konsep penanganan 




UUD NRI Tahun 1945. Kedua Pasal tersebut sama-sama memberikan hak 
kepada negara dalam hal ini Presiden sebagai “the sovereign head of state” 
untuk bertindak dalam keadaan darurat yang dikatakan oleh Jimly sebagai 
hukum tata negara darurat subjektif.130Hukum yang berlaku dalam kondisi 
darurat atau dikenal dengan ‘noodstaatrecht’ dalam bentuk tertulis saat ini 
hanyalah PERPPU Nomor 23 Tahun 1959.131 Sedangkan, beberapa peraturan-
perundangan yang mengatur mengenai kedaruratan telah berlaku dan 
disahkan. Melalui harmonisasi aturan kedaruratan, maka hukum darurat di 
Indonesia dapat menjadi lebih sistematis. 
UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan Kesehatan 
merupakan dua undang-undang di antara peraturan perundangan-undangan 
lain yang memiliki corak kedaruratan. Tidak hanya dalam undang-undang 
tersebut mengandung istilah-istilah teknis terkait kedaruratan, seperti darurat 
bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat, namun secara muatan 
norma juga mengandung perspektif hukum tata negara darurat. Kedua 
undang-undang tersebut memenuhi sebagian besar unsur-unsur hukum tata 
negara darurat. 
Unsur-unsur yang harus termuat dalam hukum tata negara darurat, yaitu 
bahaya yang dihadapi dengan upaya luar biasa, pranata hukum dalam 
keadaan normal tidak memadai dalam menanggulangi bahaya yang ada, 
kewenangan luar biasa, dan kesementaraan waktu. Setidaknya ciri hukum 
tata negara darurat yang paling tampak dalam UU Penanggulangan Bencana 
adalah adanya hukum yang berlaku khusus setelah adanya deklarasi 
darurat.132 Hukum yang berlaku khusus di sini secara khusus mengacu pada 
Pasal 50 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana mengenai kemudahan akses. 
Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya luar biasa dalam 
menghadapi situasi tanggap darurat bencana yang tidak mampu ditangani 
oleh hukum biasa. Namun, seperti yang sebelumnya telah disinggung status 
darurat bencana tidak memiliki batas waktu masa pemberlakuan dan batas  
perpanjangan status darurat. 
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Selaras dengan UU Penanggulangan Bencana, UU Kedaruratan Kesehatan 
juga memiliki corak yang mirip dengan hukum tata negara darurat. Hanya 
saja beberapa aspek tidak begitu tampak memiliki ciri yang sama dengan 
hukum tata negara darurat. Misalnya, wewenang penetapan status 
kedaruratan kesehatan masyarakat tidak secara tegas diberikan kepada 
kepala presiden, melainkan hanya diberikan pada pemerintah pusat (bisa 
dilakukan oleh menteri). Selain itu, berbeda dengan penanggulangan bencana 
yang secara tegas pemberlakuan aturan pada saat tanggap darurat berbeda 
dengan situasi prabencana dan pasca bencana 133 , status kedaruratan 
kesehatan masyarakat tidak memiliki ketentuan demikian. Akan tetapi, salah 
satu syarat materiil status kedaruratan kesehatan masyarakat, yaitu 
tersebarnya penyakit menular yang menimbulkan bahaya kesehatan masih 
menjadi bagian dari bencana non-alam berdasarkan UU Penanggulangan 
Bencana. 
Unsur upaya luar biasa dalam menghadapi bahaya dimaknai sebagai 
wewenang dan hak penguasa bahaya maupun undang-undang yang 
mengaturnya haruslah diberikan kepada penguasa keadaan bahaya untuk 
mengatasi ancaman bahaya.134Pemberian kewenangan ini haruslah didasari 
atas prinsip keseimbangan antara ancaman bahaya dengan kewenangan 
untuk menghapusnya, namun mengingat dalam keadaan bahaya sangat 
dimungkinkan tingkat ancaman bahaya yang tidak terukur sudah sepatutnya 
kewenangan jauh lebih besar dari ancaman bahaya.135Keadaan yang demikian 
tentunya rentan akan adanya abuse of power, maka untuk tetap menjaga 
penghargaan hak asasi manusia hukum darurat haruslah memenuhi syarat-
syarat berikut: 
a) Kepentingan tertinggi negara, yakni eksistensi negara itu sendiri 
b) Peraturan darurat sangat diperlukan 
c) Bersifat sementara prosovoir, artinya aturan darurat diperlakukan 
selama keadaan negara masih darurat saja, setelah itu berlaku 
aturan biasa yang normal 
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d) Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa menyelenggarakan sidang atau 
rapatnya secara nyata.136 
Syarat-syarat di atas haruslah terpenuhi untuk berlakunya suatu hukum 
darurat. Dalam konteks UU Penanggulangan Bencana dan UU Kekarantinaan 
Kesehatan tidak semua keadaan yang menggunakan kedua undang-undang 
tersebut dalam penangananya memiliki tingkat ancaman sampai pada 
terancamnya eksistensi negara. Misalnya, bencana banjir di Jakarta belum 
tentu membuat perekonomian negara collapse yang mengancam jutaan 
kebutuhan dasar masyarakat sulit terpenuhi. Namun, dalam situasi pandemi 
COVID-19 memiliki efek yang membahayakan terhadap perekonomian 
dibanding bencana banjir. Artinya, sampai pada level tertentu bencana sangat 
dimungkinkan untuk mengancam eksistensi suatu negara dan diperlukan 
suatu pranata hukum untuk bisa mengatasinya. 
Persoalannya UU Penanggulangan Bencana dibentuk untuk juga dapat 
menyelesaikan bencana sampai tingkat ancaman bahaya luar biasa. Namun, 
di sisi lain sifat kesementaraan waktu dalam status darurat bencana 
berdasarkan UU Penanggulangan Bencana tidak terpenuhi. Sifat sementara 
memiliki peran sebagai jaring pengaman dalam mengurangi potensi abuse of 
power. UU Penanggulangan Bencana memiliki ketentuan Pasal 51 sebagai 
bentuk wewenang luar biasa yang diberikan dalam mengatasi bencana, 
namun batasan waktu sampai kapan wewenang tersebut digunakan sangat 
bergantung pada kebijaksanaan kepala negara atau kepala daerah yang 
mengeluarkan mengeluarkan penetapan status darurat bencana. 
UU Penanggulangan Bencana dan undang-undang lain yang memiliki 
karakteristik kedaruratan haruslah dipisah pada suatu sistem hukum darurat 
yang komprehensif ukuran yang jelas dan mengacu pada syarat-syarat 
hukum darurat yang dikemukakan di atas. Meskipun karakteristik 
kedaruratannya cukup nampak, namun sebagian dari syarat-syarat penting 
dari suatu peraturan darurat belum terpenuhi.  
5. Kekuasaan dalam Hukum Darurat di Indonesia 
Kekuasaan dalam keadaan bahaya merupakan komponen penting dalam 
pembahasan mengenai Hukum Tata Negara Darurat. Dalam keadaan darurat 
                                                                




masyarakat sipil berada dalam kondisi yang rentan yang dihadapkan pada 
kekuasaan yang besar.137 Maka dari itu, penting untuk menentukan siapa 
yang berhak menjadi penguasa keadaan bahaya, apa saja wewenangnya, dan 
bagaimana batasan wewenang tersebut. 
 Dalam sistem presidensil, Presiden sebagai kepala negara dan kepala 
pemerintahan memiliki kewenangan sebagai penguasa keadaan darurat yang 
mana legal reasoning-nya dapat ditarik dari prinsip kedaulatan rakyat.138 
Dalam hal ini Presiden memeiliki kewenangan untuk membuat deklarasi 
keadaan darurat dan menentukan tindakan apa yang harus diambil dalam 
mengatasi ancaman bahaya. Tentunya dalam melaksanakan tindakan-
tindakan tersebut Presiden haruslah melibatkan berbagai pihak terutama 
pemerintah daerah. 
Kerangka negara kesatuan membuat hubungan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah menjadi satu entitas hukum. Sehingga, pelaksanaan 
pemerintah daerah didasarkan atas prinsip otonomi daerah dan bukan atas 
kedaulatan tiap-tiap daerah. Dalam keadaan darurat hal ini menjadi sangat 
penting di mana tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 
bersifat komando dan keleluasaan pemerintah daerah dalam mengatasi 
keadaan bahaya di daerahnya terbatas. 
Dalam ketiga undang-undang (UU Penanggulangan Bencana, UU 
Kekarantinaan Kesehatan, dan Perpu Nomor 23 Tahun 1959) memiliki 
kerangka pelaksana kekuasaan darurat yang berbeda, dapat dilihat di tabel 
berikut 
Tabel 3.4 PERBANDINGAN KEKUASAAN SAAT KEADAAN DARURAT 
ANTARA UU PENANGGULANGAN BENCANA, UU KEKARANTINAAN 
KESEHATAN, DAN PERPU NOMOR 23 TAHUN 1959. 
Indikator 
Pembanding 
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Setiap penguasa keadaan darurat dan pelaksana operasional memiliki 
kewenangan masing-masing yang berbeda. Berikut penjabaran wewenang 
bagi penguasa keadaan darurat maupun pelaksana operasional di tiap 
undang-undang: 
a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 
tentang Keadaan Bahaya 
PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 memiliki struktur kelembagaan dalam 
2 (dua) tingkatan, yaitu pusat dan daerah. Dalam struktur kelembagaan 





1) Menteri Pertama  
2) Menteri Keamanan/pertahanan  
3) Menteri Dalam Negeri 
4) Menteri Luar Negeri 
5) Kepala Staff Angkatan Darat 
6) Kepala Staff Angkatan Udara 
7) Kepala Staff Angkatan Laut 
8) Kepala Kepolisian 
Sedangkan dalam tingkatan daerah susunan lembaga sebagai berikut: 
1) Komandan Militer Daerah 
2) Kepala Polisi Daerah 
3) Kejaksaan Daerah 
4) Kepala Daerah 
Pada tiap tingkatan keadaan bahaya (darurat sipil, darurat militer, dan 
keadaan perang) memiliki penguasa keadaan darurat yang berbeda. 
Dalam keadaan darurat sipil kekuasaan terletak pada kepala daerah dan 
dibantu oleh Komandan Militer Daerah, Kepala Polisi Daerah, dan 
Kejaksaan Daerah. Keadaan darurat militer dan keadaan perang 
kekuasaannya sama-sama terletak pada komandan militer daerah dan 
dibantu oleh ketiga anggota lainnya. Batasan penguasa darurat sipil 
daerah adalah wilayah hukum yang sebelumnya telah ditetapkan oleh 
presiden, selain itu dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya 
penguasa keadaan darurat daerah tetap tunduk pada penguasa keadaan 
darurat pusat. 
 Koordinasi antar badan dalam menjalankan tugasnya tidak diatur 
lebih lanjut oleh PERPPU tersebut, namun penguasa darurat sipil baik 
pusat maupun daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan 
peraturan-peraturan yang diperlukan untuk kepentingan dalam rangka 
penanganan keadaan darurat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan (2). 
Sehingga, penguasa keadaan darurat dapat mengeluarkan peraturan 
pelaksana yang menyesuaikan dengan kebutuhan penanganan situasi 




membantu penguasa darurat. Hal ini memang dapat maksud dari konsep 
penyerahan wewenang atributif dari PERPPU Nomor 23 Tahun 1959, 
seperti yang dikatakan Fitra Arsil sebagai berikut: 
“Konsep utama pengerahan kekuasaan dalam UU Keadaan 
Bahaya adalah adanya pemberian kekuasaan secara atributif 
kepada penguasa darurat membentuk kebijakan-kebijakan. 
Penulis menilai bahwa pembentukan kebijakan ini juga termasuk 
kebijakan yang dapat menyimpangi Konstitusi dan peraturan 
perundang-undangan lainnya. Dikecualikan adalah kebijakan 
atau tindakan yang menyimpangi non-derogable rights, seperti 
yang ditentukan oleh Konstitusi. Jadi, fokusnya adalah kepada 
pemberian kekuasaan pelaksanaan hukum darurat yang bersifat 
umum dan luas (blanco mandaat).”139 
  
 Adanya ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) dan Pasal lainnya yang 
berkaitan dengan wewenang penguasa keadaan darurat ruang yang lebih 
luas dalam pengambilan tindakan dalam rangka penanggulangan 
keadaan bahaya, namun tidak memberikan kerangka teknis yang jelas 
dan tegas dalam penanganan kedaruratan. Misalnya, dalam hal sumber 
daya dan anggaran tidak diatur dengan jelas dalam PERPPU Nomor 23 
Tahun 1959. Satu-satunya aturan mengenai sumber daya yaitu, Pasal 37 
mengenai aturan yang memberikan Penguasa Perang dalam Keadaan 
Perang memakai barang-barang yang diperlukan bagi kepentingan 
pertahanan dan keamanan. 
 Dalam perkembangan saat ini struktur penguasa darurat 
berdasarkan PERPU ini sudah tidak lagi relevan. Maka, agar PEPRU ini 
tetap dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan zaman beberapa 
struktur dapat dilakukan pemaknaan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, 
Menteri Pertama dapat diartikan sebagai Menteri Koordinator. Selain itu 
keterlibatan TNI dalam keadaan darurat sipil tidak mutlak140 dan dapat 
digantikan sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi ancaman 
bahaya. 
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana 
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UU Penanggulangan Bencana mengisi kebutuhan hukum formil 
dalam penanggulangan bencana141 yang sebelumnya tidak diatur dalam 
peraturan perundang-undangan manapun termasuk PERPPU Nomor 23 
Tahun 1959. Dalam UU Penanggulangan Bencana dibentuk adanya 
lembaga pemerintah nondepartemen yang setingkat dengan menteri 
yang secara khusus melaksanakan tindakan dalam penanggulangan 
bencana, mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, 
yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam tingkat 
daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang 
dalam pembentukannya berkoordinasi dengan BNPB. Kedua lembaga 
tersebut dalam melakukan tugas dan fungsinya bertanggung jawab 
kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain unsur utama 
dalam penanggulangan bencana seperti yang disebutkan di atas, 
lembaga-lembaga tersebut dapat melakukan kerjasama dan dibantu oleh 
unsur-unsur lainnya, seperti lembaga usaha, lembaga internasional, dan 
masyarakat 
 









Sumber: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, diolah, 2021  
 Struktur kelembagaan dalam UU Penanggulangan Bencana memiliki 
tugas, fungsi, dan wewenang yang lebih tegas dan jelas dibandingkan 
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dengan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959. Pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 
1) Pengurangan dan pemanduan pengurangan risiko bencana 
2) Perlidungan masyarakat dari dampak bencana 
3) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang 
terkena bencana 
4) Pemulihan kondisi dari dampak bencana 
5) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam 
APBN/APBD dan dana siap pakai 
6) Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman 
dan dampak bencana. 
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah memiliki beberapa wewenang sebagai berikut: 
1) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana  
2) Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan 
unsur kebijakan penanggulangan bencana 
3) Penetapan status dan tingkatan bencana 
4) Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan 
bencana 
5) Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi serta 
mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam  
6) Pengendalian pengumpulan uang atau barang 
Pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam menjalankan 
tanggung jawab dan wewenangnya secara teknis dibantu oleh BNPB dan 
BPBD. Kedua lembaga ini  berfungsi sebagai perumus dan penetap 
kebijakan penanggulangan bencana serta koordinator pelaksana kegiatan 
penanggulangan bencana. Tugas BNPB dan BPBD dapat terinci sebagai 
berikut:  
1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 
penanggulangan bencana 
2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana 




4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 
Presiden (BNPB) dan kepala daerah (BPBD) 
5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan 
sumbangan/bantuan nasional dan internasional 
6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang 
diterima dari APBN/APBD 
7) Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Keanggotaan dalam lembaga penanggulangan bencana 
mengikutsertakan anggota masyarakat profesional dalam susunannya. 
Sebagai unsur pelaksana teknis tenaga ahli yang dimaksud dalam 
penanggulangan bencana memang belum memiliki definisi yang tegas 
menangani siapa saja yang dapat dikatakan ahli, namun jika 
dibandingkan dengan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 keterlibatan 
masyarakat diatur jauh lebih terperinci termasuk memasukannya dalam 
unsur pelaksana teknis dalam penanggulangan bencana. 
Selain dari perspektif kelembagaan, UU Penanggulangan Bencana 
juga memiliki aturan yang lebih komprehensif mengenai 
penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan tahapan sebagai 
berikut: 





Sumber: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, diolah, 2021 
 
Dalam tiap tahapan terdapat aturan mengenai penyelenggaraan 
penanggulangan bencana dalam upaya mencegah dan mengurangi 
dampak risiko bencana. Tahapan tanggap darurat setidaknya dapat 
dipersamakan dengan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 dalam paradigma 









melainkan penanggulangan dalam hal terjadinya bencana untuk 
mengurangi dampak bencana. Namun, seperti yang sebelumnya telah 
disinggung dalam sebelumnya PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tidak 
memiliki aturan yang dapat menangani keadaan bahaya dalam hal terjadi 
bencana. Setidaknya dalam UU Penanggulangan Bencana memberikan 
pengaturan yang lebih lengkap dalam hal penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. 
 Dalam keadaan tanggap darurat beberapa tindakan yang dilakukan 
adalah sebagai berikut: 
1) Pengkajian terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya 
2) Penentuan status keadaan darurat 
3) Penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana 
4) Pemenuhan kebutuhan dasar 
5) Perlindungan terhadap kelompok rentan 
6) Pemulihan saran dan prasarana vital. 
Selama pelaksanaan penanggulangan BNPD dan BPBD dapat 
menggunakan dana siap pakai yang telah disiapkan serta memiliki 
kemudahan akses dalam beberapa sarana dan prasarana demi 
mempercepat dan mempermudah pelaksanaan penanggulangan 
bencana. 
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan 
Aturan mengenai kekarantinaan sebelumnya telah diatur di Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-
Undang Nomor 2 tentang Karantina Udara, kemudian dicabut oleh 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 
yang menjadi rujukan utama terkait kekerantinaan. UU Kekarantinaan 
Kesehatan mengatur mengenai kekarantinaan dengan lebih menyeluruh 
tidak hanya karantina laut dan karantina udara saja, namun juga 
karantina di daratan. Kekarantinaan tersebut dibagi ke dalam dua ruang 
lingkup, yaitu kekarantinaan di  di pintu masuk dan kekarantinaan di 
wilayah.  
Karantina di pintu masuk melingkupi wilayah perbatasan tempat 




bandar udara maupun batas wilayah antar negara. Dalam 
penyelenggaraan karantina d pintu masuk menjadi tanggung jawab 
utama Pemerintah Pusat. Sedangkan kekarantinaan di wilayah 
merupakan tindakan karantina dalam situasi kedaruratan kesehatan 
masyarakat dengan tindakan karantina yang dibagi menjadi karantina 
rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial 
berskala besar.  
Kelembagaan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan melibatkan 3 (tiga) 
unsur utama, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pejabat 
kekarantinaan kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung 
jawab atas kesehatan masyarakat dalam hal terdapat risiko kedaruratan 
kesehatan masyarakat. Apabila kedaruratan kesehatan masyarakat telah 
ditetapkan, pejabat karantina kesehatan yang terlibat secara langsung 
dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat tetap 
dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat. 
Pejabat karantina kesehatan diatur secara khusus dalam Pasal 73 
sampai dengan Pasal 76 UU Kekarantinaan Kesehatan. Pejabat karantina 
kesehatan merupakan, “pejabat fungsional di bidang kesehatan yang 
memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang Kekarantinaan Kesehatan 
serta ditugaskan di instansi Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan 
wilayah.”142Pejabat fungsional ini merupakan pegawai negeri sipil yang 
diberikan kewenangan oleh menteri kesehatan untuk menyelanggarakan 
karantina kesehatan. Pada wilayah pintu masuk penempatan pejabat 
karantina kesehatan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan 
kekarantinaan di wilayah penempatannya ditetapkan oleh pemerintah 
daerah. 
Pejabat karantina kesehatan dalam merespon adanya status 
kedaruratan kesehatan masyarakat dapat melakukan tindakan 
kekarantinaan kesehatan sebagai berikut: 
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1) Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, 
disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai 
indikasi; 
2) Pembatasan Sosial Berskala Besar; 
3) Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi 
terhadap alat angkut dan barang; dan 
4) Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media 
lingkungan.143 
Selain melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan, pejabat karantina 
kesehatan juga berwenang dalam, 
1) Menetapkan tindakan kekarantinaan kesehatan; 
2) Menerbitkan surat rekomendasi deportasi atau penundaan 
keberangkatan kepada instansi yang berwenang; dan 
3) Menerbitkan surat rekomendasi kepada pejabat yang 
berwenang untuk menetapkan karantina di wilayah.144 
Dalam melakukan karantina kesehatan tentunya harus didukung 
dengan sumber daya yang dapat berupa saran dan prasarana, sumber 
daya manusia, dan pendanaan. Pemerintah pusat dan pemerintah 
bertanggung jawab atas terpenuhinya segala sumber daya yang 
diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sumber 
pendanaan yang utama bersumber dari APBN dan juga APBD, dana yang 
bersumber dari masyarakat berupa sumbangan juga dapat menjadi  
bagian dari sumber pendanaan kekarantinaan kesehatan.  
Muatan aturan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan disiapkan 
semata-mata untuk merespon adanya kondisi kedaruratan kesehatan 
masyarakat, beberapa kebijakan pencegahan yaang lain diatur dalam 
peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan lainnya. Hal ini 
sedikit berbeda dengan UU Penanggulangan Bencana yang mencakup 
tiga tahapan dalam proses penanggulangan bencana, sehingga aturan 
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preventif terjadinya bencana jelas diatur dengan lebih komprehensif 
dalam undang-undang tersebut.   
Selanjutnya, kelembagaan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan 
memiliki perbedaan dengan UU Penanggulangan Bencana dalam 
keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana maupun kekarantinaan kesehatan. Kelembagaan dalam UU 
Penanggulangan Bencana bertindak sesuai dengan wilayah hukum nya, 
yang mana hal tersebut dapat ditetapkan oleh Kepala Daerah apabila 
skala terjadinya bencana dapat diatasi oleh daerah tersebut. Apabila 
ditetapkan status darurat bencana di daerah, maka lembaga yang terlibat 
dalam penanganan bencana adalah BPBD di daerah tersebut dengan 
tetap berkoordinasi dengan BNPB. Sedangkan, penetapan status 
kedaruratan kesehatan masyarakat hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat. Ditambah lagi pejabat karantina kesehatan tidak secara tegas 
memiliki aturan mengenai penempatan di daerah-daerah 
Secara struktural pejabat karantina kesehatan tidak memiliki aturan 
yang tegas, utamanya dalam penempatan pada wilayah karantina. 
Aturan yang secara jelas mengatur mengenai penempatan dan koordinasi 
hanya terdapat pada pejabat karantina di pintu masuk yang pelaksanaan 
karantina kesehatannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. 
Sedangkan, penempatan di kekarantinaan wilayah diserahkan pada 
kepala daerah hanya dalam hal terjadinya kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang mana tiap-tiap daerah memiliki kemampuan yang 
berbeda-beda dalam sumber daya di bidang kesehatan. Lebih lagi tidak 
terdapat pola koordinasi yang tegas antara pejabat karantina kesehatan 
dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat di kekarantinaan 
wilayah. 
B. Kerangka Hukum Penanganan COVID-19 di Indonesia 
1. Perkembangan Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Indonesia 
Memasuki tahun 2020 dunia dikagetkan dengan kemunculan varian virus 
baru yang pertama kali muncul di temukan di kota Wuhan, China. Pada 31 




laporan adanya persebaran virus diduga dari Huanan Seafood Market145 yang 
menyebabkan munculnya kluster kasus pneumonia. 146 Virus ini kemudian 
diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
yang menyebabkan penyakit Coronavirus Disease (COVID-19). 147  Sampai 
saat ini tercatat di website resmi WHO pada 31 Maret 2021 pukul 2.46 pm 
CEST jumlah kasus positif secara global adalah 127.877.462 orang dengan 
angka kematian 2.796.561 jiwa. 148Di Indonesia pada 1 April 2021 kasus 
terkonfirmasi positif sebanyak 1.511.712 orang dengan kasus aktif sebanyak 
122.524 orang. Angka kesembuhan saat ini telah mencapai 89,2% dengan 
2,7% angka kematian.149 
Coronavirus merupakan salah satu tipe virus dari berbagai jenis virus 
yang dapat menyebabkan penyakit. Varian coronavirus yang teridentifikasi di 
tahun 2020 lalu, yaitu SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi penyakit 
pernapasan dikenal dengan COVID-19. Penyebarannya melalui droplet ketika 
orang yang terinfeksi berbicara, batuk, atau bersin. Masa munculnya gejala 
setelah terinfeksi (inkubasi) coronavirus adalah selama 14 hari. Gejala yang 
umumnya ditemui adalah batuk, demam atau meriang, sesak napas atau 
kesulitan bernapas, sakit tenggorokan, dll.150COVID-19 di Indonesia memiliki 
angka penularan yang cukup tinggi, tingkat kepadatan penduduk di beberapa 
wilayah di Jakarta sebagai salah satu faktor penyebabnya. Karena itu pula 
tingkat risiko penularan antar daerah di Indonesia juga berbeda. 
TABEL 3.4 RISIKO PENULARAN PENYAKIT MENULAR DI INDONESIA 
                                                                
145 Interaksi antara hewan liar (kelelawar) yang dijual di Huanan Seafood Market dengan manusia 
masih menjadi perdebatan sebagai sumber awal kemunculan coronavirus di kalangan peneliti. 
146 Diakses di www.bloomberg.com Where Are We in Hunting for The Coronavirus’s Origin?, Jason 
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147 Diakses di website resmi World Health Organization (WHO) di who.int pada 1 April 2021 
148 Diakses di website resmi World Health Organization (WHO) di covid19.who.int pada 1 April 2021 
149 Diakses di website resmi penanggulangan COVID-19 Indonesia di covid19.go.id pada 1 April 
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150 What is Coronavirus diakses di Johns Hopkins Medicine website di hopkinsmedicine.0rg 





Sumber: Bapennas, 2021, hlm 24. 
Gambar di atas merupakan model tingkat risiko penularan penyakit 
menular di seluruh provinsi di Indonesia yang digunakan untuk 
penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Menggunakan 6 (enam) indikator 
(dari kiri ke kanan) persentase penduduk yang mencuci tangan dengan baik, 
angka insidensi Pneumonia, populasi bepergian, tingkat kepadatan penduduk, 
tingkat penduduk yang tinggal di rumah berukuran 8 meter persegi, dan 
penduduk yang tinggal di kawasan urban. Grafik merah menunjukan bahwa 
tingkat risiko penularan berdasarkan salah satu indikator di provinsi tersebut 
tinggi. Misalnya, DKI Jakarta memiliki tingkat risiko penularan paling tinggi 
dilihat dari 3 indikator. Pertama, DKI Jakarta seluruhnya merupakan wilayah 
urban sehingga interaksi penduduk yang cepat dan padat, memiliki angka 
yang relatif tinggi dalam kasus penyakit Pneumonia, dan provinsi di urutan 
ke-dua yang masyarakatnya paling banyak bepergian. 
Tidak hanya pada persoalan kesehatan masyarakat baik secara global 
maupun lokal yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19, namun juga 
sosio-ekonomi mengalami pukulan yang cukup besar di antara aspek lainnya. 
Aspek industri global, baik aspek primer, sekunder maupun tersier mengalami 
penurunan selama masa pandemi ini. Misalnya, dalam bidang komoditas 
agrikultur terdapat penurunan sebesar 20% secara global akibat adanya 
jatuhnya permintaan pemasokan dari penginapan dan rumah makan.151Selain 
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itu, sektor pariwisata merasakan dampak terburuk dari pandemi COVID-19. 
The World Travel and Tourism Council memperingatkan ada 50 juta pekerjaan 
di bidang sektor pariwisata global yang terancam kehilangan 
pendapatannya.152 
Tidak hanya pada skala global, pandemi COVID-19 juga berpotensi 
melumpuhkan sektor ekonomi di Indonesia. Di awal 2020 telah diperkirakan 
akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 4% (empat persen).153  
Pada Februari 2021 Badan Pusat Statistik mengeluarkan berita resmi statistik 
terkait Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020 yang menunjukkan 
bahwa telah terjadi penurunan pertumbuhan domestik bruto (PDB) sampai 
pada - 2,07% di akhir tahun 2020 dari yang sebelumnya sebesar 5,02% di 
akhir tahun 2019.154 Penurunan lebih besar dari yang diperkirakan, yaitu 
sebesar 7,09%. merupakan penurunan terbesar sejak 5 tahun terakhir.155 
Pengaruh pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi juga dapat dilihat dari 
penelitian yang dilakukan oleh Silpa Hanoatubun dalam jurnal ilmiahnya yang 
menyatakan terdapat sejumlah dampak pandemi COVID-19, diantaranya 
sebagai berikut: 
a. Terdapat lebih dari 1,5 juta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan. 
Sebanyak1,24 juta merupakan pekerja sektor formal dan 265 ribu 
dari sektor non-formal; 
b. Sebanyak 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang 
Januari-Maret 2020; 
c. Penurunan 6.800 setiap harinya; 
d. Penurunan okupansi di 6 ribu hotal turun hingga 50%.156 
Penurunan di atas juga dipengaruhi dari kebijakan pemerintah terkait 
anjuran untuk melakukan Social Distancing dan juga penerapan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB). Setidaknya banyak perdebatan di awal pandemi 
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COVID-19 terkait tarik menarik antara kebijakan kesehatan dan kebijakan 
ekonomi. 
Strategi pemerintah dalam menghadapi kebimbangan tersebut adalah 
dengan cara sebagai berikut: 
 
BAGAN 3.3 KEBIJAKAN PELAKSANAAN PENANGANAN COVID-19 DAN 
PEMULIHAN EKONOMI DI INDONESIA 
 
Sumber: Wibowo, 2020, disampaikan dalam Seminar Nasional 
“Menggagas Haromonisasi Hukum Kebencanaan Nasional (Belajar dari 
Pandemi COVID-19). 
 
Kebijakan dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu tahap pra kondisi, tahap 
pelaksanaan kebijakan penanganan, tahap evaluasi pelaksanaan kebijakan 
penanganan dan rekomendasi kebijakan ekonomi, prioritas timing 
pelaksanaan kebijakan ekonomi evaluasi pelaksanaan kebijakan ekonomi dan 
rekomendasi. Setelah tahapan terakhir berakhir akan akan kembali pada 
tahap pra kondisi. Dalam tahap pra kondisi dilakukan kajian-kajian terkait data 
epidemiologi sekaligus melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian, 
kebijakan yang diambil fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Dalam 
tahapan ini PSBB dilaksanakan sembari terus melakukan penanganan 
terhadap pasien. Fokus pada kebijakan pengurangan persebaran virus 
mengharuskan sektor ekonomi dibatasi yang berimbas pada menurunnya 
aktivitas ekonomi di daerah. Secara berkala dilakukan evaluasi terhadap 
kebijakan penanganan pandemi COVID-19 dilihat dari perkembangan data 
epidemiologi. Dalam tahap evaluasi ini akan dinilai apakah fokus pada 




menjadi penting, karena sektor ekonomi akan menjadi prioritas. Dalam tahap 
ini kebijakan di ranah kesehatan masyarakat menjadi lebih longgar, namun 
tetap memperhatikan protokol kesehatan. Setelah kembali dilaksanakan 
evaluasi dan menilai pengaruh kebijakan faktor ekonomi. 
Saat ini penanggulangan COVID-19 di Indonesia telah mencapai tahap 
vaksinasi. Dalam seminar eksklusif “Vaksinasi COVID-19 dan Optimisme” 
bersama dr. Reisa Broto Asmoro disampaikan beberapa informasi terkait 
perkembangan vaksin COVID-19 di Indonesia. Sampai pada 30 Desember 
2020 telah terdapat 289 kandidat vaksin, yang mana diantaranya 66 vaksin 
sedang menjalani uji klinis, 15 vaksin sedang dalam uji klinis fase 3, dan 4 
telah selesai tahap uji klinis fase 3. Terdapat 2 kelompok vaksin COVID-19 di 
Indonesia yang saat ini beredar. Pertama, Vaksin Pemerintah Coronavac (PT. 
Sinovac dan PT. Biofarma), pfizer, astrazeneca, dan novavax. Kedua,  Vaksin 
Gotong Royong, yaitu sinopharm, moderna, dll. Saat ini vaksin COVID-19 di 
Indonesia diberikan secara gratis sebesar 70% penduduk dengan 2 tahapan. 
Periode pertama, vaksinasi dilaksanakan pada bulan Januari 2021-April 2021 
dengan prioritas utama diperuntukkan kepada petugas kesehatan, kemudian 
petugas publik. Periode kedua, vaksinasi akan dilaksanakan pada bulan April 
2021-Maret 2021 diperuntukkan bagi masyarakat rentan, kemudian 
masyarakat lainnya.157 
2. Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Penanganan 
Pandemi COVID-19 di Indonesia 
Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia 
pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti udang-
undang dan melaksanakan kebijakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan dalam penanganan kebencanaan dan kesehatan. Kerangka 
strategis penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan ditambah 
dengan peraturan darurat seperti PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 dan PERPPU 
Nomor 2 Tahun 2020.  
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Sumber: Wibowo, 2020, disampaikan dalam Seminar Nasional 
“Menggagas Harmonisasi Hukum Kebencanaan Nasional (Belajar dari 
Pandemi COVID-19)”. 
 
Peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada gambar di atas 
dijadikan sebagai landasan hukum bagi kebijakan penanganan COVID-19 di 
Indonesia. Berikut merupakan kerangka hukum penanganan COVID-19 
beserta kebijakan yang dijalankan pemerintah: 
a) Landasan Konstitusional 
Pembukaan UUD NRI 1945 telah secara tegas bahwa negara 
menjamin perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah Indonesia. Jaminan tersebut yang menjadi landasan filosofis bagi 
negara dalam melindungi warga negaranya dalam situasi darurat 
sekalipun. Pandemi COVID-19 dapat dikatakan sebagai situasi darurat di 
bidang kesehatan, sehingga penting menjadikan pemenuhan hak asasi di 
bidang kesehatan sebagai landasan materiil konstitusional dalam 




1. UU No. 4/1984 tentang 
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2. UU No. 6/2018 tentang 
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Terdapat sejumlah Pasal dalam konstitusi yang menjadi landasan 
yuridis bagi materi pembentukan hukum di bidang kesehatan.158 Pertama, 
Pasal 28A yang menjamin hak hidup setiap orang yang tidak boleh 
dikurangi dalam situasi apapun (non derogable right). Dalam menghadapi 
situasi darurat kesehatan, maka petugas kesehatan haruslah 
mengutamakan penyelamatan nyawa dalam pelayanan kesehatan. Kedua, 
Pasal 28 H ayat (1) hak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketiga, Pasal 28I ayat (4) 
yang menyatakan bahwa negara yang bertanggung jawab atas 
pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak yang sebelumnya 
disebutkan. Keempat, Pasal 34 ayat (3) kembali mempertegas bahwa 
negara menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas fasilitas 
kesehatan yang menyatakan bahwa negara yang bertanggung jawab 
atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 
umum yang layak. 
Implementasi dari pelaksanaan Pasal-Pasal di atas salah satunya 
diwujudkan dengan pembentukan perundang-undangan di bidang terkait. 
Namun, pandemi COVID-19 tidak seuutuhnya mampu ditangani oleh 
produk hukum yang ada, sehingga pemerintah merasa perlu untuk 
membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan 
beberapa peraturan pelaksana, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, 
peraturan presiden, ataupun peraturan daerah. 
Landasan formil konstitusional dalam penanggulangan COVID-19 
terdapat dalam 5 (lima) Pasal di UUD NRI Tahun 1945. Pertama, Pasal 5 
ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 sebagai  legitimasi prosedural 
pembentukan undang-undang. Dalam hal ini undang-undang terkait 
adalah UU Penanggulangan Bencana, UU Kesehatan, UU Wabah Penyakit 
Menular, dan UU Kekarantinaan Kesehatan. Kedua, Pasal 22 ayat (1) 
yang merupakan landasan konstitusional dalam kerangka hukum tata 
negara darurat melalui pembentukan peraturan pemerintah pengganti 
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undang-undang. PERPPU yang dibentuk dalam rangka penanggulangan 
pandemi COVID-19 adalah PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang telah 
disahkan menjadi U Nomor 2 Tahun 2020. Ketiga, Pasal 5 ayat (2) 
sebagai landasan formil konstitusional pembentukan peraturan 
pemerintah dalam melaksanakan undang-undang. Peraturan Pemerintah 
yang digunakan dalam rangka penanggulangan COVID-19 adalah PP 
Nomor 21 Tahun 2020, PP Nomor 21 Tahun 2008, dan PP Nomor 
22Tahun 2008. Keempat, Pasal 4 ayat (1) dalam pembentukan peraturan 
presiden dan keputusan presiden, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 
17 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, Keputusan 
Presiden Nomor 7 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 
2020, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, dst. 
b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
Untuk Penanganan Pandemik COVID-19 
PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 merupakan salah satu peraturan 
perundang-undangan yang secara khusus ditetapkan dalam rangka 
penanganan pandemi COVID-19, khususnya di bidang sistem keuangan 
nasional. Dikeluarkannya PERPPU ini untuk mengantisipasi ancaman 
terhadap perekonomian nasional yang dapat ditimbulkan oleh meluasnya 
penyebaran corona virus. Melalui PERPPU ini diatur mengenai perubahan 
sistem keuangan yang fokus utamanya pada pembelanjaan di bidang 
kesehatan. 
Pasal 2 ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 ini memberikan 
beberapa ketentuan di antaranya sebagai berikut: 
1) Mengubah batasan defisit negara menjadi lebih dari 3 % PDB 
2) Penyesuaian mandatory spending 
3) Pergeseran anggaran 
4) Melakukan tindakan pada beban pengeluaran yang sebelumnya 
belum dianggarkan 
5) Menerbitkan surat utang negara dengan tujuan tertentu 
6) Menetapkan sumber pembiayaan anggaran dari luar negeri 




8) Refocusing anggaran (Pasal 3 ayat (2) menentukan refocusing 
anggaran dapat diberlakukan di APBD) 
9) Hibah kepada Pemerintah Daerah 
10) Penyederhanaan dokumen keuangan. 
Selain itu, PERPPU ini juga mengatur mengenai kebijakan keuangan 
negara dengan menyesuaikan tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan 
dalam negeri dan bentuk usaha tetap, memberlakukan pajak pada 
perdagangan dengan sistem elektronik, perpanjangan waktu pemenuhan 
kewajiban perpajakan, dan pembebasan atau keringanan bea masuk.159  
Tarif pajak penghasilan disesuaikan dari yang sebelumnya sebelumnya 
sebesar 28% (dua puluh delapan persen)160menjadi 22% (dua puluh dua 
persen) untuk tahun 2020-2021 dan sebesar 20% (dua puluh persen) 
untuk tahun 2022.161  
Selanjutnya, pajak dalam perdagangan sistem elektronik 
dikhususkan pada Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena 
Pajak dari Luar Daerah Pabean serta perdagangan elektronik yang 
dilakukan subjek dari luar negeri yang memiliki pengaruh ekonomi yang 
signifikan. 162 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap 
perdagangan dalam sistem elektronik ini mulai diberlakukan pada 1 Jul 
Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
48/PMK.03/2020 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan 
teknisnya.163 
Kemudian, kemudahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban 
perpajakan dilakukan dengan beberapa ketentuan. Pertama,  
perpanjangan jatuh tempo selama paling lama 6 (enam) bulan pada 
                                                                
159 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) Lembaran Negara Nomor 87 
160 Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran 
Negara Nomor 144 
161 Pasal 8 ayat(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) Lembaran Negara Nomor 87 
162 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) Lembaran Negara Nomor 87 
163 Kementerian Keuangan, PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik akan Dikenakan Mulai 1 Juli 
2020 (online),https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ppn-perdagangan-melalui-sistem-




pengajuan keberatan wajib pajak yang jatuh temponya terjadi saat 
pandemi COVID-19. Kedua, penambahan 1 (satu) bulan untuk jatah 
tempo pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ketiga, perpanjangan 
penerbitan surat ketetapan mengenai permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran, surat keberatan pajak, dan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif dilakukan paling lama 6 (enam) bulan. 
Semua ketentuan tersebut pemberlakuannya mengikuti keputusan 
presiden terkait penetapan bencana nasional.164 
Kebijakan terakhir, yaitu pembebasan atau keringanan bea masuk. 
Pengaturannya diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas 
Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang untuk 
Keperluan Penanganan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19). Melalui peraturan menteri tersebut beberapa barang yang 
diimpor keperluan penanganan COVID-19 dibebaskan dari biaya bea 
masuk dan/atau cukai, biaya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan.165Barang-barang 
tersebut merupakan kategori barang Hand Sanitizer dan Produk 
Mengandung Desinfektan, Test Kit dan Reagent Laboratorium, Virus 
Transfer Media, Obat dan Vitamin, Peralatan Medis, dan Alat Pelindung 
Diri (APD).166 
Program lainnya untuk mendukung kebijakan keuangan negara 
adalah program ekonomi nasional. Program dilakukan dengan sejumlah 
kegiatan, yaitu Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan/atau 
investasi Pemerintah, dan kegiatan penjaminan dengan skema yang 
ditetapkan Pemerintah. 167 Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
selanjutnya diatur dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program 
                                                                
164  Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) Lembaran Negara Nomor 87 
165 Pasal 2 ayat (1) Permenkeu No. 34/PMK.04/2020 
166 Lampiran Permenkeu No. 34/PMK.04/202, hlm. 17-21 
167 Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 




Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan 
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 
Nasional. 
PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 31 Maret 
2020 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada 
tanggal 12 Mei 2020. Sebelumnya, PERPPU tersebut ditetapkan tanpa 
didahului adanya deklarasi kedaruratan apapun oleh Presiden, sehingga 
kehadiran PERPPU ini berada dalam rezim hukum normal. Suatu 
peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang dapat dikatakan peraturan darurat haruslah 
didahului dengan suatu pernyataan atau deklarasi untuk mengaktifkan 
hukum darurat tersebut. 
Dalam rezim hukum darurat sekalipun peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang dapat tetap ditetapkan dan disahkan, hanya 
saja masa berlaku PERPPU tersebut hanya sampai pada berakhirnya 
keadaan bahaya melalui deklarasi atau suatu pernyataan resmi. Artinya, 
apabila PERPPU dikeluarkan dan kemudian disahkan menjadi undang-
undang di luar dari rezim hukum darurat masa berlakunya sama seperti 
hukum dalam keadaan normal. Sehingga, UU Nomor 2 Tahun 2020 yang 
mengesahkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang 
tidak secara otomatis berakhir dengan keputusan presiden yang 
menyatakan berakhirnya status bencana nasional, namun harus dicabut 
dengan undang-undang. 
Hal ini tidak hanya berdampak pada UU Nomor 2 Tahun 2020 saja, 
namun juga peraturan pelaksana yang ada di bawahnya. Selain itu 
banyak peraturan di tingkat kementerian/lembaga negara yang secara 
tegas menyatakan Pandemi COVID-19 dalam judul dalam peraturan 
tersebut, tanpa adanya ketegasan dalam normanya yang menyatakan 
masa berlaku aturan berlaku sampai saat deklarasi darurat berakhir. Hal 






c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana 
UU Penanggulangan Bencana merupakan suatu payung hukum yang 
berperan besar dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Aturan ini 
menjadi dasar hukum utama dalam pengambilan kebijakan dalam rangka 
penanggulangan pandemi COVID-19. Beberapa aturan hukum dan 
kebijakan berkenaan dengan penanganan COVID-19 yang dibuat dalam 
kerangka penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: 
1) Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan 
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona 
di Indonesia 
Kasus pertama COVID-19 di Indonesia memang muncul 
pada 3 Maret 2020, namun strategi pencegahan bencana dalam 
menghadapi pandemi ini sudah dimulai beberapa bulan 
sebelumnya. Kepala BNPB mengeluarkan Keputusan Kepala 
BNPB No. 9.A Tahun 2020 yang menetapkan wabah penyakit 
yang disebabkan corona virus  sebagai keadaan tertentu 
darurat bencana sebelum ditetapkannya penyebaran corona 
virus sebagai pandemi COVID-19. Dikeluarkannya keputusan ini 
merupakan langkah awal dalam menghadapi ancaman bencana 
sebelum ditetapkannya status bencana. 
 Berbeda dengan status darurat bencana yang dilaksanakan 
pada saat tanggap darurat, status keadaan tertentu darurat 
bencana dapat ditetapkan pada prabencana dan pasca bencana. 
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana diberlakukan dalam 2 
(dua) kondisi sebagai berikut: 
a) Adanya potensi bencana dengan tingkat ancaman 
maksimum; dan 
b) Telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau 




luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi 
masyarakat.168 
Corona Virus merupakan suatu bentuk ancaman bencana 
berupa organisme mikrokospik 169  yang tidak terlihat dengan 
tingkat penularan yang tinggi. Karakteristik dari corona virus 
yang sebelumnya belum pernah dikenali menyebabkan 
pemerintah kesulitan untuk mencegah dampak buruk dari 
menyebarnya virus tersebut. Sehingga virus tersebut memiliki 
ancaman bahaya yang dapat dikatakan maksimum. 
 Penyelenggaraan penanggulangan dalam keadaan tertentu 
darurat bencana diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 17 
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
dalam Keadaan Tertentu. Penetapan Status Keadaan Tertentu 
Darurat Bencana memberikan BNPB kemudahan akses yang 
hanya diberikan pada saat tanggap darurat. Status Keadaan 
Tertentu Darurat Bencana pada penyebaran corona virus 
menjadi bagian dari strategi prabencana saat adanya potensi 
bencana. Beberapa tindakan dan kebijakan diberlakukan oleh 
BNPB dalam tahapan prabencana, di antaranya sebagai berikut: 
a) Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam 
Pengamatan Gejala Bencana  
Pasal 19 ayat (2) huruf a PP Nomor 21 Tahun 2008 
menyebutkan bahwa mitigasi bencana dalam tahap pra 
bencana dilakukan dengan mengamati gejala bencana. 
Pengamatan tersebut harus berkoordinasi dengan pihak 
terkait. Ancaman bencana ini merupakan ancaman yang 
mengancam sektor kesehatan masyarakat, maka BNPB 
berkoordinasi dengan salah satu leading sector, yaitu 
Kementerian Kesehatan. 170 Dalam tahap ini Kementerian 
Kesehatan telah melakukan beberapa persiapan, yaitu 
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dengan menyiapkan call center, leaflet, website khusus 
untuk corona, media sosial, dll.171 
b) Kampanye GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 
dan Persiapan Hari Kesiapsiagaan Bencana 
Sebagai salah satu strategi pencegahan BNPB kembali 
mencanangkan kampanye perilaku hidup sehat yang 
dinamai GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat). 
Pelaksanaan kampanye dilaksankaan mendekati momentum 
Hari Kesiapsiagaan Bencana sebagai bentuk persiapan 
menghadapi hari peringatan tersebut.172 
c) Pembentukan Tim Gerak Cepat untuk menyelamatkan 
WNI yang berada di Cina 
Sebelum coronavirus masuk ke Indonesia, virus  
tersebut telah tersebar di beberapa negara, salah satunya 
Tiongkok dengan dampak terparah. Beberapa WNI yang 
tinggal di Tiongkok dievakuasi dari lokasi bencana. Selain itu 
BNPB juga menyiapkan masker N-95 untuk di bawa ke lokasi 
bencana.173 
d) Menyiapkan Pulau Natuna sebagai tempat Pengungsian 
sementara 
WNI yang dievakuasi kemudian dibawa ke Pulau Natuna 
untuk dilakukan masa observasi gejala coronavirus. BNPB 
menyiapkan transportasi, logistik, dan tiket kepulangan ke 
daerah masing-masing WNI.174 Hal ini dilakukan oleh BNPB 
dalam tahap kesiapsiagaan bencana. Segala biaya yang 
dikeluarkan menggunakan dana siap pakai yang dimilki 
BNPB, karena status keadaan darurat tertentu telah 
ditetapkan sebelumnya. 
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2) Penanganan Darurat dengan 3T (Tracing, Testing, dan 
Treatment) 
Setelah ditemukannya kasus pertama positif COVID-19, 
pemerintah perlu segera melakukan tindakan penanganan darurat, 
yaitu melalui tindakan 3T (Tracing, Testing, dan Treatment). Tracing 
merupakan tindakan penelusuran kontak erat dengan pasien positif 
COVID-19. Testing merupakan serangkaian tes untuk menentukan 
adanya coronavirus di dalam tubuh. Treatment merupakan tindak 
lanjut berupa perawatan pasien positif COVID-19. 175   Tindakan 
demikian dilakukan dalam tahapan prabencana dengan status masih 
status keadaan tertentu darurat bencana. 
Pola tindakan 3T sesungguhnya memang langkah yang dalam 
kondisi ideal diambil saat terjadinya situasi tanggap darurat 176 , 
namun karena kondisi yang bahaya dan mendesak, maka tindakan 
yang dilakukan baik dalam tahapan prabencana, tanggap darurat, 
dan pasca bencana dilakukan secara bersamaan. Hal ini merupakan 
pertama kali dalam sejarah sejak berdirinya BNPB, tindakan 
penanggulangan bencana pada tiap tahapan dilaksanakan di saat 
yang bersamaan. 177  Ini dilakukan untuk mencegah perluasan 
dampak dan mengurangi angka kematian akibat COVID-19. 
3) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
yang diubah dengan Kepres Nomor 9 Tahun 2020. 
Beberapa hari setelah ditemukannya Kasus Pertama, tepatnya 
pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden membentuk Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) melalui 
penetapan Kepres Nomor 7 Tahun 2020 yang kemudian diubah 
menjadi Kepres Nomor 9 Tahun 2020. Gugus Tugas Percepatan 
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dasar dalam bidang kesehatan yang dilakukan saat tanggap darurat berdasarkan Pasal 48 UU 
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Penanganan COVID-19 dibentuk agar mempermudah koordinasi 
antar kementerian/lembaga pemerintahan dalam percepatan 
penanganan COVID-19 yang diperlukan penanganan yang 
multisektor. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada 
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden 178 
dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: 
a. Pengarah: 
1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan 
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan 
Keamanan 
3. Menteri Kesehatan 
4. Menteri Keuangan 
b. Pelaksana: 
1. Ketua Pelaksana: Kepala BNPB 
2. Wakil Ketua Pelaksana: Asisten Operasi Panglima 
TNI dan Asisten Kapolri 
3. Anggota Pelaksana:  
a) Unsur Kementerian Koordinator 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
b) Unsur Kementerian Kesehatan 
c) Unsur Kementerian Dalam Negeri 
d) Unsur Kementerian Luar Negeri 
e) Unsur Kementerian Perhubungan 
f) Unsur Kementerian Komunikasi dan 
Informatika 
g) Unsur Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 
h) Unsur Kementerian Agama 
i) Unsur BNPB 
j) Unsur TNI 
k) Unsur Kepolisian RI 
                                                                




l) Unsur Kantor Staff Presiden 
Susunan keanggotaan pada bagan di atas menunjukkan bahwa 
penanganan pandemi COVID-19 dilakukan dengan perspektif yang 
multisektor. Mulai dari tim pengarah yang diisi oleh menteri dari tiap-
tiap kementerian juga dengan beberapa kelembagaan lainnya, 
seperti Kepala Badan Intelejen Negara, Kepala Staff Kepresidenan, 
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Panglima Tentara Nasional 
Indonesia,Kepala Kepolisian Negara Indonesia, dan seluruh 
Gubernur di Indonesia. Perwakilan dari unsur tiap-tiap kementerian 
juga masuk dalam bagian dari tim pelaksana gugus tugas percepatan 
penanganan COVID-19 dengan Kepala BNPB sebagai ketuanya. 
Pengaturan mengenai pembentukan kelembagaan yang 
multisektor seperti gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 
sebenarnya tidak diatur dalam UU Penanggulangan Bencana. Namun, 
pandemi COVID-19 memiliki karakteristik yang harus ditangani 
dengan langkah yang luar biasa. Sehingga dibentuknya Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan COVID-19 melalui keputusan presiden 
merupakan langkah taktis presiden dalam menggunakan 
kekuasaannya. Hal tersebut memang bisa saja tidak menimbulkan 
persoalan saat ini, namun dalam jangka panjang perlu dipikirkan 
kembali adanya skema penanganan bencana yang multisektor 
seperti halnya pandemi COVID-19 agar responnya tidak reaksioner 
semata.   
4) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) sebagai Bencana Nasional 
Bersamaan dengan dikeluarkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 
2020, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 
2020 yang menetapkan pandemi COVID-19 menjadi status darurat 
bencana nasional. Dengan adanya Kepres Nomor 12 Tahun 2020, 




Akibat hukum yang ditimbulkan antara kedua status tersebut 
dalam bidang hukum kebencanaan sebenarnya tidak berbeda dalam 
kasus bencana pandemi COVID-19. Perbedaannya sesungguhnya 
hanya terletak pada waktu penetapan status di tahapan penanganan 
bencana (lihat gambar) yang juga akan berpengaruh pada tindakan 
yang diambil dalam tiap-tiap tahapan bencana. Namun, dalam kasus 
pandemi COVID-19 tindakan penanggulangan yang dilakukan tidak 
lagi mengenal batasan tahapan seperti yang ada di UU 
Penanggulangan Bencana. Tindakan prabencana, tanggap darurat, 
dan pasca bencana semuanya dilakukan secara bersamaan dalam 
penanggulangan pandemi COVID-19. 
Pasca penetapan status darurat bencana nasional tidak banyak yang 
berubah dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah 
yang diambil hanya meneruskan kebijakan-kebijakan yang 
sebelumnya telah dilakukan sebelum adanya penetapan status 
darurat bencana nasional. 
5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite 
Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional yang diubah dengan Perpres Nomor 108 
Tahun 2020. 
Pada 20 Juli 2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-
19 dibubarkan dan digantikan dengan Komite Penanganan COVID-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Perpres Nomor 82 
Tahun 2020. Tidak hanya menggantikan gugus tugas percepatan 
penanganan COVID-19 saja, perpres ini juga membubarkan 18 
Komite/Tim yang bergerak di bidang perekonomian serta 
menyatakan tidak berlaku 17 Peraturan Presiden dan Keputusan 
Presiden yang berkaitan dengan berbagai sektor. 
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
memiliki struktur yang berbeda dengan Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19, meskipun dalam lingkup tugas yang tidak 
jauh berbeda. Dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-




penanggulangannya ada pada sektor kesehatan dan ekonomi, 
sedangkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Komite Kebijakan, Satuan 
Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan 
Transformasi Ekonomi Nasional. Masing-masing bagian memiliki 
struktur tersendiri, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya 
dengan lebih fokus dan terpadu. 
d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
UU Kesehatan merupakan aturan induk dalam hal penyelenggaraan 
kesehatan. Lebih lagi UU Kesehatan juga menjadi jembatan pelaksanaan 
upaya kesehatan yang merupakan bagian dari kegiatan penanggulangan 
bencana. UU ini yang menjadi aturan sentral dalam penanggulangan 
pandemi COVID-19 yang merupakan bencana di bidang kesehatan. 
Berkenaan dengan penanggulangan pandemi COVID-19 undang-undang 
ini mengatur terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada saat 
bencana dan juga pengendalian penyakit menular. Terkait dengan 
penyakit menular diatur tersendiri dalam Bab X UU Kesehatan dan 
pelayanan kesehatan saat bencana diatur dalam Bab VI  tentang upaya 
kesehatan bagian pelayanan kesehatan pada bencana. 
Pelayanan kesehatan pada bencana dilakukan saat tanggap darurat 
dan pasca bencana yang mana pembiayaan kesehatannya di jamin oleh 
pemerintah. 179  Pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam keadaan 
bencana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis 
Kesehatan. Dalam permen tersebut yang dimaksud dengan krisis 
kesehatan adalah sebagai berikut: 
“Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 
yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, 
pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak 
pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di 
luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak 
memadai.”180  
                                                                
179 Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara 
Nomor 144 




Definisi krisis kesehatan di atas berkaitan erat dengan definisi bencana 
yang mengakibatkan adanya korban jiwa manusia. 
 Penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dengan sistem klaster181 
yang tetap integral dengan klaster penanggulangan bencana. Klaster 
akan dibagi berdasarkan wilayah, yaitu Klaster Kesehatan Nasional, 
Klaster Kesehatan Provinsi, dan Klaster Kesehatan Kabupaten/Kota.182 
Kemudian klaster tersebut dibagi lagi menjadi sub klaster sebagai berikut, 
sub klaster pelayanan kesehatan; sub klaster pengendalian penyakit dan 
kesehatan lingkungan; sub klaster kesehatan reproduksi; sub klaster 
kesehatan jiwa; sub klaster pelayanan gizi; dan sub klaster identifikasi 
korban mati akibat bencana (Disaster Victim Identification).183 
 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 
penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dengan tiga tahap, yaitu 
prakrisis kesehatan, tanggap darurat Krisis Kesehatan, dan pascakrisis 
kesehatan. 184  Dalam tahapan prakrisis kesehatan kegiatan yang 
dilakukan mencakup kegiatan kajian risiko, menyusun rencana 
penanggulangan risiko, meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, dll. 
Selain itu kegiatan tersebut juga disertai dengan kegiatan kesiapsiagaan 
yang diantaranya melaksanakan simulasi bidang kesehatan, menyiapkan 
tim RHA,185 tim Darurat Medis (emergency medical team), tim Respon 
Cepat Kesehatan Masyarakat, dan tim kesehatan lainnya serta kegiatan 
kesiapsiagaan yang lain yang diatur dalam peraturan menteri tersebut. 
 Tahapan tanggap darurat Krisis Kesehatan haruslah didahului oleh 
penetapan status keadaan darurat Krisis Kesehatan.186Namun, karena 
penanggulangan krisis kesehatan yang terintegrasi dengan 
penanggulangan bencana, sehingga apabila telah ditetapkan status 
darurat bencana, maka tahapan Tanggap Darurat Krisis Kesehatan dan 
kegiatan-kegiatannya sudah dapat dilaksanakan. 187   Dalam tahapan 
                                                                
181 Pasal 4 ayat (1) Permenkes No. 75/2019 
182 Pasal 5 ayat (1) Permenkes No. 75/2019 
183 Pasal 4 ayat (4) Permenkes No. 75/2019 
184 Pasal 8 ayat (2) Permenkes No. 75/2019 
185 RHA merupakan singkatan dari Rapid Health Assessment yang merupakan serangkaian kegiatan 
(mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa) data dan informasi guna mengukur dampak 
kesehatan dan mengidetifikasi kebutuhan masyarakat terdampak yang memerlukan respon segera. 
186 Pasal 10 ayat (2) Permenkes No. 75/2019 




tanggap darurat Krisis Kesehatan kegiatan yang dilakukan diantaranya 
adalah melakukan Rapid Health Assessment (RHA); aktivasi klaster 
kesehatan dan mobilisasi tim Darurat Medis dan tim Respon Cepat 
Kesehatan Masyarakat; melaksanakan rencana operasi Krisis Kesehatan; 
mobilisasi sarana prasarana kesehatan; memastikan pelayanan 
kesehatan berjalan sesuai standar; mengintensifkan pemantauan 
perkembangan situasi; dan melaksanakan Komunikasi Krisis 
Kesehatan.188 
 Pascakrisis Kesehatan bertujuan untuk mengembalikan sistem 
kesehatan seperti semula sebelum adanya bencana. 189Kegiatan yang 
dilakukan pada saat pascakrisis Kesehatan, yaitu: 
1) Melakukan penilaian kerusakan, kerugian, dan kebutuhan sumber 
daya kesehatan pascakrisis kesehatan; 
2) Menyusun rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan; 
3) Melaksanakan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Kesehatan; 
4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Kesehatan.190 
Pelaksanaan UU Kesehatan dalam Pandemi COVID-19 juga tidak 
hanya berkaitan dengan pelayan kesehatan saja, namun juga 
penanggulangan penyakit menular. Respon terhadap penyakit menular 
harus dilakukan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan 
pemberantasan penyakit dan sumber penyakit. Upaya-upaya tersebut 
dapat dilakukan dengan mengadakan Program Penanggulangan Penyakit 
Menular yang pengaturannya lebih lanjut diatur di Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang 
Penanggulangan Penyakit Menular. Dalam tingkatan keadaan tertentu 
penyakit menular dapat ditetapkan menjadi wabah atau Kejadian Luar 
Biasa (KLB). Dalam hal terjadinya wabah yang disebabkan penyakit telah 
diatur tersendiri dalam UU Wabah Penyakit Menular yang akan dibahas 
lebih lanjut dalam poin tersendiri dalam sub bab ini. 
                                                                
188 Pasal 11 Permenkes No. 75/2019 
189 Pasal 16 ayat (1) Permenkes No. 75/2019 




e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan 
UU Kekarantinaan Kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan 
pengendalian COVID-19, karena undang-undang tersebut yang mengatur 
mengenai pengendalian penyakit menular melalui kekarantinaan, 
termasuk COVID-19. Kekarantinaan Kesehatan merupakan, “upaya 
mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau 
faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan 
kedaruratan kesehatan masyarakat.”Kekarantinaan kesehatan dapat 
dilakukan sebelum dan setelah adanya pernyataan kedaruratan 
kesehatan, yaitu dengan pengamatan penyakit dan faktor risiko 
kesehatan masyarakat pada Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau 
lingkungan. 
Saat status kedaruratan kesehatan masyarakat ditetapkan, maka 
pemerintah dapat meresponnya dengan tindakan kekarantinaan 
kesehatan191 baik di Pintu Masuk maupun di wilayah. Bahkan dalam 
keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dilakukan karantina 
wilayah di Pintu Masuk192 untuk mencegah datangnya risiko penyakit dari 
luar wilayah Indonesia. 
Di masa awal kemunculan COVID-19 di Indonesia, pemerintah 
menyiapkan pengawasan di pintu masuk, utamanya bandara dengan 
memberikan kartu kewaspadaan kesehatan pada negara yang memiliki 
kenaikan angka terpapar COVID-19 yang tinggi (Tiongkok, Iran, Italia, 
dan Korea Selatan).193 Selain itu juga pasca terkonfirmasi pasien pertama 
positif COVID-19 di Indonesia, karantina rumah telah dilakukan 
pemerintah. 194 Dalam masa pengamatan penyakit, kementerian 
kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel 
                                                                
191 Tindakan Kekarantinaan Kesehatan meliputi karantina, isolasi pemberian vaksinasi, rujukan, 
disinfeksi, dekontaminasi, PSBB, dll berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 128 
192 Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 
Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 128 
193 Merdeka.com, 2 April 2020, Kronologi Munculnya COVID-19 di Indonesia hingga Terbitnya 
Keppres Darurat Kesehatan (online), https://merdeka.com/trending/kronologi-munculnya-covid-19-





Coronavirus (infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit yang Dapat 
Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Sampai akhirnya 
pada 31 Maret 2020 Presiden mengeluarkan Kepres Nomor 11 Tahun 
2020 sebagai deklarasi status kedaruratan kesehatan masyarakat. 
Penetapan status kedaruratan kesehatan melalui keputusan presiden 
sebenarnya langkah yang diambil presiden dengan kewenangan yang 
dimilikinya dari kekosongan hukum peraturan pelaksana mengenai tata 
cara penetapan dan pencabutan status kedaruratan kesehatan 
masyarakat. Tidak hanya itu, peraturan pelaksana dari UU Kekarantinaan 
Kesehatan belum ada yang disahkan oleh pemerintah. Pada saat status 
ditetapkan, maka kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh 
pemerintah pusat, namun peraturan pelaksana mengenai 
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat sampai saat ini juga 
belum ada. 
Setelah berlakunya status kedaruratan kesehatan, maka pemerintah 
dapat memberikan respon tindakan kekarantinaan kesehatan di wilayah 
dan pintu masuk. Beberapa pilihan yang dapat dilakukan, diantaranya 
adalah karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk mengatasi kekosongan 
hukum peraturan pelaksana penanggulangan kekarantinaan kesehatan 
sekaligus pengambilan kebijakan penanganan COVID-19 pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 
Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan PP No. 21/2020 
adalah,  
“Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu 
wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan 
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).”195 
 
                                                                
195 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 
dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Lembaran Negara RI 




Pengertian di atas menunjukkan bahwa PP No. 21/2020 memberikan 
batasan pengertian PSBB hanya pada infeksi corona virus saja dan tidak 
berlaku umum untuk ancaman kedaruratan kesehatan lainnya. 
Dalam menentukan suatu wilayah dapat dilakukan kebijakan PSBB 
harus dipenuhi 3 (tiga) kriteria dan satu syarat tambahan, yaitu adanya 
peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian menyebar secara 
signifikan dan cepat dalam suatu wilayah, penyebaran secara cepat 
dalam waktu tertentu di wilayah lain, terbukti terdapat kasus transmisi 
lokal196, dan kesiapan daerah dalam melaksanakan PSBB (ketersediaan 
kebutuhan dasar, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, dan 
ketersediaan anggaran).197 
 Pelaksanaan PSBB dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berikut merupakan tata cara 
penetapan PSBB: 
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196 Penyebaran corona virus terjadi antar orang di suatu wilayah tanpa riwayat bepergian dari 
negara terdampak dan kontak dengan pasien postif. 
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PSBB dilaksanakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan harus 
disertakan bukti terpenuhi kriteria yang diminta. Adanya peningkatan 
kasus harus disertakan dengan bukti kurva epidemiologi kasus dan 
kematian. Apabila ada lonjakan kasus yang terjadi dalam waktu hari atau 
minggu, maka sudah dapat dikatakan adanya peningkatan kasus yang 
signifikan. Data kriteria yang disiapkan pemerintah daerah juga harus 
disertai dengan bukti kesiapan daerah menghadapi PSBB. Permohonan 
dilakukan hanya untuk satu daerah tertentu, baik kota/kabupaten 
maupun provinsi dan diajukan oleh masing-masing kepala daerah atau 
dilakukan secara bersamaan. Permohonan juga dapat dilakukan dalam 
lintas provinsi yang diajukan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19. 
Permohonan yang diterima haruslah dikoordinasikan dengan tim 
yang bertugas untuk melakukan kajian epidemiologis dan kajian terhadap 
aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan 
keamanan. Selain itu permohonan juga harus dikoordinasikan dengan tim 
gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Setelah itu menteri baru 
akan mengeluarkan keputusan menteri yang menetapkan PSBB di suatu 
daerah. 
Pelaksanaan PSBB dilakukan dengan melakukan pembatasan 
kegiatan, yaitu peliburan tempat kerja dan sekolah, pembatasan kegiatan 
keagamaan, pembatasan ditempat atau fasilitas umu, pembatasan 
kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan 
pembatasan lain, khususnya aspek pertahanan dan 
keamanan.198Pelaksanaannya dilakukan selama masa inkubasi terlama, 
yaitu 14 hari. 199 Pelaksanaan PSBB dapat diperpanjang jika masih 
ditemukan adanya penyebaran di daerah tersebut.200 
Selama masa pelaksanaan PSBB pemerintah daerah harus mencatat 
dan melaporkan pelaksanaan PSBB untuk dapat mengukur keberhasilan 
                                                                
198 Pasal 13 ayat (1) Permenkes No. 9/2020 
199 Diakses di laman resmi satgas penanganan COVID-19 di covid19.go.id pada 13 Maret 2021 




pelaksanaan PSBB.201Selain itu pembinaan dan pengawasan juga tetap 
dilakukan dengan memberikan advokasi dan sosialisasi terkait COID-19 
di daerah, asistensi teknis, dan pemantauan dan evaluasi.202Hasil evaluasi 
yang akan menjadi pertimbangan menteri untuk mencabut penetapan 
PSBB.203 
f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular (disingkat UU Wabah) merupakan undang-undang yang secara 
khusus mengatur mengenai penanggulangan wabah yang ditimbulkan 
dari adanya penyakit menular. Undan-undang tersebut mengatur 
mengenai jenis penyakit yang menimbulkan wabah, upaya 
penanggulangan wabah, hak dan kewajiban, dan ketentuan pidana serta 
ketentuan pengalihan. 
Penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah telah ditetapkan 
oleh menteri kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit 
Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 
Penanggulangannya, yaitu kolera, pes, demam berdarah dengue, 
campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, avian influenza H5N1, 
antraks, leptospirosis, hepatitis, influenza A baru H1N1, meningitis, 
yellow fever, dan chikungunya. 204  Penyakit menular yang belum 
ditetapkan sebelumnya dapat ditetapkan kemudian oleh menteri. Seperti 
halnya corona virus yang ditetapkan menjadi penyakit menular yang 
dapat menimbulkan wabah melalui Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang 
Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai 
Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 
Penanggulangannya. 
                                                                
201 Pasal 16 Permenkes No. 9/2020 
202 Pasal 17 ayat (3) Permenkes No. 9/2020 
203 Pasal 17 ayat (7)Permenkes No. 9/2020 




 Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi, penyelidikan 
epidemiologis; pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi 
penderita, termasuk tindakan karantina; pencegahan dan pengebalan; 
pemusnahan penyebab penyakit; penanganan jenazah akibat wabah; 
penyuluhan kepada masyarakat; dan upaya penanggulangan 
lainnya. 205Peraturan pelaksana yang lebih lanjut mengatur mengenai 
penanggulangan wabah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. 
 PP Nomor 40 Tahun 1991 mengatur dengan lebih rinci mengenai 
penetapan daerah wabah. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 wabah 
ditetapkan dan dicabut oleh Menteri Kesehatan dan berlaku untuk satu 
kabupaten/kota. Penetapan daerah wabah haruslah didasarkan pada 
data epidemiologi yang berisi angka kesakitan, angka kematian, dan 
metode penanggulangannya.206 Menteri Kesehatan bertanggung jawab 
atas pelaksanaan teknis penanggulangan wabah207dan kepala daerah 
tingkat II sebagai pelaksana operasional 208  yang bertanggung jawab 
kepada pemerintah daerah tingkat I.209 
 Sampai saat ini penanggulangan Pandemi COVID-19 telah sampai 
pada tahap vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi merupakan bagian dari 
upaya penanggulangan wabah dalam kegiatan pencegahan dan 
pengebalan. Dalam penjelasan atas UU PP No. 40/1991 dijelaskan bahwa 
pengebalan dan pencegahan dapat dilakukan melalui vaksinasi, 
penyemprotan, dan kegiatan lainnya yang diperlukan. Tindakan 
pencegahan dan pengebalan secara khusus dilakukan terhadap 
masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.210Dalam hal 
ini vaksinasi COVID-19 diprioritaskan kepada petugas kesehatan, petugas 
pelayanan publik, dan orang lanjut usia. Kegiatan pencegahan dan 
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pengebalan, termasuk vaksinasi dapat dilakukan tanpa persetujuan dari 
orang yang bersangkutan.211 
C. Implikasi Yuridis Penetapan Status Darurat Bencana Nasional 
1. Impilkasi Yuridis Penetapan Status Darurat Bencana Nasional 
terhadap Hukum Perjanjian dan Hukum Pidana 
Bencana non alam pandemi COVID-19 memiliki pengaruh terhadap 
berjalannya seluruh sektor kehidupan, termasuk pelaksanaan dan penegakan 
hukum. Sepanjang tahun 2020 telah banyak kajian dan penelitian dilakukan 
untuk melihat sejauh mana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap 
implementasi peraturan perundang-undangan di berbagai ranah hukum. 
Misalnya, dalam ranah hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban 
pidana saat keadaan darurat bencana. Erwin Ubwarin mengutip tulisan I Gede 
Widhiana Suarda dalam bukunya Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, 
dan Pemberat Pidana bahwa keadaan darurat erat kaitannya dengan daya 
paksa. 
 “…apabila fakta hukum yang hakikatnya lebih dekat dengan 
keadaan darurat maka akan dikualifikasikan daya paksa (overmacht). 
Oleh karena itu, keadaan darurat sebagai alasan penghapus pidana 
selalu dikaitkan dengan daya paksa (overmacht).”212 
Kontras dengan pernyataan di atas apabila berkaitan dengan tindak 
pidana korupsi, maka keadaan darurat tersebut dapat dijadikan sebagai 
pemberat pidana. Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi yang 
menyatakan bahwa,“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat 
dijatuhkan.”213Mohammad Khairul menilai bahwa pandemi COVID-19 dapat 
dikategorikan sebagai “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, 
sehingga pidana mati dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang telah 
memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1). Status darurat bencana nasional dan 
status kedaruratan kesehatan masyarakat menjadi alasan yang kuat untuk 
dapat menjatuhkan pidana ati bagi terdakwa. 
“Dengan demikian, beberapa rangkaian peristiwa dan kebijakan 
(darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana non-alam) di 
atas kiranya dapat dijadikan sebagai dasar bahwa pada saat ini 
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Indonesia sudah memasuki level Negara dalam keadaan bahaya 
sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 UU Tipikor, maka 
penegak hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati 
terhadap terdakwa.”214 
Selain ranah hukum pidana, pengaruh pandemi COVID-19 dalam hukum 
perjanjian juga menjadi bahasan diskusi di kalangan akademisi maupun 
praktisi. Perdebatan yang muncul adalah apakah penetapan status darurat 
bencana nasional dapat dijadikan sebagai dasar adanya force major yang 
menyebabkan tidak dapat dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian. 
Pendapat Refly Harun yang dikutip dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul 
“Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pendemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan” 
menyatakan bahwa, ”…dalam konteks COVID-19, para pihak maupun objek 
perjanjiannya tidak serta merta hilang, seperti halnya yang terjadi dengan 
bencana alam.”215Pendapat tersebut menjadi salah satu dasar argumentasi 
bahwa pandemi COVID-19 tidak serta merta dapat menjadi alasan 
pembatalan kontrak. Meskipun demikian, Wardatul Fitri menyimpulkan bahwa 
adanya penetapan status bencana nasional dan status kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang diikuti kebijakan PSBB di suatu daerah dapat menghambat 
debitur memenuhi kewajibannya, sehingga kepada kreditur dapat dilakukan 
sangkalan dengan alasan adanya force major.216 
2. Implikasi Yuridis Penetapan Status Darurat Bencana terhadap 
Penanggulangan Bencana dan Dampak Kesehatan yang Timbul 
dari Pandemi COVID-19 
Dalam penanggulangan dampak pandemi COVID-19 dua status 
kedaruratan ditetapkan, yaitu status darurat bencana dan status kedaruratan 
kesehatan masyarakat. Melalui penetapan kedua status tersebut lahir 
kewenangan dan kewajiban pemerintah dalam mengutamakan 
penanggulangan pandemi COVID-19 demi kepentingan umum serta adanya 
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saksi yang timbul apabila terdapat pelanggaran dalam upaya penanganan 
bencana. 
Status darurat bencana apabila telah ditetapkan, maka telah masuk tahap 
tanggap darurat dalam penanggulangan bencana. Secara langsung 
penetapan ini juga akan mengaktifkan kemudahan akses seperti yang 
dicantumkan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana. Misalnya, 
terkait kemudahan akses izin tinggal terbatas bagi Warga Negara Asing yang 
membantu kegiatan penanggulangan bencana saat tanggap darurat. 
Pasal 33 ayat (5) PP Nomor 21 Tahun 2008 mengatur terkait masa berlaku 
izin tinggal terbatas bagi Warga Negara Asing yang membantu kegiatan 
penanggulangan bencana saat tanggap darurat paling lama sesuai dengan 
lamanya tanggap darurat bencana. Masa tanggap darurat bencana mengikuti 
deklarasi status darurat bencana yang tidak memiliki aturan batas waktu masa 
pemberlakuan. Tanggap darurat berakhir setelah deklarasi darurat bencana 
dicabut. Hal ini menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai imigrasi di Indonesia. Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum 
dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 yang mengatur jangka waktu paling lama 
izin tinggal terbatas adalah 2 (dua) tahun.  
Sanksi pidana dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi-
halangi kemudahan akses dalam Pasal 50 ayat (1). Ketentuan tersebut diatur 
dalam Pasal 77 UU Penanggulangan Bencana sebagai berikut: 
“Setiap orang yang dengan sengaja menghambat 
kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”217 
Selain itu sanksi pidana juga dikenakan kepada orang yang menyalahgunakan 
pengelolaan sumber daya bantuan bencana, yaitu perencanaan, penggunaan, 
pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, 
dan/atau uang bantuan. Ketentuan tersebut diatur di Pasal 78 UU 
Penanggulangan bencana, sebagai berikut: 
“Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan 
pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara 
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda 
paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”218 
 
Penetapan status Kedaruratan Kesehatan sampai saat ini belum memiliki 
peraturan pelaksananya, sementara UU Kekarantinaan Kesehatan belum 
mengatur mengenai tolak ukur dari adanya penetapan status Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat. Berbeda dengan penetapan status bencana yang 
telah mengatur indikator penetapan status bencana di Pasal 7 ayat (2) UU 
Penanggulangan Bencana yang setidaknya harus memuat jumlah korban, 
kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, cakupan luas wilayah 
yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Namun, 
dilihat dari definisi kedaruratan kesehatan masyarakat di UU Kekarantinaan 
Kesehatan setidaknya penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat 
haruslah merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa dengan 
ancaman bahaya kesehatan dan potensi penyebaran penyakit. 
Bahaya kesehatan juga dikenal dengan istilah “Health Hazard” yang 
dapat diartikan sebagai berikut: 
“Any organism, chemical, condition, or circumstances that may 
cause injury or illness. Regarding chemicals, a substance is 
considered a hazard if at least one study, conducted in accordance 
with established scientific principles, documents that acute or chronic 
effects may occur in connection with use of or exposure to that 
chemical.”219 
Bahaya kesehatan merupakan segala organisme, bahan kimia, kondisi, 
ataupun keadaan yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit yang mana 
organisme, bahan kimia, kondisi, atau keadaan tersebut telah terbukti secara 
ilmiah akan menyebabkan adanya cedera atau penyakit tersebut. Selain itu 
adanya potensi penyebaran juga menjadi salah satu kriteria ditetapkan status 
kedaruratan kesehatan masyarakat. 
 Setelah ditetapkannya status kedaruratan kesehatan masyarakat, maka 
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab dari 
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pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah pusat dapat merespon penetapan 
status tersebut dengan menetapkan kebijakan dan wilayah karantina dan 
melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan. Khusus dalam situasi 
kedaruratan kesehatan masyarakat pemerintah dapat melakukan karantina di 
pintu masuk (bandar udara, stasiun, pelabuhan). Dengan ditetapkannya 
karantina wilayah di salah satu pintu masuk, maka Pasal 54 ayat (3) UU 
Kekarantinaan bisa berlaku yang mana orang-orang yang berada di wilayah 
karantina setelah penetapan karantina wilayah220 tidak dapat keluar masuk 
wilayah karantina. 
 Bersamaan dengan penetapan wilayah karantina pemerintah pusat dapat 
melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan. Dalam situasi kedaruratan 
kesehatan masyarakat tindakan kekarantinaan kesehatan dilakukan oleh 
pejabat karantina kesehatan. Melakukan tindakan kekarantinaan juga 
kesehatan merupakan salah satu wewenang pejabat karantina berdasarkan 
Pasal 75 ayat (3). Hingga saat ini UU Kekarantinaan Kesehatan belum memiliki 
peraturan pelaksana, selain dari PP Nomor 21 Tahun 2020. Pedoman 
pelaksana teknis mengenai penyelenggaraan karantina kesehatan dapat 
ditemui di Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina 
Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang 
Meresahkan Dunia. 
 Persoalannya Keputusan Menteri Kesehatan tersebut dikeluarkan 
sebelum adanya UU Kekarantinaan Kesehatan, sehingga belum mengenal 
istilah pejabat karantina. Sehingga dalam beroperasi pada masa pandemi 
COVID-19 pejabat karantina tidak memiliki landasan hukum. Misalnya, salah 
satu wewenang pejabat karantina adalah tindakan kekarantinaan kesehatan 
yang mana di antaranya adalah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB). Dalam PP No.21 Tahun 2020 yang menjadi pedoman pelaksanaan 
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PSBB saat masa pandemi COVID-19 tidak diatur mengenai kewenangan dan 
ruang gerak dari pejabat karantina.  
 Selanjutnya, berkenaan dengan sanksi pidana UU Kekerantinaan 
Kesehatan juga telah mengaturnya dalam Bab tersendiri. Aturan pidana yang 
diatur adalah larangan bagi pengemudi alat angkut untuk menaikkan atau 
menurunkan penumpang dan/atau barang tanpa persetujuan karantina 
kesehatan dan perintah mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan 
serta larangan manghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan 
kesehatan. Berikut merupakan aturan pidana dalam UU Kekarantinaan 
Kesehatan: 
1) Pasal 92 UU Kekerantinaan Kesehatan 
Pasal 92 UU Kekarantinaan Kesehatan juga berlaku tidak hanya bagi 
pengemudi kendaraan darat, namun juga bagi Nahkoda yang diatur 
dalam Pasal 90 dan kapten penerbang yang diatur di Pasal 91. Ketiga 
Pasal memiliki unsur dan pidana yang sama. Pasal 92 UU Kekarantinaan 
Kesehatan menyatakan: 
“Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau 
menaikkan orang dan/atau Barang sebelum 
memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan 
berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan 
maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko 
kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 
(lima belas miliar rupiah).”221 
2) Pasal 93 
Pasal 93 berisi mengenai perintah mematuhi penyelenggaraan kesehatan. 
Beberapa ketentuan dalam penyelenggaraan kesehatan dapat ditemukan 
di Pasal 51 ayat (2) mengenai larangan keluar masuk saat karantina 
rumah, Pasal 54 ayat (3) mengenai larangan keluar masuk karantina 
wilayah, dan Pasal 57 ayat (3) larangan keluar masuk saat karantina 
rumah sakit. Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menyatakan: 
“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan 
kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan/atau 
menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan 
Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan 
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Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” 222 
 
3. Implikasi Yuridis Status Darurat Bencana dalam Kaitannya 
dengan Hukum Tata Negara Darurat 
Adanya persinggungan variasi ancaman bahaya baik dalam PERPPU 
Nomor 23 Tahun 1959, UU Penanggulangan Bencana, dan UU Kekarantinaan 
Kesehatan tidak berarti ketiga status darurat tersebut dipersamakan dalam 
satu sistem yang sama. Terdapat perbedaan signifikan dari status darurat 
diantara ketiga undang-undang terkait, meskipun ketiganya sama-sama dapat 
digunakan untuk menangani bencana non-alam, khususnya pandemi COVID-
19. Perbandingan status darurat dari ketiga undang-undang dapat dilihat di 
tabel berikut: 
TABEL 3.4 PERBANDINGAN STATUS DARURAT BERDASARKAN 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 
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2. Timbul Perang 
atau Bahaya 
Perang 
Tidak ada tolak 
ukur penetapan 
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Sumber: Berbagai peraturan perundang-undangan, diolah, 2021 
Meskipun memiliki irisan dalam syarat materil dalam penetapan ketiga 
status darurat, yaitu bencana non alam (penyebaran penyakit menular), 
ketiganya memiliki indikator penetapan yang berbeda-beda. Di antara ketiga 
status darurat, status darurat yang pengaturannya di atur melalui PERPU 
Nomor 23 Tahun 1959 yang indikator penetapannya tidak diatur secara tegas. 
Perbedaan signifikan lainnya dapat dilihat dari dasar hukum penetapan status 
darurat. Ketiganya memiliki landasan hukum yang berbeda dalam penetapan 
status daruratnya. Sehingga memiliki konsekuensi hukum yang tentunya 
berbeda dari penetapan ketiga status tersebut. 
Status darurat bencana nasional dan status kedaruratan kesehatan 
masyarakat sama-sama tidak mengubah rezim hukum normal menjadi hukum 
darurat, karena landasan konstitusional kedua penetapan tersebut tidak 
berlandaskan Pasal 12 UUD NRI 1945. Dalam rezim hukum normal berlaku 
peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya yang mana peraturan 
perundang-undangan berlaku tanpa adanya batas waktu mengikuti 
penetapan status. Selain itu juga proses pembentukan perundang-undangan 
juga harus tetap mengacu pada UU Pembentukan perundang-undangan. 
Sehingga, meskipun telah dinyatakan status darurat, segala produk hukum 
yang dikeluarkan pasca penetapan status darurat berlaku sebagaimana dalam 
rezim hukum normal. 
Status darurat yang penetapannya berdasarkan PERPPU Nomor 23 




lainnnya (darurat bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat) dalam hal 
konsekuensi hukum akibat adanya penetapan status. Status darurat sipil 
misalnya, memiliki landasan konstitusional yang lebih kuat, yaitu Pasal 12 
UUD NRI Tahun 1945. Penetapan status darurat sipil membuat pemerintah 
dapat menyimpangi undang-undang selama status darurat masih berlaku, 
sehingga dapat menghindari persoalan hukum pasca darurat seperti 
menumpuknya peraturan perundang-undangan yang sudah tidak lagi relevan 
setelah selesainya keadaan darurat. 
Namun, sayangnya status darurat sipil secara langsung juga akan 
mengaktifkan berlakunya PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 yang dikhawatirkan 
berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.223Pilihan lainnya dengan penetapan 
darurat bencana nasional dan kedaruratan kesehatan masyarakat yang dinilai 
lebih tepat sasaran. 224Tetapi, di sisi lain memiliki konsekuensi terhadap 
persoalan regulasi pasca pandemi COVID-19. 
Pasca penetapan status bencana nasional dan status kedaruratan 
kesehatan masyarakat pemerintah pusat telah banyak mengeluarkan 
peraturan pelaksana melalui kekuasaan presiden dengan peraturan presiden 
dan keputusan presiden, peraturan dan keputusan di lingkungan kementerian, 
dan surat edaran yang dikeluarkan baik oleh kementerian ataupun satgas 
penanganan COVID-19. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum, 
utamanya dalam bidang kekarantinaan kesehatan. Seluruh peraturan 
pelaksana yang diperintahkan UU Kekarantinaan Kesehatan hingga saat ini 
belum memiliki aturan pelaksananya. 
PP Nomor 21 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan PSBB pun 
tidak sepenuhnya melaksanakan perintah Pasal 60  UU Kekarantinaan 
Kesehatan.225 Peraturan pemerintah tersebut secara tegas dinyatakan dalam 
judulnya dilaksanakan dalam lingkup penanggulangan dampak pandemi 
COVID-19. Artinya, setelah pandemi berakhir PP No. 21 Tahun 2020 akan 
menjadi tidak relevan lagi dengan kebutuhan masa depan. Setidaknya 
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terdapat 18 Pasal dalam UU Kekarantinaan yang memerintahkan untuk 
dibentuknya peraturan pelaksana, yaitu Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), 
Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 19 ayat (6), Pasal 24, Pasal 30 ayat 
(4), Pasal 32, Pasal 35 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), Pasal 47, Pasal 48 ayat (6), 
Pasal 60, Pasal 70, Pasal 75 ayat (4), Pasal 77 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), dan 
Pasal 83 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa penetapan status darurat 
kesehatan masyarakat belum memiliki pengaruh yang signifikan dalam 
pelaksanaan kekarantinaan kesehatan.  
 Sebenarnya untuk dapat mengatasi situasi yang demikian alternatif yang 
bisa dilakukan pemerintah adalah menerbitkan peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang dalam kerangka hukum tata negara darurat. 
Dalam kuliah umum yang berjudul “Perkembangan Hukum Tata Negara 
Darurat di Indonesia” yang dilakukan secara daring Prof. Jimly Asshidiqie 
menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis PERPPU dalam konstitusi Indonesia, 
yaitu PERPPU sebagai undang-undang biasa dan PERPPU dalam keadaan 
bahaya. PERPPU jenis kedua pemberlakuannya tidak permanen dan dapat 
menyimpangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.226Negara yang 
dapat menerapkan hal demikian salah satunya adalah Korea Selatan. Daniel 
Yusmic mencontohkan bahwa dalam keadaan darurat Presiden di Korea 
Selatan dapat menetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
hanya dalam keadaan darurat saja.227 
 Selama ini kalangan para ahli hukum masih memisahkan antara Pasal 12 
yang diklasifikasikan sebagai keadaan perang dan Pasal 22 sebagai 
emergency law. 228Seolah penetapan status keadaan bahaya berdasarkan 
Pasal 12 hanya saat terjadi perang saja dan juga tidak terkait dengan 
pembentukan PERPPU dalam Pasal 22. Kegentingan yang memaksa memang 
tidak selalu disebabkan keadaan bahaya, namun dalam keadaan bahaya 
kemungkinan adanya kegentingan memaksa jauh lebih besar daripada situasi 
normal. PERPPU dalam kerangka hukum tata negara darurat haruslah 
didahului dengan pernyataan status darurat dengan Pasal 12 sebagai 
                                                                
226 Aida Mardatillah. Jimly: Ada Dua Tipe PERPPU dalam Perspektif Konstitusi. Diakses di 
www.hukumonline.com pada 28 Maret 2021 
227 Humas MKRI, PERPPU dalam Desain Hukum Tata Negara Darurat. DIakses di www.mkri.id 





landasan konstitusionalnya. Namun, saat ini status darurat berdasarkan Pasal 
12 hanyalah darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang berdasarkan 
PERPPU Nomor 23 Tahun 1959. 
Status darurat yang telah dibahas sebelumnya tidak memiliki satu konsep 
tunggal yang dapat mendefinisikan keadaan bahaya. Tidak adanya 
pengaturan yang secara holistik mengatur mengenai keadaan bahaya ini yang 
menimbulkan adanya ambiguitas keadaan bahaya. 229 Kekaburan konsep 
keadaan bahaya menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam 
penetapan status darurat berkenaan dengan pandemi COVID-19. Ini juga 
akan berpengaruh langsung pada peraturan perundang-undangan lainnya, 
misalnya UU Kesehatan. 
Misalnya, dalam Pasal 32 UU Kesehatan terdapat larangan bagi petugas 
kesehatan untuk menolak pasien dalam keadaan darurat. Frasa “keadaan 
darurat” tidak dijelaskan lebih lanjut di penjelasan UU Kesehatan. 
Penulusuran lebih jauh mengenai makna “keadaan darurat” dalam UU 
Kesehatan dapat ditemukan di Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan 
terdapat istilah “darurat krisis kesehatan”, maka kemudian frasa ”keadaan 
darurat” dapat ditafsirkan demikian. Mengacu pada Pasal 10 ayat (4) “darurat 
bencana” dapat dipersamakan dengan “darurat krisis kesehatan”. Darurat 
bencana dan kedaruratan krisis kesehatan sudah dapat dikatakan sebagai 
contoh status darurat tersistematis, sehingga tidak lagi menimbulkan 
kebingungan. Sepertinya bukan tidak mungkin status kedaruratan di 
Indonesia dapat tersusun secara menyeluruh dan tersistematis 
4. Implikasi Kebijakan Pencegahan Penularan Coronavirus 
terhadap Tanggungjawab Pemerintah dalam Pemenuhan HAM 
Selama lebih dari 1 (satu) tahun sejak kemunculan Coronavirus di 
Indonesia, sejumlah kebijakan telah diberlakukan dalam rangka mengurangi 
tingginya angka penularan. Kebijakan pencegahan yang pertama dilakukan 
adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan PP Nomor 21 
Tahun 2020 yang merupakan peraturan peleksana dari UU Kekarantinaan 
Kesehatan. Kemudian, pada awal Januari 2021 pemrintah mengeluarkan 
                                                                




Instruksi Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pemberlakuaan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Sampai pada kebijakan paling 
baru, yaitu Pemberlakuaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 
di Jawa dan Bali. Ketifa kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sama untuk 
memperlambat laju penyebaran coronavirus di wilayah. Namun, ketiga 
kebijakan memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari skala maupun dasar 
hukum kebijakan, sebagai berikut: 
Indikator PSBB PPKM Mikro PPKM Darurat 
Dasar 
Hukum 
PP Nomor 21 
Tahun 2020 
Instruksi Mendagri 
Nomor 13 Tahun 
2021 
Instruksi Mendagri 























c. Sektor esensial 
beroperasi 
100% 
d. Tempat makan 








g. Fasilitas Umum 
50% 














g. Tempat makan 
tidak ada dine in 
h. Konstruksi 
100% 
























Jika, dilihat secara sekilas seolah aturan yang ditetapkan di PSBB tidak 
lebih ketat dari PPKM, namun sebetulnya aturan yang ada di PPKM dapat 
dikatakan sebagai penjabaran lebih rinci pelaksanaan PSBB. Kesamaan 
lainnya adalah ketiganya sama-sama tidak memberikan ketentuan secara 
tegas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama berlangsungnya 
ketiga kebijakan tersebut. Apalagi dalam hal penerapan PPKM dengan 
kebijakan top down tidak lagi memperhitungkan kemampuan ekonomi tiap 
daerah, tolak ukur kebijakan hanya diukur dari kondisi pandemi di tiap daerah. 
Anggaran pelaksanaan PPKM Mikro, bersumber dari APBDesa dan alokasi 
APBD. Dalam praktik ini menjadi ironis di mana masyarakat diperintahkan 
untuk secara gotong royong menanggulangi dampak pandemi di tiap 
daerahnya, namun masih juga harus memikirkan pembiayaan secara mandiri 
tiap daerah.230 
Persoalan ekonomi dan Kesehatan masyarakat menjadi dilem tersendri 
bagi pemerintah agar bisa memenuhi keduanya secara simultan. Secara 
hakikat sebetulnya antara ha katas Kesehatan maupun hak ekonomi bukanlah 
sesuatu yang dapat dipertentangkan, karena keduanya saling bergantung 
antar satu sama lain.231Namun, Peraturan perundang-undangan yang ada 
belum mampu untuk mengatasi wabah penyakit menular dengan skala seperti 
                                                                
230 Lihat di Jogja Penanganan Covid-19 tingkat Rukun Tetangga (RT) memakai Dana Urunan 
diakses di https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/07/02/510/1075969/sultan-biaya-
penanganan-covid-19-tingkat-rt-bisa-pakai-dana-jimpitan pada 2 Juli 2021 
231 Mei Susanto dan TeguhTresna Puja Asmara, Ekonomi versus Hak Asasi Manusia dalam 
Penanganan COVID-19: Dikotomi atau Harmonisasi, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, 




pandemic COVID-19. Jaminan atas hak eonomi dan kebutuhan dasar dalam 
PSBB maupun PPKM tidak dijamin seceara tegas. 232  Artinya, pemberian 
bantuan sosial bagi masyarakat terdampak menjadi bentuk tanggungjawab 
moral semata. 
Dilema dan ketidakmampuan peraturan perundang-undangan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar dan hak katas Kesehatan secara simultan 
semakin menunjukan bahwa situasi pandemi COVID-19 merupakan kejadian 
tidak normal. Tidak menutup kemungkinan kejadian yang demikian akan 
terjadi lagi. Dalam hal situasi yang demikian terjadi pemerintah akan 
membutuhkan kerangka hukum yang dapat memberikan legitimasi 
pembatasan HAM yang berlangsung. Saat ini yang memilki legtimiasi tersebut 
hanyalah status darurat berdasarkan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang 
Keadaan Bahaya. 
Pernyataan di paragraf sebelumnya bukan berarti penulis sepakat dengan 
tindakan sewenang-wenang yang sangat potensilal dilakukan jika status 
darurat sipil ditetapkan. Pernyataan status darurat sipil justru diharapkan 
meberikan sense of emergency kepada seluruh pejabat publik dan 
pengambilan kebijakan untuk mengerahkan seluruh perhatiannya dalam 
penanganan kadaan bahaya. Selain itu adanya batasan waktu dalam status 
darurat sipil dapat membatasi wewenang luar biasa yang dimiliki oleh 
Presiden, sehingga pembatasan hak tidak harus berlangsung berlarut-larut. 
Ketentuan pidana dalam Perpu Keadaan bahaya juga akan memberikan 
batasan kewenangan agar pejabat publik tidak merasa kebal akan hukum 
dengan dalih situasi darurat. Sebaliknya, dalam situasi darurat pengawasan 
terhadap pejabat publik harus lebih diperketata, karena menyangkut hak 
orang banyak. 
Dalam situasi yang dilematis pemerintah harus memilki landasan hukum 
yang lebih kuat untuk menjamin efektifitas dan efesiensi penanggulangan 
pandemi. Di negara yang dijalankan berdasarkan hukum seharusnya hal ini 
menjadi perhatian utama pemerintah dalam menyusun dan menetapkan arah 
kebijakannya. Namun, setelah tidak lagi digunakan kebijakan PSBB aspek 
landasan hukum yang digunakan justru semakin melemah. Semula kebijakan 





melalui peraturan pemerintah, saat ini kebijakan PPKM hanya berlandaskan 
Instruski Mentri Dalam Negeri tanpa adanya rujukan undang-undang. Hal ini 
tidak saja peroblematis secara dasar hukumnya, namun juga secara 
kelembagaan, Kementerian Dalam Negeri bukan leading sector di 
penanggulangan pandemi COVID-19.  
Tentunya dapat dipahami terdapat unsur kemendesakan dalam 
menentukan arah kebijakan teknis, namun seperti yang sebelumnya telah 
disebutkan pembatasan PPKM hanya menambahkan penjabaran rinci dari 
PSBB. Seharusnya kebijakan dilakukan melalui perubahan peraturan 
pemerintah atau opsi lain melalui peraturan presiden. Opsi ini diberikan, 
karena tidak hanya legitimasi hukumnya lebih kuat sekaligus dapat 
menujukan kepemimpinan Presiden dalam situasi darurat. Kebijakan PPKM 
Darurat saat ini sangat rentan akan adanya pengabaian hak asasi warganya 
baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pemerintah. Sehingga, 
potensi pembatasan HAM terjadi secara inkonstitusional dan hanya 







Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada Bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Status Bencana Nasional dan Status Kedaruratan Kesehatan yang 
didasarkan atas adanya situasi bencana dan tersebarnya penyakit menular 
yang membahayakan kesehatan telah memenuhi syarat materiil keadaan 
bahaya berdasarkan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan 
Bahaya. Selain itu ditinjau dari konsep keadaan bahaya yang mana keadaan 
bahaya merupakan suatu bentuk pengecualian yang dapat disebabkan oleh 
beberapa faktor, salah satunya bencana semakin memperkuat argumentasi 
bahwa bencana dapat dikatakan keadaan bahaya. Dalam penelusuran 
historis lahirnya Pasal 12 di undang-undang dasar dilatarbelakangi oleh 
konsep Staat van Beleg pada masa Hindia Belanda yang juga mengacu pada 
kondisi darurat yang ancaman bukan dari luar wilayah Indonesia. Meskipun 
tidak dijabarkan secara rinci apa saja bentuk ancamannya, namun melihat 
bencana merupakan ancaman yang muncul di dalam wilayah Indonesia, 
maka bencana masih sesuai dengan semangat lahirnya Pasal 12.. 
Perbedaan antara status darurat berdasarkan Perpu Nomor 23 Tahun 1959 
dan status darurat lainnya menimbulkan persoalan pertentangan norma 
yang berakibat pada kepastian hukum dalam penanganan situasi darurat, 
utamanya dalam hal terjadi bencana. Penetapan status darurat atas adanya 
keadaan bahaya menurut Pasal 12 adalah syarat berlakunya hukum tata 
negara darurat. Dalam kerangka hukum tata negara darurat 
(staatsnoodrecht) akan berlaku yang dinamakan hukum darurat 
(noodstaatsrecht). Dalam kaitannya dengan status darurat bencana dan 
status kedaruratan kesehatan dapat dilihat dari karakteristik hukum yang 
mendasari penetapan kedua status tersebut. UU Penanggulangan Bencana 
dan UU Kekarantinaan Kesehatan yang mendasari status bencana dan 
status kedaruratan kesehatan masyarakat secara berurut memiliki ciri yang 
mirip dengan karakteristik hukum darurat (noodstaatsrecht). Ciri utama 




setelah penetapan status darurat yang tujuannya untuk semata-mata 
menanggulangi situasi darurat tersebut, seperti ketentuan kemudahan 
akses di Pasal 50 ayat (1) UU Penanggulangan Bencana. 
2. Penanggulangan pandemi COVID-19 merupakan pertama kalinya 
ditetapkan dua status darurat sekaligus, yaitu status darurat bencana dan 
status kedaruratan kesehatan. Pandemi COVID-19 yang merupakan 
bencana di bidang kesehatan tentunya memerlukan peraturan perundang-
undangan yang secara menyeluruh dapat mengurangi dampak yang 
ditimbulkan dari adanya pandemi tersebut. Beberapa peraturan perundang-
undangan yang digunakan dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-
19 di antaranya adalah, sebagai berikut: 
a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Yang telah disahkan 
menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular 
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana 
d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan 
f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
g. Peraturan Pelaksana lainnya berupa Peraturan Presiden, 
Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan 
surat edaran oleh kementerian dan satuan tugas 




3. Penetapan status darurat bencana dan status kedaruratan kesehatan 
terpisah dari status darurat berdasarkan PERPPU Nomor 23 Tahun 1959 
tentang Keadaan Bahaya (darurat sipili, darurat militer, dan keadaan 
perang), karena perbedaan landasan konstitusional antar penetapan status 
darurat tersebut. Hal ini memiliki implikasi pada penerapan kedua status 
tersebut dalam kaitannya dengan regulasi penanganan situasi darurat. 
Penetapan status darurat berdasarkan Pasal 12 berakibat pada berubahnya 
rezim hukum dari hukumnya normal yang mana peraturan perundang-
undangan berlaku sebagai mana mestinya menjadi rezim hukum darurat 
yang mana Pemerintah dapat mengenyampingkan peraturan perundang-
undangan dalam rangka menghilangkan ancaman bahaya. Sedangkan 
penetapan status darurat bencana dan status kedaruratan kesehatan tidak 
memiliki konsekuensi yang sama yang mana pasca penatapan kedua status 
tersebut rezim hukum tetap berada dalam rezim hukum normal. Akibatnya 
seluruh ketentuan perundang-undangan tidak boleh disimpangi atas dasar 
adanya penetapan status bencana nasional maupun status kedaruratan 
kesehatan. Dalam kaitannya dengan penanggulangan dampak pandemi 
COVID-19 beberapa peraturan perundangan-undangan tidak dapat berjalan 
sebagai mana mestinya. Sejumlah peraturan perundang-undangan 
dibentuk yang lebih cenderung reaksioner dalam menghadapi pandemi 
COVID-19. Hal tersebut diakibatkan oleh ketentuan hukum yang kurang 
memadai (penanggulanagan terhadap dampak ekonomi) maupun karena 
kekosonnga regulasi berupa peraturan pelaksana yang belum dibentuk. 
Akibatnya psaca pandemi COVID-19 terdapat potensi peraturan-
perundang-undangan yang tidak akan relevan lagi ke depannya. Berkenaan 
dengan adanya pengurangan hak pada saat adanya penetapan kedua 
status darurat tetap dimungkinkan, selama bukan termasuk dalam non-
derogable rights  dan didasari ketentuan yang beralasan hukum. Berkaitan 
dengan hal tersebut, status kedaruratan kesehatan penetapannya belum 
diatur secara jelas oleh peraturan pelaksana, sehingga pembatasan hak 
yang ditimbulkan dari adanya penetapan status kedaruratan kesehatan 






Berdasarkan pemamaparan di atas, penulis mencoba untuk merumuskan 
beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk menghindari persoalan 
hukum yang dapat timbul di kemudian hari dalam menghadapi situasi darurat 
belajar dari pandemi COVID-19, di antaranya adalah: 
1. Mengkaji lebih dalam terkait peraturan perundang-undangan yang 
memiliki karakteristik hukum darurat (noodstaatsrecht) lainnya, utamanya 
yang memiliki syarat materiil yang sama dengan penetapan darurat 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1959 
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
kedaruratan atau kebencanaan 
3. Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
1959 agar lebih memiliki pengaturan terkait penanganan keadaan bahaya yang 
lebih humanis dan berprespektif Hak Asasi Manusia. Selain itu perspektif 
kebahayaan lainnya perlu menjadi materi tambahan dalam revisi PEPRU 
tersebut. 
4. Pembentukan segara peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2018 tentangKearantinaan Kesehatan  untuk membrikan landasan  
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